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BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Dalam rangka pembangunan ekonomi diperiukan tersedianva dana, vang salah
satunya adalah dalam bentuk kredit vang diberikan oleh lembaga perbankan.
Penyaluran kredit kepada pelaku usaha selaku debitor sarat dengan nsiko kemacetan.
Untuk mengurangi ristko kerugian dalam penyaluran kredit tersebut, maka diperlukan
adanya lembaga jamunan sebagai sarana pengaman. Dalam UU Perbankan telah
ditegaskan bahwa dalarmn menyalurkan krédit, bank wapb mempunyai keyakinan
berdasarkan analisis vang mendalam atas ikad dan kemampuan serta kesanggupan
debitor dalam mengembalikan hutang (kredit) sebagaimana yang diperjanjikan.
Sebenarmnya undang-undang telah memberikan pengaman kepada kreditor dalam
menyalurkan kredit kepada debitor, yakm dengan memberikan janinan umum
menurut Pasal 1131 dan 1132 B'W yang menentukan bahw:. semua harta kekayaan
(kebendaam debitor baik bergerak atau tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang
baru akan ada menjadi jaminan atas seluruh perikatannya dengan kreditor. Apabila
teryadi wanprestasi maka selurth harta benda debitor dijual lelang dan dibagi-bagi
menurut besar kecilnva piutang masing-masing kreditor.' Namun perlindungan yang

berasal dan jaminan umum tersebut dirasakan masih belum memberikan rasa aman

"M Khoidin. Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan, Laksbang Resindo,
Yogvakarta, 2003 h 1.
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kepada kreditor. sehingga dalam praktk penvaluran kredit. bank memandang perlu
untuk meminta jaminan khusus terutama yang berstfat kebendaan.

Permintaan jaminan khusus kebendaan oleh bank dalam penvaluran kredn
tersebut merupakan realisasi dari prinssp kehati-hatian bank sebagaimana ditentukan
UU Perbankan. Jaminan kebendaan mempunval posisi paling dominan dan dianggap
strategrs dalam penyaluran kredit bank. Jaminan kebendaan yang paling banvak
diminta oleh bank adalalh berupa tanah karena secara ekonomis tanah mempunyvai
prospek vang menguntungkan. Kelaliran hak tanggungan yang diatur dalam UU No.
51960 dan 111 No. 41996 dirasakan dapat mengakomodasi kebutuhan lembaga
perbankan sebagai upaya mengamankan kredit yang disalurkan kepada masyarakat.
Perkembangan dumua perkreditan  dapat memict lajunya pembangunan  dan
pertumbuhan ekonom nasional.

Salah satu fasilitas yang dibenikan oleh UU HT adalah mudah dan pasti
pelaksanaan eksekusinva jika pemberi hak tanggungan (debitur) tidak memenuhi
kewanban sebagaimana vang telah dipenjanpkan, denukian disebutkan  dalam
Penjelasan Umum angka 9 UUHT. Adapun mengenai tata cara cksekusi obyek hak
tanggungan dhatur dalam Pasal 20 UUHT vang pada itmva memuat tiga cara, vaitu
(1) eksekust berdasarkan jany untuk memnjual obyek hak tangpungan atas kekuasaan
sendirl: {2) cksekust berdasarkan titel eksekutorial vang terdapat pada sertifikat hak
tanggungan; dan (3) eksekusi melalui penjualan obyek hak tanggungan secara di

bawah tangan berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara pemben dan
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[95)

pemegang hak langgungan,g

Jadi, kreditur pemegang hak tanggungan mempunyal tiga senjata vang dapat
dipihhy dalam mempercepat pelunasan piutang. vaitu eksekusi secara paksa dengan
bantuan pengadilan, parate cksekusi dan penjualan di bawah tangan. Ketiga senjata
tersebut digunakan jika debitur dianggap wanprestasi, vakni tidak melaksanakan
kewajiban sebapatinana yang diperjanpikan. Apabila perjanjian kredit antara nasabah
(debitur} dengan bank (kreditur) berjalan sesuai vang diperjanjian, maka keberadaan
Jaminan wdak menampakkan peran yvang berarti. Lembaga jaminan baru mempunyat
artl penting saat debitur wanprestas: kreditur pemegang hak jaminan mempunvai hak
untuk mengeksekus obyek jammnan secara paksa dengan bantuan pengadilan, yakni
dengan menjual melalui pelelangan umum.

Dalam praktlk perbankan debitur dikatakan wanprestasi jika tidak
melaksanakan kewayban membavar angsuran kredit sebagammana vang telah
diperjanjtkan bersama. Mcenurut Pasat 1238 B.W jika dalain perikatannya telah dibuat
suatu ketetapan, maka debitor harus dianggap lalar dengan lewatnya waktu yang telah
ditentukan. Jadi. eksekusi dapai dilaksanakan jika debitur sudah dianggap lalai dalam
arti piutang vang dyanunkan dengan hak jaminan khusus kebendaan tersebut telah
dinvatakan matang untuk ditagih.

Di dalam peryanpan kredit (yang merupakan perjanjian pokok) yang dibuat
oleh bank (kreditur) dengan nasabah (debitur} umumnya dicantumkan ketentuan

T Ibid h 7
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mengenal wanprestasi. Menurut Setiawan. hampir setiap perjanjian hutang piutang
yang merupakan perjanpan pokok darn perjanjian pemberian jaminan {termasuk Hak
Tanggungan) selalu mencantumkan pasal yang memuat defauli clauses, vaitu suatu
kejadian atau penstiwa yang menyebabkan hutang tersebut jatuh tempo scbelum
wakiunva. Apabila bank secara sepihak telah menyatakan suatu kredit sebagai kredit
macet, maka sejak saat itu perjanyian kreddl menjadi status guo, dan tidak dibenarkan
penambahan bunga atas kredit yang telah dinyatakan macet tersebut.” Pada umumnya
duma perbankan menggunakan instrumen analisa yang terkenal dengan the fives of
credit atau 3C aau 6C vaitu © 1} character (watak) adalah sifat dasar yang ada dalam
hati scscorang, 2) (upitul (modal) vaitu seseorang atau badan usaha vang akan
menjalankan usaha atau bisms sangat memerlukan modal untuk memperlancar
kegiatan bismisnya, 3) Capacity (kemampuan) yaitu seorang debitur yang mempunyai
character atau watak baik selalu akan memikirkan mengenai pembayaran kembali
hutangnya sesuat wakiu vang ditentukan, 4) Colateral (Jjaminan) vang berarti harta
kekayaan vang dapat ditkat scbagal jaminan guna menjamin kepastian pelunasan
hatang jika dikemudian han tidak melunasi hutangnya dengan jalan menjual jaminan
dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan itu, 5)
cotdiion of ¢cononty (kondist ekonomi) adalah situasi ekonomi pada waktu dalam

jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada pemohon.”

“bid h 9

* Sutarno, Aspek-Aspek Hukn Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2004, h 93-94.
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Oleh peraturan  perundang-undangan vang berlaku di negara kita, pada
dasarnva jems-jenis jaminan kredit terdiri dari jaminan perorangan dan jaminan
kebendaan.

Hak jamnan peiorangan timbul dan perjanpian jaminan antara kreditur (bank)
dan pihak ketiga. Perjanjian jaminan perorangan mecrupakan hak relauf, vaitu hak
vang hanya dapat dipertahankan terhadap orang terteniu yang terikat dalam
perjanjian, Dalam perjanjian jaminan perorangan pihak ketiga bertindak sebagai
penjamin dalaim pemenvhan kewajiban debitur, berarti perjanjian jaminan perorangan
merupakan jany atau kesanggupan pihak ketiga untuk memenuin kewajiban debitur
apabita debitur ingkar janji {(wanprestasi). Dalam jaminan perorangan tidak ada benda
tertentu vang dukat dalam jaminan sehingga tidak jelas benda apa yang mana milik
pthak ketiga vang dapat dijadikan jaminan apabila debitur ingkar janji (wanprestasi).
Dengan  demikian, para krediur pemegang hak jaminan perorangan hanva
berkedudukan sebagat  kreditur  pemegang hak jaminan perorangan hanya
berkedudukan sebagar kreditus konkuren saja. Apabila terjadi kepailitan pada debitur
maupun penjamin (pthak ketiga), berlaku ketentuan jaminan secara umum yang
tertera dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 B.W .’ Kekavaan tersebut dapat merupakan
kekavaan debitur sendirt atau kekayaan orang ketiga, penvendirian atas benda objek
jaminan dalam perjanjian  jaminan kebendaan adalah untuk  kepentingan dan

keuntungan kreditur tertentu vang telah memntanya, sehingga memberikan hak atau

*HR Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h.
210.
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kedudukan 1stumewa kepada kredstur tersebut. Kreditur  tersebut  mempunvat
kedudukan scbagai kreditur preferen vang didahulukan darnt kreditur lain dalam
pengambilan pelunasan piutangnya dart benda objek jaminan, bahkan dalam
kepaihtan debitur 1a mempunyar kedudukan sebagai kreditur separatis. Jamnan
kebendaan dengan mempunyai berbagal kelebihan, yaitu sifat-sifat vang dimiikmva.
antara lain sitat absolut di mana setiap orang harus menghormati hak tersebut,
memiliki dron do preference, droir de suwit, serta asas-asas vang terkandung padanva,
sepert! asas spesialitas dan pubhsitas telah memberkan kedudukan dan hak istimewa
bagi pemegang hak tcrsebutfkrcd'i.t‘ur: sehingga dalam praktek lebih disukar pihak
kreditur daripada jaminan perorangan. Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa
harta kekavaan. baik benda maupun hak kebendaan, vang diberikan dengan cara
pemisahan bagian dari barta kekayaan, baik dart si debitur maupun dari pihak ketiga,
guna menjamin pemenuhan kewapban-kewagiban debttur kepada pihak kreditur.
apabila debitur vang bersangkutan cidera jan) (wanprestast). Menurut sifatnya,
Jamman kebendaan i terbag dua. vaiu
a. Jaminan dengan benda berwwud (materiel); dan
b, Jaminan dengan benda tidak berwujud (m?uwrw:’).h

Benda berwuud. dapat berupa benda/barang bergerak dan atau bcndéﬁ'barang
tidak bergerak. Sedangkan benda/barang tidak berwujud vang lazim diterima oleh

bank sebagai jaminan kredit adalah berupa hak tagih debitur terhadap pihak ketiga.

“Ibid, h 213214
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Barang bergerak vang lazim diterima sebagat jaminan kredit oleh bank dapat berupa
kendaraan bermotor, logam mulia, stok barang, dan scbagainya yang dapat dinila,
batk secara kuantitatif maupun kualitatf. Sedangkan barang tidak bergerak yang
lazim diterima sebagai janminan kredit oleh bank dapat berupa tanab bangunan, kapal
berukuran 20 m3 (dua puluh meter kubik) ke atas dan lain-lain termasuk mesm-mesin
pabrik vang melekat dengan tanah. Pembagian baang bergerak dan tidak bergerak
tersebut dh atas diatur dalam ketentuan Pasal 506 sampat dengan Pasal 518 B.W,

Sehubungar dengen kenyataan vang ada saat i bahwa tanah-tanah dan
benda-benda khususnva bangunan di atasnya merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan, maka apabila bank akan menerima tanah sebagai jaminan kredit,
benda-benda vang berada di atas tanah tersebut harus duninta pula sebagar jaminan
atas kredit tersebut.

Dalam praktek. benda-benda tersebut biasanya adalah bangunan, baik rumah
maupun kantor vang digunakan oleh perusahaan-perusahaan vang dibiavat,

Pada sis1 lam, peraturan perundang-undangan kita vang ada saat ini, baik
Undang-Undang Pokok Agraria maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985
tentang rumah Susun (UURS), juga memberikan kemungkinan perbedaan pemegang
hak antara tanah dan bangunan yang ada di atasnya. Dengan demkian, apabila bank
akan meneruna bangunan sebagar jaminan kredit, ada beberapa hal vang harus

diperhatikan oleh aparat perkreditan bank, antara lain
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e Bukn perulikan atau pemegang hak atas bangunan tersebut apakah hak milik
sesval dengan pemilik tanahnya, atau apakah hak pakai atas tanah hak milik, atau
Bahkan bak sewa atas bangunan. Untuk amannva bank, hanya bangunan yang
pemilikannya sesuai dengan pemilik tanahnya, sehingga jaminan kredit tersebut
tidak tersangkut dengan kepentingan pihak ketiga lainnva.

* Harus dwnintakan [zin Mendmkan bangunan (IMB)-nya, sclain berhubungan
dengan kepemilikan bangunan, hal ini juga berhubungan dengan kesesuaian
peruntukan tanah tempat di mana bangunan tersebut berdin.

Apabila suatu bangunan tidak sesuai dengan peruntukan tanahinva. yang tclah
ditetapkan dengan rencana tata kota, akan berakibat dibongkarnya bangunan tersebut.

Untuk menenma tanah sebagar jaminan kredit, pertama-tama harus dilihat
adalah jenis hak atas tanah tersebut, mengingat begitu banyak jenis-jenis hak atas
tanah vang ada di negara mi. Mengenal jems-jenis hak atas tanah tersebut dapat
difihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok

Agrana. Pentingnva mengetahw jenis hak atas tanal vang akan dijaminkan terscbut

adalah agar dapat dinilat dengan benar serta dapat mengantisipasi risiko-risiko yany

mungkin tmbul di kemudian han apabila terjadi kemacetan atas kredit vang telah
diberikan. Adapun jenis-jems hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam Undang-

Undang Pokok Agrarnia tersebut adalah sebagai benkut:
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. Hak mihk
Yaitu hak turun-temurun, terkual, dan terpenuhi yang dapat dipunvyai orang atas
tanah, dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, serta dengan mengingat

bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

2. Hak guna usaha
Yaitu hak untik mengusabakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam
Jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan dan
diberikan atas tanah vang luasnya paling sedikit lima hektar serta dapat beralih
dan dialihkan kepada pihak jain. _

3. Hak guna bangunan

Yaitu hak untuk mendinkan dan mempunvai bangunan-bangunan atas tanah yang
bukan milik sendin dengan jangka waktu paling lama 39 (tiga pulul) tahun dan
Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 (dua
pulult) tahun serta dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
4. Hak pakar

Yaitu hak untuk menggunakan dan atay memungut hasil dan tanah yvang dikuasai
langsung olel negara atau tanah milik orang iain vang memben wewenang dan
kewajiban vang ditentukan dalam Kkeputusan pemberiannya oleh pejabat yang
berwenang membenkan atau dalam peranjian dengan pemiiik tanahinya yang

bukan perjanpan sewa-menyewa atau perjanjian pengelahan tanah, serta segala
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sesuatu asal tidak bertenfangan dengan pwa dan ketentuan-ketentuan undang-
undang mni.

Hak sewa

LA

Yaitu hak untuk mempergunakan tanah mulik orang lan untuk  keperluan
bangunan dengan membavar kepada permibiknya sejumlah vang sebagai sewa.

6. Hak membuka tanah dan memungut hasii huian
Yaitu hak-hak vang hanya dapat dipunivai oleh warga negara Indonesia dan diatur
olch peraturan pemerintah.

7. Hak-hak jain vang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas.
Hak-hak tersebut vang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak
vang sifatnva sementara, seperti hak gadai, hak usaha bagi hasi!, hak menumpang,
dan hak sewa tanah pertanian.

Jika melihat dart semua jents hak-hak alas tanah tersebut di atas, dapat
disttnpulkan bahwa untuk pengamanan atas jaminan kredit, bank seyogyanya hanva
akan memperumbangkan untuk menerima hak milsk, hak puna usaha, dan hak guna
bangunan sebapar jemunan kredit. Hal 1 dengan melibat bahwa hanya ketiga jems
hak tersebut vang secara tegas disebutkan kemungkinan dapamya beralih dan
diabhkan. Namun demikian, melihat perkembangan dan persaingan antarbank saat
i, tdak sedikit bank vang beram menenma jenis hak atas tanah di lnar ketiga jenis
hak atas tanah tersebut, bahkan terhadap tanah-tanah vyang tdak jelas

kepemilikannya, vaitu berupa tanah kaviing dan tanah garapan. Walaupun secara
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vuridis formal. bank akan menghadapi banvak risiko apabila menerima tanah vang
tidak jelas jems hak dan status kepemilikannya.

Kelaluran UUNT juga dirasakan dapat menciptakan sklim per-kreditan vang
kondusif dan sehat, karena peraturan perunang-undangan scebelumnya dianggap tidak
mampu memberikan rasa aman (termasuk lembaga jamman atas tanah vang ada
sebelumnyva, yakmi lipotik dan credietverband). Salah satu persoalan yang senng
muncul berkaitan dengan lembaga jaminan atas tanah sebelum hak tanggunuan
adalah rumitnva eksckusi obyek hak jaminan, karena memakan waktu lama, biava
tinggl dan hasil vang tidak memjanjikan. Kondisi demikian jelas tidak menguntung-
kan bagi Jembaga perbankan yvang dalam kinerjanya selalu mengutamakan efisiensi
dengan menghindar ekonomi biaya tingg {(hight cost economy). Kendati telah
dibentuk UUHT namun masih terdapat beberapa persoalan yang perlu disclesaikan,
vaknt sinkronisast antara peraturan vang mengatur eksekusi dalam UUHT namun
masth terdapat beberapa persoalan vang perlu diselesaikan, yakni sinkronisasi antara
peraturan vang mengaur eksekusi dalam UULIT sebagar hukum materiil dengan
ketentuan vang tercantum dalam Pasal 224 HIR / 258 R Bg sebagat hukum formil,
Sinkromisast hukum 1tu dipeslukan ka-rena hingga saat ini imasth terdapat persoalan
berkatan dengan perbedaan penafsiran mengenar kekuatan eksekutorial sertifikat hak
langgungan jika dikastkan dengan Pasal 224 HIR/258 R.Bg vyang menganul
pandangan sempif, vakni hanva membatasi pada grosse akta hipotik dan akta

pengakuan hutang saja yang dapat dieksekusi secara paksa atas bantuan pengadilan.
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Mahkamah Agung RI juga berpendapat bahwa Pasal 224 H.1.R bersifat limitatif.
yaitu bahwa grosse akta yang mempunyai kckuatan yang sama dengan putusan hakim
“hanvalah™ grosse akta hipotik dan grosse akta notanil vang terisi pengakuan hutang
(vide Putusan MA No. 1520 K/Pdv/1984).

D sis1 lain dalam hukum perdata formml ditentukan bahwa eksekust pada
dasamya adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan putusan pengadilan. Salah
satu prinsip vang terkandung dalam hukum eksekusi adalahi eksekusi hanya
dijalankan terhadap putusan fersebut tidak dapat diajukar upaya hukum biasa
(banding dan kasas'.i:).n D1 samping 1w, suatu eksekusi dilakukan secara paksa, vakm
dengan bantuan pengadilan. Apabila terhadap suatu putusan pihak lawan berkenan
memalankan (mencukupi) 1si putusan secara sukarela, maka tidak diperlukan
tindakan eksekusi. Tindakan eksekusi baru diperlukan jika pihak vang kalah tidak
mau memenuhi putusan secara sukarela® Fksekusi dilakukan atas perintah dan di
bawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri. Kewenangan menjalankan ecksekusi
mutlak berada di tangan pengadilan ncgeri yang menjatubkan putusan pada tingkat
pertama. Meski vang hendak dieksekusi adalah putusan Pengadilan Tinggi atau

Mahkamah Agung. namun kewenangan menjalankan putusan tetap ada pada

Pengadilan Negeri vang pertama menjatuhkan putusan. Agar suatu putusan dapat

"M Khowdin, Op.Cit h. 3.

* Ihid
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dijalankan secara paksa kepada pihak vang kalah maka pada kepala putusan tersebut
harus tercantum kata-kata “/emi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha tsa™”

D1 samping putesan hakim, suatn grose akta notariil oleh undang-undang juga
dipersamakan dengan putusan hakim sehingga dapat dilaksanakan secar» paksa jika
tidak dipenuhi secara sukarela oleh para pihak. Menurut Tan A Sioe grose akta
notaris kekuatannya sama dengan putusan hakmn, selungga mempunyai dava eksekusi
atau cxecutoriale cracht. Grose akta tersebut dapat digunakan untuk menjual lelang
barang milik debitur tanpa harus melalui proses pengadilan dengan segala
konsekuensinva seperti band'ir.lag dan kasasi. Pemegang grose dapat meminta kepada
pengadilan agar barang milik debitur tanpa harus melalwm proses pengadilan dengan
segala konsekuensinva sepertt banding dan kasasi. Pemegang grose dapat meminta
kepada pengadilan agar barang mihk debitur dieksekusi dan dijual lf.:lang_“J

Grose adalah saliman dan suatu akta, suatu tulisan vang dibenkan kepada yang
berkepentingan. Grose merupakan salinan dart suatu minuta vang ada pada pejabat
vang bersangkutan, (Grose s fiet voor de belanghebbende bestemde, eerst uitgegeven
afschrift van cen geschrifi fakiey, in tegenstellng 1ot de minat, dic onder de
hetrokken ambienaar verblifty. Menurat G.H.S Lumban Tobing grosse akta adalah
salman atau (secara pengecuahan) kutipan akta vang di atasnva memuat suatu kalimat

berbunvi  “Denn Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha [sa”. dan

 Ibid h 3

"“Ihid . h 4
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bawahnva dicantumkan kata-kata “Diberikan Sebagai Grosse Pertama” dengan
menyebut nama dan orang yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal
pemberiannva.’’

Senada dengan kcdua pendapat di atas, [skandar Ocripkartawinata juga
berpendapat bahwa vang dimaksud dengan grosse adalah suatu salinan atau petikan
dalam bentuk eksekutorial sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 P.J N yang dibuat
untuk dapat melakukan eksekusi tanpa melalui pengajuan perkara. Pendapat lain yane
disampaikan olch Imam Radjo Mulano menyatakan bahwa grosse adalah salinan dan
suatu akia otentik vang diperbuat dalam bentuk yang dapat dilaksanakan, karena pada
bagian kepalanya memuat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Kethan Yang
Maha Esa™

Fungsi grose akta sebagai alas eksekust berdasarkan Pasal 224 H.I.R diganti
dengan sertifikal hak tanggungan. Dalam UUHT terdapat ketentuan bahwa senifikat
hak tanggungan mempunyail rah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan
Kemhan Yang Maha Isa” Berdasarkan titel eksekutorial tersebut sertifikat hak
tanggungan diberi kekuatan vang sama dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyal kekuatan hukum tetap. Sertifikat hak tanggungan bcrlaku sebagal

pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah (Pasal 14 ayat 2

" 1bid.

““Ihid b 5.

Tesis Kuasa Menjual Sebagai Sarana Eksekusi ... Vonny Anastasia



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dan 3 LU No.4:1996) "

Oleh karena fungsinva adalah sebagai tanda bukti atas sesuatu hak (atas
tanah). maka pada sertifikat tdak perlu diben eksekutonal dan tidak dapat disamakan
dengan putusan pengadilan, meski hal itu ditentukan dengan undang-undang
sekalipun. Di samping 1tu, di dalam sertifikat biasanya hanya berisi pemyataan
konstifutif dart pejabat yang menerbitkan sertifikat yany menerangkan mengenai jenis
hak dan nama pemegang haknva. Pernyataan konsututif itu berlaku sejak sertifikat
diterbitkan oleh pejabat tersebut tanpa memerlukan tindakan eksekusi."

Pencantuman titel eksekutonal pada sertifikat hak tanggungan berdasarkan
UU No. 41996 bertentangan dengan prinsip hukum eksekust. Bahwa H.IR sebagat
peraturan hukum fonmi (hukum acara perdata). termasuk di dalamnya mengatur
eksekusi. telah menentukan secara hmitatif mengenai dokumen atau akta selamn
putusan pengadilan vang dapat dicksekusi secara paksa, namun kemudian oleh UU
No. 4/1996 ditambam lagi, vaitu Serifikat Hak Tanggungan. Padahal, UU No.
41996 merupakan peraturan hukum maternl, sedang ketentuan formmlnva (khusus
mengenai eksekusi) tetap mengacu pada Pasal 224 H.IR dan 258 R.Bg."”

Dengan pertunbangan di atas mendorong penulis untuk menvusun Thesis

dengan judul “Kuasa Menjual Sebagai Sarana Eksekusi Obyek Hak tanggungan

" Ibid.
" rbid

" Ihid.
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Menurut [ndang-lindang No. 4 Tahun 1996”.
Berdasarkan dari apa vang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka
Rumusan permasalahan vang akan dikan dalam tesis i adalah:
a. Apa karakteristik klausula kuasa menjual dalam perjanpan pembebanan hak
tanggungngan?

b. Bagaimana pengaturan kuasa menjual dalam UUHT?

2. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahw apa saja yang menjadt karakteristik klausula kuasa menjual
dalam perjanjian pembebanan hak tanggungan,

b, Untuk mengetahui bagaimana pengaturan kuasa menjual dalam UUHT.

3. Manfaat Penelitian

a. Sebagai salah satn svarat akademis guna memperoleh gelar studi Magaster
Kenetanatan.

b Untuk membelikan sumbangan pemikiran dari kesempurnaan suatu peraturan
perundang-undangan, khususnyva Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang

Hak Tanggungan.
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4. Kajian Pustaka

Bank dalam menjalankan usaha memberikan kredit kepada debitor
menerapkan primsip kehati-hatian sebagaimana pasal 2 Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan (UU [erbankan). Penerapan prmsip kehati-hatian
tersebut diwujudkan oleh bank vaitu hanya memberikan kredit jtka ada kepastian atas
kesanggupan debitor mengembalikan pinjamannya sebagaimana pasal 8 UU
Perbankan beserta penjelasannve.

Pengamanan kredit tersebut di'akukan oleh bank dengan menganjurkan
demtor untuk menverahkan barang miliknyg yang dibebani sebagai jaminan kredit.
Bagi barang-barans tidak bergerak berupa hak atas tanah yang dibebani sebagai
jaminan kredit dengan hak tanggungan, ketika debitor mgkar janji atau wabnprestasi
bank tidak dapat dengan sendinnya menual hak atas tanah yang dibebani dengan hak
tanggungan tersebut, kecuali dijanjikan.

Dalam perjanjian pemberian kuasa pihak pemben kuasa membenkan kuasa
kepada peneruna kuasa untuk dan atas nama pemben kuasa menjalankan suatu
urusan. Mengenal untuk dan atas nama, Wirjono Prodjoikoro mengemukakan bahwa
“kata-kata atas nama yaitu bahwa pihak yang diberi kuasa, bertindak secara mewakih
pthak vang memben kuasa Jupa ada sepakat bahwa soal pembenan kuasa dan soal

perwakilan adalah dua hal tersendiri vang tidak selalu berada bersama-samma pada
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suatu perhubungan hukum™'" Hal imi berarti bahwa peneruna kuasa menjalankan
kuasanya untuk dan atas nama pemben kuasa.

Suatu perjanpan kredit kepada setiap debitor sudah menjadi suatu keharusan
bagi setiap bank untuk membuat perjanjian kredit secara tertulis. Perjamjian mana
biasanva dibuat secara di bawah tangan atau secara notariil yang dibuat dan
ditandatangani dihadapan secorang notans sebagai pejabat umum. Fungsinya dan
adalah sangat penting. agar ada suatu keteraturan administrasi bank, dan vang lebih
penting adalah perjanjian krednt tersebut kelak akan dijadikan suvatu alat bukti
sempumna dalam proses pembuktian yang penvelcsalannya dilakukan dengan cara
ligtasi di pengadilan.

Perjanjian kredit vang dibuat secara tertulis oleh debitor dan kreditor, maka
dalam tata cara pembuatannva tentu mengacu kepada hukum peranjian yang diatur
dalam B.W, khususnya pada pasal 1313 B.W yang menyebutkan bahwa perjanjian
adalah perbuatan dunana sawu orany atau lebih mengikatkan dirinva terhadap sat
orang atau lebih. Salinva suat perjanjian sesuar Pasal 1320 B.W adalah :

. Sepakat mereka untuk mengkatkan din,

2 Cakap untuk membuat suatu perjanjian,

tad

Mengenai suatu hal tertentu,

4 Suatu sebab vang halal.

“Wirjono Prodjodikoro.  Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan
Tertentu, Sumur Bandung Jakania. 1991 h. 151
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Svarat pada bagian ! dan 2 disebut svarat subjektf, karema syarat-svarat
tersebut langsung mengenat orang atau subjek yang membuat perjanjian. Apabila
salah satu svarat subjekuf o udzk dipenuhi, maka perjanpan batal demt hukum
artinva batal sejak semula. Jadi dianggap tidak pernah ada pejanjian.

Pencantuman klausula “janit untuk menjual atas kekuasaan sendmi™, kiranva
perlu kita dahulur dengan pembahasan mengenai, apa sebenarnya maksud dan
kegunaan janp seperti 1. Dalam keadaan normal kalau tidak terkait masalah janp
sepertt tersebut di atas maka kalav debitwr wanpresentasi, kreditur akan berupaya
mengambil pelunasan atas tagithannva dengan menggugat debitur di pengadilan,
untuk  mendapatkan keputusan yang membenarkan kedudukan keputusan vang
memenangkan dirinya mempunyvai kekuatan yang tetap, bisa melaksanakan eksekust

benda jaminan.

X Metode Penelitian
a. Pendekatan Masalah

Tipe penechitian dalam tesis it adalah tpe penchttan hukum  normatil,
Pendekatan vang dipergunakan dalam penelitian imi adalah stwiuie approach. Statite
approach artinva penmasalahan vang dirumuskan dalam tesis i
dikaji. disoron dan dipecahkan sesuai peraturan vang berlaku. Dalam hal s adalah
BW._ Undang-Uindang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas lTanah
Besertns Benda-Benda Yang Terkait Dengan Tanah, Undang-tUndang Perbankan, dan

peraturan-peraturan vang terkait lamnnva.

Tesis Kuasa Menjual Sebagai Sarana Eksekusi ... Vonny Anastasia



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

b. Bahan Hukum
Bahan Hukum vang diperoieh berupa bahan hukum primer vaitu Burgerlijk
Wethoek Undang-Undang No. 4 Taha 1996 tentang Hak Tanggungan dan peraturan
perundang-undangan lain vang berkaitan dengan permasalahan. Bahan hukum
sekunder berwujud pendapat para sarjana.
¢. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum
Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder vang terkumpu!l dihimpun
dan dikelompok-kelompokkan, untuk kemudian dianalisa guna memecahkan

masalah.

6. Sistematika Penulisan

Bab Pertama Pendahunan, merupakan langkah awal dari penulisan tesis i
vang bensi gambarmm umum permasalahan, sub bab-sub banya terdin dan latar
belakang permasalahan, rumusan masalah, twuan penelinan, manfaat penelitian,
kajian pustaka. metode penelinan dan sistematika penulisan.

Bab Kedua dengan judul Karaktenstik Klausul Kuasa Jjual Dalam Pcrjanjian
Pembenan Hak Tanggungan. Bab im disajikan untuk menjawab permasalahan apa
karakteristtk klausula kuasa menjual dalam perjanjian pembebanan hak tanggunggan.
Sub babnva terdim atas hakekat perjanpan kuasa sebagai perjanjian obligatoir.
klausula kausa menjual dalam perjanpan jammnan kebendaan dan sifat klausula

menjual
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Bab Ketiga dengan judul Pengaturan Kuasa Memjual Dalam Undang-undang

Hak Tanpgungan. Sub babnya terdin atas kerancuan pasal 6 UUHT dan

Penjelasannva, kuasa menjual dalam TJUHT sebagat parate eksekust vang lahur dan

perjanpan serta penjelasan umum angka 9 UUHT mengaburkan iembaga parate
eksekusi,

Bab Keempat sebagar baglan akhir dari penulisan, memaparkan beberapa

kesimpulan dan saran-saran sesuai masalah yang dijadikan obvek kaiian.
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BAB I
KARAKTERISTIK KLAUSULA JUAL DALAM PERJANITAN

PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

1. Hakekat Perjanjian Kuasa Sebagai Perjanjian Obligatoir
1.1. Perjanjian Sebagai Sumber Perikatan

Penikatan menurut Subekti bahwa “suatu perikatan adalah suatu perhubungan
hukum antara dua orang atau dua pihak, bordasaikan mana pihak yang satu berhak
menuntut sesuatu hal dan pihak yang Iéin berkewajitban untuk memenubi tunfuian
tersebut™.'” Dengan demikian merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang
atau lebih vang masing-masing mempunyai hak untuk menuntut pihak lam jika tidak
memenuhi kewajibannva. Perikatan yang dimaksud adalah sebagaimana didentukan
dalam Pasal 1233 B W. bahwa “Tiap-tiap penkatan dilahirkan bak karcna
perjanjian. batk karena undang-undang”.

Perikatan vang dilahirkan karena pevjanjian menurut Pasal 1313 B W. adalah
"suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu erang lain atau lebih™ Subekti mengartikan perjanjian adalah "suatu peristiwa di

mana seorang berjan)i kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji

" Subekti, Hukum Perjanjian, (selanjutnya disingkat Subekt: 1), Intermasa, Jakarta,
1991 h |
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untuk melaksanakan sesuatu hal” '™ Mengenar hubungan antara perikatan dengan
perjanpan. dijelaskan oleh Subekti scbagar berikut: “Hubungan antara perikatan
dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian tu menerbitkan perikatan. Perjanjian
adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber jain™ "

Perikatan vang dilahirkan karena undang-undang diatur dalam Pasal 1352
sampai dengan Pasal 1379 B'W .. Pasal 1352 B.W. menentukan: “"Perikatan-perikatan
vang dilahirkan demi undang-undang, tumbul dan undang-undang saja, atau dar
undan<-undang scbagar akibat perbuatan orang”. Perikatan yang timbul dan undang-
undéng karena perbuatan vrang diatur dalain Pasal 1353 B.'W., vang menentukan:
“Penkatan-penikatan vang dilahirkan dar undang-undang sebagai akibat perbuatan
haial atau dan perbuatan melanggar hukum™,

Setelah mengetahu mengenas perikalan yang lahir karena perjanjian dan yang
lahir karena undang-undang, maka berikutnva adalah mengetahu macam-macam
perikatan.

Macam-macam perikatan menurut Subekts terdsi, atas:
a. penkatan bersyarat:

b perikatan dengan Ketetapan wakt:

¢. perikatan manasuka.

d. penkatan tanggung menanggung:

R rbid.

¥ fhid.
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¢. perikatan dapat dan ndak dapat dibagt,

{. perikatan dengan ancaman hukuman, dan

2 perikatan wajar

ad. a. Perkatan bersvarat, dapat diihat pada ketentuan Pasal 1253 B.W. yang
menentukan:

Suatu pertkatan adalah bersyarat manakala 1a digantungkan pada suvatu
peristiwa vang masih akan datang dan vang masth belum tentu akan
terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa
semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjud
atau tidak terjadinya penstiwa tersebut,
Mengenai penkatan bersyarat ini, Abdulkadir Muhammad mengemukakan
scbagai bertkut;
Perikatan vang digantungkan pada syarat. Syarat itu adalah suatu
perisiwa vang masth akan terjadi dan belum pasti terjadmya, batk
dengan menangguhkan pelaksanaan perikatan hingga terjadi peristiwa
semacam 1ty maupun dengan membatalkan perikatan karena tenadi atau
tidak terjadinya peristiwa tersebut.

Ad. b. Perikatan dengan ketetapan waktu, maksudnya ialah “pelaksanaan perikatan
itu digantungkan pada waktu vang ditetapkan. Waktu vang ditetapkan i
adalah peristiwa vang masih akan terjadi dan terjadinya itu sudah pasti, atan
dapat berupa tanggal vang sudah tetap™

Ad. ¢. Perikatan manasuka. Dikatakan sebagai perikatan manasuka karena “debitor

boleh memenulu prestasinva dengan memilih salah satu dart dua barang vang

* Abdulkadir Muhammad, Hukwm Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,
h. 44,

ibid ho 46
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dijadikan obvek perikatan, Tetapi debitor idak dapat memaksa kreditor uniuk
menerima sebagian barang yang satu dan sebagian barang yang lain™. >

Ad d Penkatan tanggung 1‘11'cnanggung dapat terjadi seorang debitor berhadapan
dengan beberapa orang kreditor, atau scorang kreditor berhadapan dengan
beberapa orang debitor. Apabila pihak kreditor terdiri dan beberapa orang,
disebut tanggung menanggung aktif. Dalam hal ini setiap kreditor berhak atas
pemenuhan prestasi seluruh hutang dan jika prestasi tersebur sudah dipenuhy,
debitor dibebaskan dan hutangnya dan perikatan menjadi hapus sebagamana
Pasal 1278 B W

Ad e Perikatan dapat dan tidak dapat dibagi. Perikatan dikatakan dapat atau tidak
dapat dibagi apabila barang vang menjadi obvek prestasi dapat atau tidak
dapat dibagi menurut imbangan dan dengan pembagian itu tidak boleh
mengurangi hakekat dari prestasi tersebut. Jadi sifat dapat atau tidak dapat
dibag itu didasarkan pada, sifat barang yang menjadi obyck perikatan dan
maksud perikatannva, apakah itu dapat atau tidak dapat dibagi.

Ad. f Penkatan dengan ancaman hukuman. Sebagai perikatan dengan ancaman
hukuman apabila debitor lalai memenuli kewajibannya. Syarat ancaman
hukuman ini bermaksud untuk memberikan suatu kepastian atas pelaksanaan

perjanjian sebagaimana vang, disepakati bersama.

“Ibid..h 47
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Ad g Perikatan wajar, dapat dihhat pada Pasal 1359 avat (2) B.W. vang
menentukan: “Terhadap perikatan-perikatan bebas, yang secara sukarela telah
dipenuln, tak dapat dilakukan penuntutan kembali”,

Perjanjian pemberian Kuasa lermasuk dalam perikatan yang bersumber dan

perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1793 jc Pasal 1313 B.W.

1.2. Perianjian Kuasa Sebagai Perjanjian Obligatoir

Pembenan kuasa diatur dalam Pasal 1792 sampa dengan Pasal 1819 B.W..
Pasal 1792 B.W., mengartikan kuasa adalah sebagai berikut: “Pemberian kuasa adalah
suatu perjanjian dengan mana seorahg memberikan kekuasaan kepada seorang lain,
vang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan’.

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian, vang berarti haras dibuat memenuty
syarat-svarat sahnva perjanjian sebagaimana Pasal 1320 B.W., agar penjanyjan
pemberian kuasa tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya
undang-undang sesuai denean ketentuan Pasal 1338 ayat (1) B'W.

Dalam perjanjian pemberian kuasa pihak pember1 kuasa memberikan kuasa
kepada pencrima kuasa untuk dan atas nama.- pemben kuasa memalankan suatu
urusan. Mengenar untuk dan atas nama, Wirjono Prodjoikoro- mengemukakan bahwa
“kata-kata atas nama valtu bahwa pihak vang diberi kuasa, bertindak secara mewakih
pthak vang membern kuasa. Juga ada sepakat bahwa soal pembenan kuasa dan soal

perwakilan adalah dua hal tersendin yang tidak selalu berada bersama-sama pada
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suatu perhubungan hukum™ "' Hal ini berarti bahwa penerima kuasa menjalankan
kuasanya untuk dan aias nama pember kuasa.

Sebagal suatu perjanjian memmbulkan suatu kewajfbai\ secara timbal balik
vang lebih dikena! dengan prestasi. Penerima kuasa, selama kuasanya belum dicabut,
wajib melaksanakan kuasanva dan bertanggung jawab awas segala hiava, kerugian dan
bunga vang timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa tu. Begitu pula ia wajib
menvelesaikan urusan vang telah mulai dikerjakannya pada wakiu pemben kuasa
meningpal dan danat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesatkannya sesuai
dengan Pasal 1800 B_W.I Penenma kuasa tidak hanva bertanggung jawab atas
perbuatan-perbuatan vang dilakukan dengan sengaja melainkan juga atas kelalaian-
kelalaian vang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Akan tetapl tanggung jawab
atas kelalaian-kelalaian orang yang dengan cuma-cuma menerima kuasa, tidaklah
seberat tanggung jawab vang diminta dari orang yang meneruna kuasa dengan
mendapatkan upah sesuar Pasal 1001 B.'W.

Pemberi kuasa wapb memenuhi perikatan-perikatan vang dibuat oleh
penerima kuasa menurut kekuasaan yang telah.ia berikan kepadanya. fa tidak tenkat
pada apa vang telah dilakukan di luar kekuasaan itu kecuali jika ia telah menvetuju
nal itu secara tegas atau diam-diam sesuai Pasal 1807 B.W. Pemberi kuasa wajib

mengembalikan persekot dan biava vang telah dikeluarkan oleh penenma kuasa

“Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuun
Tertentu. Sumur Bandung. Jakarta, 1991, h 151,
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untuk melaksanakan kuasanva, begiiu pula membavar upahnya bila tentang haj i
telah diadakan perjanjian. Jika penerima kuasa ndak melakukan suatu kelalaian, maka
pemberi kuasa tidak dapat menghindarkan dinn dan kewajiban mengembahkan
persekot dan biava serta membayar upah tersebut di atas, sekalipun penenma kuasa
tidak berhasi! dalam urusannyva 1tu sesnai Pasal 1808 B W,

Sebagar suatu perganjlan, maka perjanpan pembertan kuasa beisifat
obligatoir, maksudnva perjanjian pemberian kuasa antara pemberi kuasa dengan
penerima kuasa terjadi sejak tercapar kata sepakat baru pada taraf menimbuikan hak
dan kewajiblan saja. bC’Il-lm mermndahkan hak-hak, pemindahan hak baru terjad:
apabila telah diperjanjkan secara tersendirt vang disebut perjanjian yang bersifat

kebendaan.

2.3. Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Prinsip Hukum Perjanjian

Perjanpan sebagaimana diatur dalam buku 111 B.W. tentang Pertkatan, yang
menganut asas kebebasan berkontrak atau terbuka, maksudnya “sctiap orang boleh
mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-
undang. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga
hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan

: : - 24
dan udak bertentangan dengan ketertiban umum .

* Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Baku, Bandung, 1991 h.
84,
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Selain hal di atas. dikenal pula asas dalam buku I BW.. vaitu asas
konsensual, vaitu “perjanjian itu terjadi {ada) sejak saat tercapainya kata sepakat
antara pihak-pihak. Dengan kata lam perjanjian itu sudah sah dan mempunvai akibal
hukum sejak saat tercapainva kata sepakat antara pihak-pthak mengenar pokok
perjanjian”.”

Persetujuan vang telah disepakati bersifat obligatori artinya “perjanjian vang
dibuat oleh piiak-pihak it baru dalam taraf menmbulkan hak dan kewajiban saja.
belum memindahkan hak milik. Hak ik baru berpindah, apabila diperjanjikan
tersendiri vang disebut perjanjian yang bersifat kebendaan™ >

Oleh karena para pibak diberi kebebasan dalam membuat persetujuan, maka
Pasal-Pasal dalam buku 11l B.W. sebagai pelengkap, maksudnyva “Pasal-Pasal itu
boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pthak yang membuat suatu
perjanjian. Mereka diperbolchkan membuat ketentuan-ketentuan tersendirt vang
menvimpang dari pasal-pasal hukum perdata, Mereka diperbolehkan mengatur sendiri
kepentingan mereka dalam perjanjlan-penjanpan vang mercka adakan™."’

Pada kontrak bisnis. menurut Munir Fuady dikenal asas-asas sebagat berikut:
a. Hukum kontrak Dbersifat hukum mengatur, maksudnyva hukum tersebut baru

berlaku sepanjang para pihak tidak mengaturnya lain. Jika para pihak dalam

“Ibid h 85
* Ibid

" Subekti, Hukunt Perjunjiun, Intermasa, fakarta, 1991, h. 13,
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kontrak mengatumyva sccara lain dari yang diatur dalam hukum kontrak, maka
vang berlaku adalah apa yang diamr sendin oleh para pihak tersebut, kecuali
undang-undang menentukan lam.

b. Asas kebebasan berkontrak, sebagaimana telah disebutkan pada uralan terdabulu.

¢. Asas pacta sunt servanda (janji itu mengikat) menentukan bahwa suatu kontrak
vang dibuat secara sah mempunyar ikatan hukum yang penuts.

d. Asas konsensual dari suatu kontrak, sebagaimana teluh diyjelaskan pada uraian
terdahulu.

¢ Asas obiigatoir, sebagaimana tetah dijelaskan pada uraian terdahufu.”

2.4, Pasal 6 jo Pasal 11 avat (2) e UUHT

Tentang kuasa menjual telah diatur dalan ketentuan Pasal 6 UUHT yang
meneniukan bahwa: “Apabila debitor cidera janji, pemegang lHak Tanggungan per-
tama mempunyai hak untuk untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan
sendin melalui pelelangan wnum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil
perjualan tersebut”. Hal ini merupakan salah satu perwuwudan dari kedudukan
diutamakan vang dipunvar oleh pemegang Hak Ténggungau. Namun apabila ada
kesepakatan antara pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak
Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan
diperoleh harga tertinggi vang menguntungkan semua pihak. Hal i sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUHT, bahwa: “Atas kesepakatan pember

Muntr Fuady. ep. Cit. b 29-31.
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dan  pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyvek Hak Tanggungan dapat
dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demukian itu akan dapat diperoleh harga
tertingg vang menguntungkan semua pthak™. Oleh karena penjualan di bawah tangan
dart obvek Hak Tanggungan hanya dapat dilaksanakan bila ada kesepakatan antara
pembert dan pemegang hak Tanggungan, maka bank tdak mungkin melakukan
penjualan di bawah tangan terhadap obyek Hak Tanggungan atau aguman kredu itu
apabila debitor idak menvetwuinya.

Pelaksanaan cksekust yaminan, pada wnumnya terdapat dua cara, yaitu:

a. sctelall ada keputusan pengadilan vang berkekuatan pasti, untuk penjanjian di
bawah tangan, dan

b. setelah permohonan nil eksekus: diberikan oleh pengadilan negenn dalam hai
adanya akta hak tanggungan.

Eksckusi jaminan berdasarkan putusan pengadilan negeri yang sudah
mempunvai kekuatan hukum pasti, penvelesaian vang demikian it dilaksanakan pka
Jebitor telah lalai atau wanprestasi dalam pemenuban kewajibannya, kreduor perlu
mengambil tindakan untuk melakukan eksekusi atas barang yang diikat sebagal
jaminan hutang melalu cara mengajukan gugatan pada Pengadilan Negen, agar
dalain putusannya dapat memaksakan pemenuhan prestasinya. Proses penyelesarnan
pelaksanaan pemenuhan prestasi melalui mengajukan gugatan pada Pengadilan
Negeri diperlukan waktu, tenaga dan biaya vang utidak sedikit, karena jka putusan

Pengadilan Negeni pihak debitor merasa keberatan, dan dirugikan dapat mengajukan
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upaya hukum bandmmg pada Pengadilan Tinggt dan seterusnya hingga tingkat kasast
pada Mahkamah Agung jika atas putusan Pengadilan Tingg pihak debitor merasa
keberatan.

Lksekusi jaminan atas akta hak tanggungan ini didasarkan atas ketentuan
Pasal 20 ayat (1) UUHT. Eksekusi hak tanggungan dilakukan berdasarkan:
) hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjua! obyek hak tanggungan

atas kekuasaan sendir1 berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUJHT. dan

titel eksckutotial vang terdapat dalam sertifikat hak tangz:ngan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 avat (2) UUHT.

Sehubungan dengan Hal m berarti bahwa UUHT menyediakan dua cara
untuk melakukan eksekust hak tanggungan, vaitu:
Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUHT yang dikenal dengan eksekusi
vang disederhanakan. Apabila debitor wanprestasi, kreditor pemegang hak
tanggungan mempunvai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan
sendim serta mengambil  pelunasan  piutangnya dan hasil penjualan  tersebut.
Ketentuan ini berarti bahwa jika terdapat lebih dan seorang kreditor yang mengikat
barang yang sama. maka hak untuk menjual obyek hak tanggungan diberikan kepada
kreditor pertama untuk memperoleh pelunasan piutangnva atas hasil penjualan obyek
hak tanggungan fersebut. Pemjualan obyek hak tanggungan atas kekuasaan kreditor

pertama seudin tersebut dilakukan tanpa harus terlebih dahulu meminta persetujuan
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debitor selaku pemilik hak tanggungan, asalkan penjualannya dilakukan dengan
perantaraan Kantor lelang scsuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUHT.
Kedua, dengan merzpunakan acara parate eksekusi sebagaumana diatur dalam Pasal
224 HIR. Pada Pasal 26 UUHT ditentukan bahwa selama belum ada peraturan
perundang-undangan vang mengaturnyva, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14
UUHT, peraturar mengenai hipotek yang ada mulai beriakunya UUHT, berlaku
tethadap eksekusi hak tanggungan. Atas permohonan kreditor pemegang hak hipotek,
Ketua Pengadilan Neceri memben perintah agar debitor memenuhi kewajibannya dan
apabila penntah 1u diabaikan. maka diperintahkan eksenusinva tanpa diperlukan
pengajuan  gugatan terlebih dahulu. Dalam masa peralihan ini, UUHT juga
menegaskan bahwa sebelwn ada peraturan yang khusus mengatur eksekusi hak
tanggungan, maka ketentuan hukum acara eksekusi hipotek berlaku terhadap eksekusi
hak tanggungan. dengan menverahkan sertifikat hak tanggungan sebagai dasar
pelaksanaannya.

Penjualan obvek hak tanggungan melalul pelelangan wnum dapat disimpangl
berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUHT, vang menyatakan apabila ada
kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan maka penjualan dapat
dilaksanakan di bawah tangan. Jika dengan cara demikian itu akan dapat diperoleh
harga tinggn vang menguntungkan kedua belah pihak.

Debitor vang persil jaminannya dapat terkena parate cksekusi, hanyalah persil

vang dipakar sebagai jaminan debitor, yang telah tidak memenuhi kewajiban

Tesis Kuasa Menjual Sebagai Sarana Eksekusi ... Vonny Anastasia



Tesis

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

34

prestasinya sebagaimana vang telah dijanjikan. Jadi atas jaminan. vang debitormva

telal wanprestasi.”

2. Klausula Kuasa Menjual Dalam Perjanjian Jaminan Kebendaan
2.1. Lembaga Parate Eksekusi
Perihal pelaksanaan pemenuhan hutang atas barang agunan, pada umumnva
terdapat dua cara. vaitu:
a. setelah ada keputusan pengadilan vyang berkekuatan pasti, untuk perjanjian di
bawah tangan. dan
c. setelah permohonan rifl eksekusi diberikan oleh pengadilan negeri dalam hal
adanya akta hak tanggungan.™
Ad. a Eksekust jamman berdasarkan putusan pengadilan negeri yang sudah
mempunval kekuatan hukum pasti
Penyelesaian vang demikian ini dilaksanakan jika debitor telah lala: atau
wanprestasi dalam pemenuhan kewajibannya, kreditor perlu mengambil
tindakan untuk melakukan cksekusi atas barang yang diikat sebagai jaminan
hutang melalui cara mengajukan gugatan pada Pengadilan Negen. agar dalam
putusannva dapat memaksakan pemenuhan prestasinva. Proses penyelesaian

pelaksanaan  pemenuhan prestasi  melalui  mengajukan  gugatan  pada

™Satrio, Parate Eksekusi sebagai Saurana Mengatasi Kredit Macet, (selanjutnya
disingkat Satrio 2}, Citra Aditya Bakty, Bandung, 1993, h 70

“Frans Hendra Winarta, (Anggota Komisi Hukum Nasional), Teknis Penyelesaian
Kredit Bermasalah melalu Pendekatan Hukum, h. 2
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Pengadilan Neger diperlukan waktu, tenaga dan biaya vang tidak sedikit,

karena jika putusan Pengadilan Negeri pthak debitor merasa keberatan, karena

dengan putusan tersebut dirmya merasa dirugikan, dapat mengajukan upava
hukum banding pada Pengadilan Tinggi dan seterusnya hingga tingkat kasasi
pada Mahkamah Agung jika atas putusan Pengadilan Tinggi pihak debitor
merasa keberatan. Langkah-langkah hukum yang ditempuh tersebut tentunya
memakan waktu vang lamna, tenaga dan biaya yang tidak sedikit.

Ad. b. Eksekusi jaminan atas akta hak tanggungan

Eksekusi jamman atas akta hak tanggungan ini didasarkan atas ketentuan
Pasal 20 UUHT. Eksekust hak tanggungan dilakukan berdasarkan: 1) hak
pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan atas
kekuasaan sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT, dan 2) titel ekse-
kutotial vang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal |4 ayat (2) UUHT. Hal ini berarti bahwa UUHT menyediakan
dua cara untuk melakukan eksekusi hak tanggungan, vaitu:

Pertamu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUHT yang dikenmal dengan
parate cksckusi vang disederhanakan. Apabila debitor wanprestasi, kreditor
pemegang hak tanggungan mempunyai hak uniuk menjual obwvek hak tanggungan
atas kekuasaan sendini serta mengambi pelunasan prutangnya dan hasil penjualan
tersebut. Ketentuan mi berarti bahwa jika terdapat lebih dari seorang kreditor yang

mengikat barang vang sama, maka hak untuk menjual obyek hak tanggungan
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diberikan kepada kreditor pertama untuk memperoleh pelunasan piutangnva atas hastl
penjualan obvek hak tanggungan tersebut. Penjualan obyek hak tanggungan aras
kekuasaan kreditor pertama sendin tersebut dilakukan tanpa harus terlebah dahulu
meminta persetwuan debitor selaku pemilik hak tanggungan, asalkan penjualannya
dilakukan dengan perantaraan kantor lelang sesuai dengan ketentuan Pasal |1 avat (2)
UUHT.
Kedua, dengan menpgunakan acara fiat eksekust sebagzimana diatur dalam
) Pasal 224 HIR arau Pasal 258 RBg. Pada Pasal 26 UUHT ditentukan bahwa selama
belum ada peraturan pc:er:dang-undangan vang mengaturmya, dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 14 UUHT. peraturan mengenai hipotek yang ada mulai berlakunya
UUHT, berlaku terhadap eksekusi hak tangguagan. Atas permohonan kreditor
pemegang hak hipotck. Ketua Pengadilan Negeri memberi perintah agar debitor
memenuhi kewapbannva dan apabila perintah itu diabaikan, maka diperintahkan
eksekusinva tanpa diperiukan pengajuan gugatan terlebth dahulu. Dalam masa
peralihan . UUHT juga menegaskan bahwa sebelum ada peraturan yang khusus
mengatur eksekusi hak tanggungan, maka ketentuan hukum acara eksekusi hipotek
berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan, dengan menyerahkan sertifikat hak
tanggungan sebagai dasar pelaksanaannyva.
Eksekusi dilaksanakan karena debitor tidak dapal memenuhi prestasinya
dengan baik, sehingga pemenuhannya harus dilakukan melalui paksaan hukum. Jika

pemenuhan prestast tersebut disertal dengan pengikatan barang sebagal hak
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tanggungan. maka Kreditor akan dapat dengan mudah memperoleh kembai

plutangnya.

1.2. Parate Eksekusi yang Lahir dari Undang-undang
Tnel eksekutorial untuk pelaksanaan pemenuhan prestasi dapat dilakukan

melahu keputusan Pengadilan, maupun melalui parate eksekusi yang tertuang dalan
sertifikat hak tanggungan vang dibuat oleh Kantor Pertanahan Dengan demikian,
bahwa kreditor dapat melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan melalui titel
eksckutonal, berdasarkan :

- keputusan Pengadilan

- Sertifikat Hak tanggungan;,

- parate cksekusi zks Pasal 6 UUHT **

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pembuatan Akta Tanah. Kreditor
vang mengikat barang sebagai agunan penyelesaiannya jika debitor ingkar janji
memberika1 hak  kepada kreditor dalam pelunasan piutang atas barang jaminan
tersebut. berupa hak  untuk didahulukan di antara kreditor lainnva yang lebih dikenal
dengan kreditor preferen.

Hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutang jika debitor wanpresiasi
sesuat dengan Pasal 6 UUHT bahwa —apabila debitor cidera janji, pemegang hak
tanggungan pertama mempunyal hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas

kekuasaan sendin melalw pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya

“Satrio. Loc. Cit.
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dari hasil penjualan tersebut”™ Dengan demikian kreditor mempunyai hak atas
kekuasaannya sendin menjual barang agunan untuk pelunasan piutang yang disebut
Juga dengan penjualan melalui parate eksekusi. Parate eksekusi, hanvalah
diperuntukan bagi persil yang dipakai scbagat jaminan debitor, yang telah tidak
memenuhi kewapban prestasinva sebagaimana vang telah dijanjikan. Jadi atas
jaminan, yang debitomya telah wanprestasi.™ Meskipun mempunyat hak atas
kekuasaan sendin menjual barang agunan, penjualannya harus dilakukan melalu
lelang umum menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
dengan membenkan hak untuk didahulukan daripada kreditor lainnya sesuai dengan
ketentuan Pasal 20 avat (1) UUHT. Penjualan barang yang dijadikan obyek hak
tanggungan dengan kekuasaan sendin vang berarti bahwa penjualan barang agunan
tersebut ndak periu meminta fiat eksekusi sebagaimana Pasal 224 HIR. Dengan
demikian penjualan melalui parate eksekusi tentunya sangat menguntungkan pihak
kreditor karena tidak harus meminta penetapan pada Ketua Pengadilan Negeri, yang
tentunya memakan biava, tenaga dan waktu vang tidak sedikit. Demikian haloya
dengan debitor. penjualan barang agunan melalm parate eksekusi  juga
menguntungkannyva, karena dengan penjualan barang agunan tanpa melalui penetapan

hakim dapat menekan biaya dan penjualan diharapkan dapat dengan harga tinggn atau

YSatrio, Parate Eksekusi sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet, (selanjumya

disingkat Satrio 1}, Cira Aditya Bakn, Bandung, 1993, h 70,
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maksnnal Dengan demikian jika harga penjualan masih tersisa setelah digunakan
untuk melunasi hutangniva menjadi hak debitor.

Isulah eksekust dirrtikan sebagar pelaksanaan putusan atau dapat pula
diarikan sebagai menjalankan putusan pengadilan, yang melaksanakan secarn paksa
putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum apabila pihak vang kalah tidak
mau menjalankannva secara sukarela, eksekusi itu dapat dilakukan apabila telah
mempunyal kekuatan hukwn te{ap.;I

Pelaksanaan putusan pengadi_lan atan eksckusi dibedakan dalam 2 (dua)
bentuk . vaitu

1) eksekusi ml adalah yang hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan
pengadilan untuk melakukan svatu tindakan nyata atau ril yang:

a. 1elah memperoleh kekuatan hukum tetap;

b. bersifat dyalankan lebih dahuly;

¢ berbentuk provisi, dan

d. berbenruk akta perdamaian di sidang pengadilan.

2} eksekust pembayaran sejumiah uang tidak hanyva didasarkan akta yang
gunanva unfuk meclakukan pembayaran sejumlah uang yang oleh undang-

undang disamakan mlamya dengan putusan vang memperoleh kekuatan

hukum vang tetap, berupa:

Victor M. Situmorang dan Cormentyna Suanggang, (Grosse Akta dalam
pembukitian dan Eksekusi. Rineka Cipta. Jakarta, 1993, 119
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a. prosse akta pengakuan utang;

b. grosse akta hipotek/hak tanggungan;

¢. grosse akfa verband
Eksekusi ml hanva mungkin terjadi berdasarkan putusan pengadilan untuk
melakukan svatu tndakan nvata atau 1il, vang berartt merupakan pelaksanaan
putusan pengadilan didasarkan atas suatu sengketa antara pihak -pihak. Dalam suatu
sengketa di pengadilan pihak  yang dirugikan dalam hal i penggugat agar dalam
gugatannva jika dikabulkan tidak menang di atas kertas, disertakan puta permchoenan
sita atas barang mihk tergugat. Barang yang disita tersebut dimaksudkan scbagai
pelaksanaan putusan jika tergugat secara sukarela tidak melaksanakan putusan
pengadilan.

Sedangkan eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan akta
vang gunanva untuk melakukan pembayaran sejumiah uang vang oleh undang-
undang disamakan nilainva dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum. Akta
vang digunakan sebagar dasar eksekusi adalah surat vang ditanda tangani. dibuat
untuk digunakan sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan
siapa surat it dibuat.™ Meskipun demikian tidak semua akia dapat dyadikan dasar
eksekusi, mefainkan akta yang harus dibuat memenuhi svarat-syarat tertentu. Akta

vang dapat digunakan scbagar dasar eksekusi adalah akta vang di dalamnya terdapat

fbid h 120

" Putlo. Pembuktian dan Daluwarsa, terjemahan isa Ant, intermasa, Jakara, 1978,
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utel “Denm Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”™ Akta vang terdapat
kata tersebut disebut dengan grosse, vaitu salinan atau turunan dan suatu akta notans
vang pada bagran kepalanva memuat titel eksekutorial “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa” Grosse akta tersebut mempunvai kekuatan eksekusi
vang sama dengan  putusan pengadilan  yang Ictap.;4 Untuk 1tu vang perlu
dipertanyakan adalah apa bedanya antara akta dengan grosse akta.

Perihal pelaksanaan penjualan lelang hak tanggungan diatur dalam Pasal 20
UUHT ditentukan bahwa:

{1 yapabila debitor cidera janji, maka berdasarkan

a. hak pemegang Hak tanggungan pertana untuk menjual obyek Hak
tanggungan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 6. atau

b. ntel eksekutorial yang terdapat dalam sertipkat Hak  tangpungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2},
Obvek hak tanggungan dyual melalu pelelanggan umum menurut tata
cara vang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk
pelunasan plutang pemegang Hak tanggungan dengan hak mendahulu
danpada kreditor-kreditor lainnva;

(2)atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak tanggungan, penjualan obyek
Hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian
itu akan dapat diperoleh harga tertinggi vang menguntungkar semua pihak;

{3)pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada avat (2) hanya dapat
dilakukan setelah lewat [ (satu) bulan sejak dibentahukan secara tertulis
oleh pemben dan/atan pemegang Hak tanggungan kepada pihak -pihak
vang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnva dalam 2 {(dua) surat
Kabar vang beredar di daerah vang bersangkutan danatau media massa
setempat. serta tidak ada pthak yang menvatakan keberatan;

{4)seuap janp untuk melaksanakan Ekskusi Hak tanggungan dengan cara vang
bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), avat (2), dan ayat (3) batal
denn hukum:

{3)sampat saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang

Y Victor M Situmorang. ep. Cit . h 47-48
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digamin dengan tiak tangeungan ita beserta biaya-biava cksekusi vang telah
dikeluarkan.

Mengenal penjualan ollyck Hak Tanggungan di muka umum, Pasal 20 UUHT han¥a
menvebutkan 2 cara saja: cara vang memang bisa diharapkan akan paling banvak
digunakan, vaitu berdasarkan Parate Esekust sebagaimana Pasal ¢ UUHT atau
berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana Pasal 14 avat 2 UUHT
Mengingat bahwa ketentuan Pasal 20 UUHT ada pada Bab V yang wengatur tentang
eksekusi Hak Tanggungan. maka Penjualan vang disebutkan dalam Pasal 20 UUHT
adalah penjualan melalui eksekusi, yang dipandang dari sudut pemberi-Hak
Tanggungan merupakan penjualan terpaksa. Maksudnva bahwa penjualan hak.
tanggungan ttdak didasarkan sukarela, melainkan karena paksaan putusan pengadilan.

Penvebutan kedua cara tersebut secara berurutan menunjukkan bahwa
pembuat undang-undang menyadan, bahwa pelaksanaan kedua cara itu berbeda, yang
satu berdasarkan titel cksekutonal dan karenanya, sepertt suatu keputusan Pengadilan,
harus mengkuti prosedur vang ditentukan dalam hukum acara perdata, sedang yang
lain adalzh cksckusi di luar campur tangan pthak Pengadilan, vaitu memberikan hak
kepada debitor untuk menjual sendini barangnva tanpa mclalui penetapan Ketua
Pengadilan Neggen.

Pada asasnva, pelaksanaan eksekusi harus melalai penjualan di muka umum
atau melalw lelang sesuai Pasal 1 avat 1 UUHT. Dengan dasar pikiran, bahwa dengan
penjualan di muka umum atau melalws lelang diperkirakan akan diperoleh harga yang

wajar atau paling tidak mendekati wajar, karena dalam suatu lelang tawaran vang
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rendah  isa diharapkan akan memancing peserta lelang lain untuk imencoba
mendapatkan benda lelang dengan menambah tawaran. [ni merupakan salah satu
wujud bagr perlindungan undang-undang kepada pemberi-jaminan. Untuk melindungi
asas tersebut di atas, pembuat undaig-undang sampal merasa perlu  untuk
mencantumkan Pasal 20 avat 4, vang nanti akan kita bicarakan lebih lanjut.
Kenyvataan dalam praktek ada kalanya tidak sesuai dengan yang kita bayangkan dan
harapkan. Karena untuk menjadi pembeli dalam suatu eksekusi, afau paling tidak,
orang hanya tertartk untuk turut serta, kalau ada harapan untuk memperoleh barang
lelang dengan harga vang murah. D1 samping itu, biava vang harus dikeluarkan untuk
melaksanakan lelang upa tidak murah.

Pembuat undang-undang tampaknya menyadari adanva kendala-kendala
seperti tersebut di atas, dengan melihat, bahwa paling tidak dalam peristiwa-
peristwa tertentu, ada kemungkinan diperolehnya harga vang lebih baik, kalau
penjualan itu dilakukan secara di bawab tangan dan karcnanya ia, dengan melatui
Pasal 20 avat 2 UUHT. memberikan peluang untuk pelaksanaan eksekusi
menyimpang dan asas seperti tersebut di atas.

Dalam Pasal _20 avat 2 UUHT kita melihat wuud perlindungan kepentingan
para pthak. sekalipun vang paling berkepentingan tentunva adalab pemben Hak
Tanggungan. Kalau penilaian jamman, yang dulu dilakukan kreditor, diperkirakan
mepet dengan taksiran harga-jual sekarang, dan taksiran harga-jual mepet sekali

dengan atau lebih kectl dani kredit kreditor, maka kreditor pemegang Hak
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Tanggungan berkepentingan sekali atas penjualan persil jaminan dengan harga vang
unggl, dengan pengharapan scluruh tagihannya akan tertutup. Sudah tentu pember
Hak Tanggungan juga mengharapkan harga vang tinggi, sebab sisc pemualan
scsudah diambil kreditor adalah haknya. Tetapt kalau taksiran harga penjualan
adalah jauh di atas total tagithan kreditor, maka kreditor tidak begitu peduli, apakah
akan dilaksanakan eksekusi melaluw lelang atau pemjualan di bawah tangan, sebab
melalur jalan vang manapun 1a memperkirakan, tagihannya akan dapat terlunast
dengan hasit pemualan persil jaminan. Lain halnya dengan pihak perberi 1lak
Tanggungan. 1a selalu berkepentingan, bahwa persiinva memberikan hasil penjualan
vang tnggl. karena ia tenfunva mengharapkan ada sisa uang penjualan kalau bisa
vang besar  vang sesudah dipotong dengan pelunasan tagiban kreditor, menjad

miliknva.

2.3, Parate Eksekusi vang Lahir Dari Perjanjian
Eksekusi Grosse Akta pengakuan Hutang
a. Penvelamatan kredit

Penvelamatan Kredit melalut gugatan ke Pengadilan yang bertujuan untuk
memperoleh Keputusan Pengadilan vang pastt memerlukan waktu vang cukup lama
Karena terikat pada sistem dan prosedur hukum acara perdata yaitu melalui
perstdangan  berkali-kali sesuai acaranya dan belum Jag jika Debitor sebagai

Tergugat mengajukan banding dan kasasi setelah mendapat keputusan Pengadilan.
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Menvadan bahwa penaghan piutang atau penvelamatan kredit melalu prosedur
gugatan memerlukan waktu lama maka pembentuk undang-undang membenkan
pengecualian dan prosedur penagihan piutang melalw gugatan, Dengan adanya
pengecualian vang diciptakan pembentuk undang-undang tersebut maka dalam
menvelesatkan Debitor vang wanprestasi Kreditor tidak perlu menempub melalu
pugatan perdata kepada Debitor tetapi dapat langsung mengeksekuss jamman kredit
berdasar grosse akta pengakuan hutang.

) Mengapa grossc akta pengakuan hutang dapat dijadikan dasar hukwm untuk
melakukan eksekust terhadap jaminan kredit? Untuk menjawab pertanvaan mi Japat
mengacu ketentuan Pasal 224 HiR/258 RBG yvang berbunyi sebagar berikut :

Surat ashi dan pada surat mpotik dan surat hutang vang dibuat dihadapan
notanis di Indonesia dan yang memakai perkataan “atas nama keadilan™ di kepalanya,
kekuatannyva sama dengan surat putusan hakim,

Dari ketentuan Pasal tersebut ada dua akta yang oleh undang-undang diberi
kekuatan sama dengan keputusan hakim yang berkekuatan tetap vaknt -
1) Surat ash hipotik diarukan Grosse akta hipotik yang memiliki irah-irah “Atas

Nama Keadilan™ Grosse akta hipotik artinya salinan atau turunan pertama dari
minut akta hipotik. Bunyr wrah-irah seperti 1tu sekarang telah diganti dengan bunyt

“Demm Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa™ Hipotik merupakan

pengikatan jamnan yang diatur dalam KUH Perdata yang berkaitan dengan tanah

* Sutamo. Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alpabheta, Jakarta, 2004,
h 313
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dan benda diatasnva serta kapal lawmt dengan bobot tertentu/kapal udara. Hipotik
vang berkaitan dengan tanah telah diganti dengan undang-undang nomor 6 tahun
1996 tentang Hak Tanggungan.

1) Surat Hutang diartkan grosse akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notans
yang mempunyval irah-irah Atas Nama Keadilan. Grosse akta pengakuan hutang
artinya salman atau turunan pertama dart minut akla pengakuan hutang yang
dibuat oleh notans. Bunyi irah-irah sepertt itu sekarang tclah diganti dengan rah-
irah yang berburyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha fsa™.

3y Grosse akta-akta tersebut diatas dapat digunakan oleh Kreditor sebagai dasar
mengajukan eksckust jamman melalut Pengadilan tanpa harus mengajukan
gugatan dengan svaral Debitor dianggap melakukan cidera janji.

Karena grosse akta hipotik (sekarang hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah)

dan grossc akta pengakuan hutang oleh pembentuk undang-undang diberikan

kekuatan yvang sama dengan keputusan hakim yang tetap, maka grosse-grosse akta
tersebut dapat dyadikan dasar hukum untuk melakukan cksekusi atas jamman kredit.

Dengan adanva grosse akta pengakuan hutang atau grosse hipotik maka untuk

menvelesaikan kredit macet Kredit tidak perlu melakukan gugatan kepada Debitor

melalut Pengadidan karena membutubkan wakiu yang sangat lama. Pembentuk
undang-undang telah menyadan bahwa penyelesaian kredit dengan cara mengajukan

gugatan perdata kepada Debitor tidak efisien selungga pembentuk undang-undang
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menciptakan akta-akta vang kekuatan hukumnva disamakan dengan keputusan hakun
yang tetap vang merupakan pengecualian dari prosedur gugatan.

Pembentuk undang-undang vang menciptakan akta-akia vang mempunval
kekuatan hukum yang sama denpan keputusan hakim yang tetap sangat
menguntungkan Bank atan Kreditor lainnva, maka Bank-Bank dalam memberikan
kredit harus membuat akta pengakuan hutang notariil sefain  perjanjian kredit
dibawah tangan. Jika suatu saat :ebitor cidera janji Bank dapat meminta Notaris
yang membuat akta untuk menerbitkan grosse akta pengakuan hutang sebagai dasar
untuk mengajukan cksekusi langsung atas jaminan kredit tanpa harus mengajukan
gugatan kepada Debitornya.

b. Cara mengajukan eksekusi grosse akta pengakuan hutang

Jika Debitor wanpresfasi karena tidak membayar hutangnya Kreditor dapai
mengajukan eksekusi harta kekavaan cbitur dengan menggunakan grossc akta
pengakuan hutang. Kredit dapat  mengajukan permohonan eksekusi melalul
Pengadilan Negen yang wilavah hukumnya meliputi jaminan berada.

{angkah-langkah vang harus dilakukan -

1) Membuat surat kuasa dan Direkst perusahaan kepada pegawai yang mewakili

perusahaan untuk mengajukan permohonan eksekusi.
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2} Membuat surat permohonan cksekust grosse akta pengakuan hutang dengan
dilampin buku-bukti surat kuasa, grosse akta pengakuan hutang, besarnya hutang
contoh scbagai berikut -

Setelah surat kuasa dart perusabaan dan surat permohonar cksekusi berdasarkan

grosse akta pengakuan hutang persiapannya telah selesai maka segera didaftarkan di

bagian kevaniteraan perdata  khususnya seksi eksekusi. Pendafiaran eksekusi

memerlukan biava. Atas permohonan eksckusi berdasarkan grosse akta pengakuan
hutang tersebut Ponpadilan Negen akan melakukan lagkah-langkah Pertama

memanggil Debior untuk dibeni teguran {aanmaniug) agar dalam jangka waktu 8

{delapan) han sejak ditegur. Kedua melakukan sita eksekus: terhadap jaminan yang

akan dieksekust agar tidak dialihkan oleh Debitor kepada pibak lain. Keiiga

mengeluarkan penetapan eksekusi untuk melakukan pelelangan terhadap jaminan
vang telah diletakkan sita eksekusi. Untuk melakukan pelelangan tersebut Pengadilan
meminta  bantwan  kantor Lelang Negara untuk menyelenggarakan lelang  di

Pengadilan. Sebelhum melakukan pelelangan jamman vang berupa tanah biasanya

Pemohon tksekust diminta untuk mengurus Surat Keterangan Pendftaran Tanah

(SKPT) dari Kantor Pertanahan setempat.

Grosse akta hipottk vang memiliki irah-irah denga kata-kata “Atas Nama

Keadilan™ vang sekarang irah-irah teiah diganti dengan kata-kata “Demi Keadilan

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Iisa” irah sebagaimana ditegaskan  dalam

keputusan Pengadilan vang tetap. Imi merupakan keputusan pembentuk undang-
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undang vang merupakan pengecuahan dan penvelesaian prosedur penagihan hutang
melalul gugatan yang memerlukan waktu, tenaga lama dan biaya yang tidak sedikit.
Dengan memihki grosse akta hipotik ini Kreditor ndak perlu mengajukan gugatan
kepada Direktur supava membayar hutangnya tctapt dapat mengajukan cksekusi
langsung atas jaminan vang telah dibebani hipotik itu. Eksckusi jaminan diajukan
melalut Pengadilan Negeri vang meliputi wilayah hukum jaminan ilu berada dengan
mengajukan penmohonan eksekusi.

Jaminan hipotk vang diatur dalam BW khususnya yang berkaitan dengan
wanah sckarang sudah tdak berlaku lagi karena jaminan benda tidak bergerak seperti
tanah dan benda vang ada datas tanah tersebut teiah diatur kembali oleh undang-
undang nomor 6 tahun 1996 tentang hak tanggungan vang mencabut ketentuan-
ketentuan hipotik yang berkaitan dengan tanah. Sedangkan hipotik tentang kapal laut
dengan bobot tertentu dan kapal udara masih tetap berlaku. Karena ketentuan hipotik
vang berkaltan dengan tanah sudah tidak berlaku lagi maka pembahasan cksekusi ini
ditekankan pada eksekust hak tanggungan yang diatur dalam undang-undang hak
tanggungan

Ketentuan-ketentuan undang-undang hak tanggungan scbagian mengadops
ketentuan hipotik sehmgga dengan membaca ketentuan hipotik dalam KUHPerdata
akan lebth mudah memaham ketentuan hak tanggungan. Jadi undang-undang hak
tanggungan 1tu  sebenamva menyempurnakan saja  ketentuan hipotik  untuk

disesuatkan dengan perkembangan ekonomi dan untuk menampung dunia perkreditan
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sekaligus menjamin kepastian hukum, Pembentuk undang-undang hak tanggungan
juga menciptakan pengecualian penvelesaian hatang tdak semata-inata melalui
gugglan tetap dapat memanfaatkan sertifikat hak tanggunpan sebagai dasar hukuam
eksckusi. Hal i ditentukan dalam Pasal 14 yang mencntukan @ Sertifikat Hak
Tanggungan vanp memuat irah-irah dengan kata-kata ~Demn Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Fsa™ mempunyar kekuatan eksekutorial yvang sama dengan
putusan Pengadilan vang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku
sebagal pengganti grosse aktz hipottk sepamjang mengenar hak atas tanah. Bag:
Kreditor vang telah memegang sertifikat hak tanggungan. jika Debitor cidera janj
maka untuk melakukan penagihan piutangnya Kreditor dapat mengajukan eksekusi
langsung atas jarmina tanpa harus mengajukan gugatan,

Cara mengajukan eksekus: hak tanggungan pada dasarnya sama dengan cara
mengajukan cksekusi berasarkan grosse akta pengakuan hutang. Jika Debitor tclah
nvata-nvata melakukan wanprestas) vang terbukti Debitor tidak membayar utangnya
vang telah jatuh tempo alau kuahtas kredit macet dan telah diberikan peringatan
secara patut maka Krcditor_ dapat segera mengajukan permohonan eksekusi hak
tanggungan melalm Pengadilan Negen vang wilavah hukumnya mehputi obvek hak
tanggungan vang akan di cksckusi Langkah-langkah eksckust dilakukan sebaga

berikut

“Sutamoe. Op. ¢it  h 321
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1) Menyiapkan surat kuasa khusus dan Direksi perusahaan kepada pegawai vang
mewakili mengajukan eksekust hak tanggungan. Bentuk surat kuasa.

2) Menwviapkan surat permohonan eksekuui hak tanggungan vang dilampiri bukt-
buku surat kuasa, perjanjian, kredit , akta pembebanan hak tanggungan, sertifikat
hak tanggungan. rekening vang membukiikan besarnva hutang, surat-surat
peringatan.

3) Mendafiarkan surat permchonan eksekusi hak tangpungan melaiui kepaniteraan
bagian perdata scksi cksekusi.™

Setelah pengadilan menerima permohonan  eksekusi langkah pertana
pengailan akan melakukan langkah memanggil Debitor ke Pengadilan untuk diber
teguran (aanmanmng) agar Debitor segera melunasi hutangnya dalam waktu 8 hari
sejak diben teguran. Kedua Pengadilan melakukan sita eksekusi atas obyek hak
tanggungan vang akan di eksekusi. Ketiga bila masa aanmaning telah lewat & har

Debitor ndak  melunasi hutangnya maka Pengadilan  mengeluarkan  penetapan

eksekusi dan meminta bantuan Kantor Lelang Negara untuk melakukan eksekusi

obvek hak tanggungan.

Ibid |

4l
[
Lh
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3. Sifat Kuasa Menjual
3.1. Pasal 1813 B.W,, Sebagai Regelend Recht

Ketenuan Pasal 1813 sampai dengan Pasal 1819 B W_| mengatur mengenat
macam-macam Cara Berakhirnya Pemberian Kuasa., Pembenan kuasa sebagammana
Pasal 1792 B W., merupakan suatu perjanpan vang dibuat didasarkan atas kata
sepakat antara pembert kuasa dengan penerima kuasa, seltingga jika akan mengakhirt
perjanpan kuasa, maka juga harus didasarkan atas kata sepakat atau karena sebab lam
vang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasai 1338
alinea 2 B.W.

Di dalam perjanian pemberian kuasa, dapat berakhir dengan penarikan
kembali kuasa penerima kuasa: dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh
penerima kuvasa, dengan meninggalnya, pengampuan afau pailitnya, baik pemben
kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang membenkan atau
menerima kuasa (Pasal {813 B.W).

Pemben kuasa dapal menarik kembali kuasanya bila hal 1tu dikehendakinya
dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa 1fu bila ada alasan
untuk 1tu. Penankan kuasa _\'zaﬁg hanva dibentahukan kepada penenma kuasa tidak
dapat digukan kepada pihak ketiga yang telah mengadakan persetuyjuan dengan pihak
penerima kuasa karena tidak mengetabw penankan kuasa tw hal s tidak
mengurangl tuntutan hukum dan pemberi kuasa terhadap penenma kuasa. Pemegang

kuasa dapat membebaskan din dan kuasanya dengan memberitahukan penghennan

A
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kepada pembert kuasa. Akan tetapi bila pemberitahuan penghentian ini. baik karena
Ia tidak mengindahkan waktu maupun karena sesuatu hal lain akibat kesalahan
pemegany kuasa sendirl. membawa kerugian bagi pemberi kuasa, maka pember
kuasa ini harus diberikan ganti rugi oleh pemegang kuasa itu kecuali bila pemegang
kuasa 1w tak mampu untuk meneruskan kuasanya tanpa mendatangkan kerugian vang

berarti bag dinnva sendiri.

3.2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982
Kuasa mutlak berarti merupakan suatu penyimpangan dari surat kuasa pada
umumnya sesual dengan vang dikemukakan olech Djaja S Meliala, vang
mengemukakan bahwa “surat kuasa ini adalah merupakan penyimpangan dani Pasal
1813 B.W. "™ Surat kuasa mutlak it timbul dari kebiasaan dalam praktek hukum
sehan-hari. Hal ini sejalan dengan vang dikemukakan
oleh Djaja S. Meliala sebagai berikut:
Dalam praktek hukum sehan-hari, kita akan menemui satu jenis surat kuasa
lain, melalul akta-akta notans/di bawah tangan, yang sekarang telah dilarang
pengeunaannva oleh mstrukst Mendagri tanggal 6 Maret 1982 No. 141982,
Surat Kuasa it memakai klausula “tidak dapat dicabut kembali”, atau Icbih
populer dengan istilah kuasa mutlak.*”

Hal ini berarts bahwa surat kuasa mutlak tidak lagi boleh dibuat dengan alasan

apapun. Apabila memang surat kuasa mutiak dilarang untuk dibuat, maka hal yang

* Diaja S. Mehala, Pemberian Kuasa Menurut Kitab U8 Hukum Perdata. Tarsito,
Bandung. 1982.h 4

Y Ibid
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perly diketahut adalah ketentuan Pasal 39 avat {1) angka 2 huruf d PP No. 24 Tahun
1997, yang 1smya mclarang Pejabat Pembuat Akta Tanah membuat akta jika salah
satu pihak ateu para pihak bertindak atas dasar surat kuasa mutlak vang pada
hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak tersebnt untuk jenis surat
Kuasa vang mana, dan apa bedanva dengan surat kuasa pada umumnya. Mengenai
perbedaan antara surat kuasa pada umumnya dengan surat kuasa mutiak, menurut
Daja S. Mehala adaiah sebagai berikut
Berbeda dengan pembenan kuasa pada umumnya yang secara tegas dapat
dicabut kembali, juga dan sudut kepenmngan, pemberian kuasa pada umumnya
adalab untuk kepentingan pemberi kuasa, sedang surat kuasa vang memakai
klausula tidak dapat dicabut kembali (surat kuasa mutlak), tidak hanya semata-
mata untuk kepentingan pemberi kuasa, tetapt untuk kepentingan penerima
kuasa. ™’
Jadr letak perbedaan antara surat kuasa pada umumnya vang diatur dalam B.W.
dengan surat kuasa mutlak vang tidak dapat dicabut kembah vang ditemukan dalam
praktek hukum sehari-hari adalah jika surat kuasa yang diawr dalam B.W. dapat

dicabut kembali, namun jika surat kuasa mutlak, surat kuasa tersebat dengan alasan

apapun tidak dapat dicabut. karena 1tu untuk kepentingan kedua belah pihak.

T Ihid.

Tesis Kuasa Menjual Sebagai Sarana Eksekusi ... Vonny Anastasia



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB I11
PENGATURAN KUASA MENJUAL DALAM UNDANG-UNDANG

HAK TANGGUNGAN

}. Kerancuan Pasal 6 UUHT dan Penjelasannya

Pasal 6 UUHT menentukan bahwa “Apahla debstor cidera janp, pemegang
Hak Tanggungan pertama mempunvar hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan
atas kckuasaan sendiri melalui pelelangan wnum serta mengambid  pelunasan
piutangnva dan hasil penjualan tersebut”™. Dengan demikian ketentuan Pasal 6 UUHT
mengenal kekuasaan untuk menmal sendiri melalu pelelangan umum terjade ketika
debitor dinvatakan wanprestas

Pennal debitor dinyatakan wanprestasi dalam dunta perbankan tidak diketahw
kapan debitor dinvatakan wanprestasi. Di dalam dunia perbankan kredit dikatakan
debitor wanprestast berarti termasuk kredit bermasalah. Terhadap kredit bermasalah
cara penvelesaan kredit bermasalah dengan menggunakan pendekatan hukum vang

dikenal dalam prakuk perbankan yaitu:
a. Penvelesaian Melalui Jalur Pengadilan,
Upava vang ditempuh dalam hal i adalah dengan mengajukan gugatan ke

Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi. Hanya saja proses penyelesaian perkara

perdata di Pengadilan Negeri sampai adanya putusan pengadilan yang tetap dan pastt

55
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(in krachr van gewisjde) biasanva malalm 3 (tiga) tingkatan peradilan yaitw: a)
Pengadilan Negeri selaku peradilan tingkat pertama, b) Pengadilan Tingg selaku
peradilan tingkar banding dan ¢} Mahkamah Agung. Pertama-tama perlu kita ketzhw,
kapan eksekusi jaminan kredit dilaksanakan/diperlukan. Bahwa perjanpan jaminan
merupakan suatu perjanjian buntut (@ccessoir) dari perjanjian pokoknva, vaitu
perjanjian kredit. Apabila perjanpan kredit tersebut telah dipenuhi seluruhnya dengan
sebaik-batknyva atau dengan kata lain debitor telah melunas: pinjaman pokok beserta
bunga, provisi dan ongkos-ongkos lainnya maka perjanjian jaminan tersebut dencan
sendirinva menjadi tidak berlaku lagi. Tetap bila debitor lalai melunasi pinjamannya
pada saat jatuh tempo dan kreditor/bank telah menepur debitor agar supaya
selekasnva melunasi pinjamannva dan apabila peneguran tersebut dengan meminta
bantuan  Pengadilan  Negeri maka teguran demikian  disebut  somasi.
Kalau debitor telah menerima teguran kemudian membavar lunas pinjamannya, maka
cksekusi jaminannva udak diperlukan lagi, sebaliknya jika walaupun sudah ditegur,
debitor tetap tidak mau membavar pinjamannya, maka mulailah kreditor/bank mulai
berusaha untuk mengeksekusi jaminan kredit tersebut. Penhal somast i, Bank
Indonesia dengan. SEBI  No.3/189%/UPPB/PbB  tanggal 11 jum 1970 telah
mengingatkan kepada semua bank di Indonesia agar mengunakan lembaga ini dalam
menangan masalah debitomya vang menunjukkan tanda-tanda kemacetan, dengan
jalan pada tahap awal menggunakan somasi tersebut sesuar dengan Pasal 1238 KUH

perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya
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dapat diminta dimuka hakusn, apabila gugatan tersebut didahulii dengan suam
penagihan tertulis. Penagihan tertulis int akan disampaikan oleh juru sita pengadilan
Negeri kepada debitor vang bersangkutar Sesuai dengan adanva beberapa macam
cara pengikatan jammnan maka cara/pelaksanaan eksekus) jaminanpun terdapat
berbagai cara. sesuai dengan bentuk/cara pengkatan kreditnya, vaitu sebagai berikut:

a. Setelah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan pasti, untuk perjanjian di
bawal tangan,

b. Setelah permohonan riil eksekusi diberikar olch Pengadilan Negen dalam hal
adanva akta hak tanggungan (dahulu dikenal dengan prossc akta dan alta
hipotek).

Ad.a. Eksekusi Jaminan Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang sudah
berkekuatan pasti.

Apabila debitor lalai melunast hutangnya dan berkeberatan pula untuk
diesekust jaminannya, maka bag bank/kreditor tidak ada jalan lain kecuah
mengusahawan eksekusi jamman melalui suatu gugatan terhadap debitor untuk
memperoleh putusan pengadilan negen sebagai dasar untuk eksekust jaminan
terscbut. Proses perkara di Pengadilan Negeri sebagaimana sudah diuraikan
sebelunnva adalah memerlukan waktu yang cukup panjang dan biaya vang tidak
sedikit sebelum diperoleh putusan yang bisa dieksekusit Adapun urutan jalannya

berperkara di Pengadilan Negeri adalah sebagai benikut:
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. Pertama, kreditor/bank menviapkan surat gugatan terhadap debitor vang
disertal bukti-bukti berupa surat-surat perjanjian kredit, surat-surat jaminan,
surat teguran dan lain sebagainya. Dan gugatan tersebut dudaftarkan pada
Pengadilan Negeri yang berwenang disamping mengajukan gugatan biasa
juga disertar permohonan sita jaminan {conservatoir beslay) atas barang-
barang jarninan.

2. Debitor, vang kemudian menjadi tergugat biasanya tidak tinggal diam dan
mengajukan  perlawanan terhadap gugatan tersebut dengan mengajukan
jaﬁ-aban bahkan kadang-kadang mengajukan gugatan bahk (gugatl rekovensi)
dan banding serta kasasi, vang tujuannya biasanya hanyalah untuk mengulur-
ulur waktu saja.

(ugatan harus memuat unsur-unsur sebagai berkut:

a. ldentitas para pihak, vaitu penggugat, tergugat, maupun penjamin {bila
ada)

b. Posita atau dasar gupatan yang beris: antara lain:
- Uratan tentang kejadian atau peristiwanva (feitelijk gronden)
- Uralan tentang dasar hukumnya (recht gronden)

¢ Petitum (tuntutan}.

3. Setelah tergugat mengajukan jawaban, maka penggugat harus mengajukan
replik dan diawab oleh tergugat dengan duplik dan setelah 1tu disusul

dengan pengajuan saksi-sakst. Terakhir masing-masing pinak mengajukan
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kesimpulan. Setelah itn hakim menjatuhkan putugsan. Proses perkara
sepertt di atas biasanya berlangsung berbulan-bulan (kurang lebih 6-8
bulan), Bahkan kadang-kadang dapat berlangsung lebih dari itu. Lebih-
lebth bila debitor yang nakal tersebut berusaha untuk menguiur-ulur
waktu, Setelah adanva putusan maka tergugat biasanya mengajukan
banding dan proses perkara dalam tingkat banding mi diperiksa oleh
Pengadilan Tingg1 dmmana pembanding (semula tergugat) mengajukan
memort banding dan harus ditanggapm oleh penggugat (sekarang disebut
terbanding) dengan kontra memori banding. Proses im dapat berbulan-
bulan bahkan bertahun-tahun baru diputus perkaranya. Setelah ada
pulusan Pengadilan Tingg: dalam perkara banding tersebut, maka masih
ada satu upava hukum lagi bagt debitor vang nakal yaitu mengajukan
kasasi pada Mahkamah Agung Perkara kasass 1 Juga biasanva
memerlukan waktu vang cukup lama.

Ad.b. Eksekusi Jaminan Atas Akta Hak Tanggungan
Menurut Pasal 20 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (untuk selanjutnya disingkat
UUHT). eksekust hak tanggunpgan dilakukan berdasarkan: 1) hak pemegang hak
tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan scndiri
berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT, 2) Titel eksekuional yang terdapat dalam

sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 UUHT.
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Dengan demikian UUHT menvediakan 2 (dua) cara eksekusi hak tanggungan, vaitu:
Pertama, adalab yang diatur dalam Pasal 6 UUHT yang dikenal dengan sebutan
eksekusi vang disederhanakan. Apabila debitor wanprestasi, kreditor pemegang hak
tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek hak tangsungan atas kekuasaan
sendiri serta mengambil pelunasan pmtangnya dan hasil penjualan tersebut. Kalau
ada lebih dan seorang kreditor pemegang hak tanggungan, maka kewenangan
tersebut berada pada pemegang hak tanggungan pertama. Penjualan obyek hak
tanggungan wapb dilakukan meiakukan pelelangan uvmum yang dilaksanakan oleh
kantor lelang Dalam melaksanakan pemjualan obyek hak tangpungan i dan
mengambil pelunasan piutangnya berlaku kedudukan istemewa yang dimiliki oleh
pemegang hak tanggungan, vaitu droit de preference dan droit de siute. Untuk dapat
menggunakan wewenang menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendin,
tanpa persetyuan dart debitor, diperlukan janji debitor sebagaimana datur dalam
Pasal 1! avat 2 UUHT. Jann 1tu wapb dicantumkan dalam akta pemberian hak
tanggungan. Kedua, dengan menggunakan acara parate eksckusi sebagaimana diatur
dalam Pasai 224 HIR atau Pasal 258 RBg. Dalam Pasal 26 UUHT ditentukan bahwa
selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 14 UUHT peraturan mengenai hipotik yang ada
mulai  berlakunya UUHT, berlaku terbadap eksekusi hak tanggungan. Atas
permohonan kreditor pemegang hipotik, ketua Pegadilan Negernn memben perintah

agar debitor memenuhi kewajibannya dan apabila penntah itu diabaikan, maka
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dipermtahkan cksekusinva tanpa diperlukan pengajuan gugatan terlebih dahulu,
Dalam masa peralihan i, UUHT jpuga menegaskan bahwa sebelum ada peraturan
vang khusus mengawr eksekusi hak tanggungan, maka ketentuan hukum acara
cksekusi hipotik berlake terhadap eksekusi hak tonggungan, dengan penyerahan
sertifikat hak tanggungan sebagai dasar pelaksanaannva. Pemjualan obyek hak
tanggungan melalw peielangan umum dapat disunpangi berdasarkan Pasal 20 ayat 2
UUHT, vang menvatakan apabila ada kesepakatan antara pembern dan pemegang hak
tanggungan maka penjualan dapat dilaksanakan di bawah tangan. Jjika dengan cara
demikian 1tu. akan dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan semua pihak.
Ketentuan hipottk nidak secara tegas menentukan boich atau tidak boleh dilakukan
penjualan di bawah tangan atas obvek hak hipotik, sehingga fimbul keragu-raguan
dalam masvarakat, Timbul kekhawatiran jual belt di bawah tangan atas obyek hipotik
itu merupakan perjanyian vang melanggar hukum sehingga terancam batal dem:
hukum atau dapat dibatalkan. Oleh karena itu, dengan dicantumkannya ketentuan
vang ada dalam Pasai 20 avat 2 UUHT mm tidak ada keragu-raguan lagi
Proses permohonan eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan (dahulu dikenal dengan
grosse akte dan akte hipotik) pada prinsipnya adalah sama. Urutan dari tindakan yang,
dilakukan oleh bank/kreditor adalah sebagai berikut:

1. Kredittbank mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negen

vang berwenang,
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2. Dalam wakiu beberapa harémmggu setelah diajukan permohonan tersebut
maka diadakan sidang pengadifan yang dihadiri oleh pemohon (kredttor) dan
termohon (debitor). Dalam sidang tersebut oleh hakin disampaikan tegrran
{aunmaning) kepada tennohon, bahwa dalam waktu 8 (delapan} han vyang
bersangkutan harus melaksanakan pembayaran lunas pinjaman  beseria
bungan ongkos-ongkos dan sebagamnya, dan apabila tidak maka diadakan

eksekust atas yaminan kredimya,

Tad

- Apabila dalam 8 {delapan) hari tersebut termnohon/debitor tetap membandel,
maka pemochonkreditor  melanjutkan usahanva dengan  melanjutkan
permohonan sita eksekusi.

4 Setelah menerima ketetapan sita eksekusi, maka juru sita Pengadilan Negen

mengadakan sita eksekus) atau barang-barang tidak bergerak vang menjadi

Jaminan tersebut.

L]

Pemohon/kreditor menerima berita acara cksckusi dari juru sita Pengadilan
Newerl,
6. Kemudian pemohonkreditor mengajukan permohonan untuk meiclang

barang-barang jaminan tersebut dan menerima penetapan lelang.

|

Berdasarkan ketetapan lelang tersebut Pengadilan Negen menghubungn kantor
lelang negara untuk melaksanakan lelang.  Setelah ditetapkan harinya

kemudian diadakan "pengumuman lelang” dalam surat kabar paling sedikit 2
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(dua) kali dengan antara waktu 2 (dua) minggu vang biasanva diurus panitera
Pengadilan Neger yvang bersangkutan.

8. Dalam pelaksanaan lelang tersebut biasanya ditetapkan oleh pengadilan
berdasarkan informasi dan pihak keseluruhan (misainya menyangku! harga
tanah) dan kantor pajak. Pengadilan dapat menentukan harga lelang minimal
dalam pelaksanaan harga lelang tersebut Apabila harga lelang mimmal
tersebut nidak tercapai, maka lelang dibatalkan untuk dilaksanakan pada
kesempatan berikutnva. Untuk lelang berkutnya tersebut, dikenakan biaya
iklan, ongkos lelang dan lain sebagainya. Dengan gambaran pejaksanaan
cksekus) atas jaminan kredit secara ringkas, yang dalam praktik banyak hal-
hal vang merupakan penghalang kelancaran pelaksanaan eksekusi misalnva
adanva bantahan mihak ketiga, adanya intervenst dalam perkara lain dan lain
sehagaimva. Dengan adanva gambaran tersebut diharapkan menjadi pedoman
bagi para pejabat vang berkecimpung di bidang kredit agar lebih berhati-hati
dalam menvelekst  debitornva. Karena, debitor vang bermental jelek
cenderung untuk mengulur-ulur wakty dan bersedia melakukan apapun juga
dengan tujuan menghindar tanggung jawab atas pinjamannya,

Sehubungan dengan penvelesaian melalut Pengaddan Negeri di atas,
pemerintah  harus mempunvai political will untuk memperbaiki  sistem
peradilan vang ada. Oleh karena itu sudah waktunya pemenntali melakukan

proses deregulasi dan dehumamsasi proses peradilan dengan cara-cara antara
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lam, membuat ketentuan vang dapat menjamin murah dan cepatnva proses
peradilan, menatar bahkan bila perlu memecat hakim-hakim yang orthodoks
vang tdak pro reformasi, menghilangkan sistem matia peradilan.
menghapuskan sistem saap menyuap dan sistem katabelece yang dewasa i
memang sangat merajalela di dalam praktk peradidan. Penanganan kredit
macet lewat pengadilan biasa dengan prosedur biasa, yang berbelit-belit dan
time consuming, dengan hakim-hakim vang pas-pasan pengetahuannva
tentang bidang perkreditan atau bisnis pada umumnya, termvata tidak
akomodatif untuk penanganan kredit macet. Olel karcna itu Pengadilan
Negeri dan Pengadilan tinggn harus berusaha untuk memenuhi penggarisan
vang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk menyelesakan perkara dalam 6
{enam) bulan dan apabila ada hambatan-hambatan, melaporkan hal tersebut
kepada Mahkamah Agung dengan segera.
b. Penvelesaian Melalui Pengadilan Niaga

Penvelesaian melalw Pengadilan Niaga merupakan salah satu alternatil vang
dapat digunakan oleh pithak kreditor terhadap debitor sepamjang memenuhi
persvaratan tertentu  vang ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan.
Pada dasarnya proses permohonan pernyataan pailit berdasarkan Undang-
Undang  Kepathtan  terdin  atas  tahap-tahap  sebagai  benkut:

1) Tahap Pertama
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Permohonan pengajuan pailit dhajukan kepada Pengadilan Niaga yvang berada
di Iingkungan Peradifan Umum Permohonan pernyataan paiiit tersebut dt atas
diajukan kepada Pengadilan Niaga melalui Pamtera. Pamtera mendaftarkan
permohonan pernyataan pailt pada tanggal permohonan yang bersangkutan
diajukan, dan kepada pihak pemchon dibenkan tanda terima tertulis vang
ditandatangam Pamitera dengan tanggal yang sama dengan  fanggal
pendaftaran.  Selanjutnva Panitera menvampatkan permohonan pemyataan
paikit kepada Ketua Pengadilan Neger: dalam jangka waktu paling lambat 1
X 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan tersebut didafiarkan.
2) Tahap Kedua
Dalam jangka waktu paling lambat 2 X 24 jam terhitung sejak tanggal
permohonan  pemyataan paiit didaftarkan. Ketua Pengadilan Negen
mempelajar permohonan dan menetapkan hari sidang.
Tentunva  dalam  mempelajan  penmohonan pernvataan  pailit  tersebut.
Pengadilan Negen berpedoman pada Pasal | ayat | Undang-Undang
Kepailitan vang menegaskan bahwa debitor vang bersangkutan dapat
dinvatakan pailit dengan putusan pengadilan vang berwenang bak atas
permohonannva  sendiri, maupun atas perminiaan seorang atau lebth
krediomva.
Sidang pemeniksaan atas penmohonan pernyataan pailit diselenggarakan

dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal
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permohonan didaftarkan. Namun demikian atas permohonan debitor dan
berdasarkan alasan vang cukup, Pengadilan dapat menunda penvelenggaraan
sidang sampar dengan paling lama 25 (dua puluh lima) han terhitung sejak
tanggal permohonan didaftarkan.

3) Tahap Ketiga
Pengadilan waopb memanggil debitor, dalam hal permchonan permvataan
patht digyukan oleh debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk
dinvatakan paiiit <ebageimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat | Undang-
Undang Kepailtan telalh terpenuln.Femanggilan  scbagammana  dimaksud
diatas, dilakukan oleh Panitera paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang
pemeriksaan pertama diselenggarakan.
4) Tahap Keempat
Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan,
seunap kreditor atau Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada
pengadilan untuk:
a. meletakkan sna jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debttor,
atau.
b menunjuk kurator sementara untuk:

1. mengawas pengelolaan usaha debitor, dan
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2. mengawasi pembavaran kepada kreditor, pengabhan atau pengagunan
kekavaan  debitor  vang  dalam  rangka kepailitan  memerlukan
persetujuan kurator,

5} Tahap Kelima
Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus diwcapkan dalam sidang
vang terbuka untuk wmum dan dapat diajukan suatu upava  hukun
Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator
berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas haria
pattit. meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi a'tau peninjauan
kembah. Dalam hal putusan permyataan pailit dibatalkan sebagai akibat
adanva kasast atau penwmjauan kembaii, segala perbuatan yang telah
dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima
pemberitaliuan tentang putuasn pembatalan tctap sah dan mengikat bagi
debitor.

6) Tahap Keenam

Dalam jangka waktu paling lambat 2 X 24 jam terhitung sejak tanggal
putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan, pengadilan wanb
menvampaikan sahnan putusan Pengadilan vang memuat secara lengkap
periimbangan hukum vang mendasart putisan tersebut dengan surat dinas

tereatat atau melalw kurir kepada:
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a. debitor,

b.pihak yang mengajukan permohonan pernyataan patlit,

¢. kurator, dan

d. hakim pengawas.

7) Tahap Ketujuh

Apabila salah satu pihak yang beisengketa merasa tidak puas terhadap
putusan atas pernvataan paiht vang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga
tersebut maka pihak vang bersangkutan dapat langsung mengajukan
permohonan kasasi dalam jangka waktu 8 hari sejak tanggal putusan yang
dimohonkan kasasi ditetapkan. Putusan kasasi dibenikan paling lambat 30
hari sejak putusan pengadilan tingkat pertama ditetapkan. Hal i
dilakukan karena tidak tersedia fasiitas banding bagi pithak-pthak yang
bersangkutan. Upava hukum tersebut dilakukan dengan mendaftarkannya
pada panitera dunana Pengadilan yang tclah menetapkan putusan atas
permohonan pernyataan pailit berada.

Terhadap putusan atas pennohonan pernyataan palit yang telah
mempunyar kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjatan Kembali
kepada Mahkamah Agung.

Rerdasarkan langkah-langkah vang ditetapkan dalam Undang-Undang
Kepailitan di atas, jelas bahwa proses beracara di Pengadilan Niaga dilihat

dart sudut wakiu proses persidangan atau penyelesaian proses perkaranya

Tesis Kuasa Menjual Sebagai Sarana Eksekusi ... Vonny Anastasia



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

69

memakan waktu vang cukup cepat. Hal ini dapat dilihat dan pengambilan
keputusan di tingkat pertama, dimana hakim hanya dajam jangka waktu
30 han saja sudah dapat memutuskan perkara kepalitan tersebut
Meskipun selanjutnya masili ada upaya hukum kasast dan penmjaunan

kembali vang sepennhnva diserahkan pada para pihak vang bersengketa

c. Penyetesaian Melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Penvelesaian kredit macet pada bank-bank swasta diselesatkan melahn
jalur pengadilan. Scdangkan khusus terhadap kredit macet pada bank-bank
pemerintah, selama ini proses penagihannya dilakukan lewat pamtia Urusan
Piutany Negara (PUPN), vang dibentuk dengan UU No.49/Prp/1960, dan Badan
Usaha Piutang dan [elang Negara (BUPLN), vang dibentuk dengan Keputusan
Presiden No 21Tahun 1991, Pasal 2 dan Keppres No. 21 talun 1991 menentukan
bahwa BUPN mempunval tugas menyelenggarakan pengurusan piutang negara
dan lelang baik yang berasal dari penyelenggaraan pelaksanaan tugas PUPN
maupun Jainnva ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal tertentu, kredit
macet pada bank pemerintah, atau bank swasta yang ada dana pemerntah dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Contohnya tentang tuduhan korupsi
ni adalah heboh kredit macet di BAPINDO diawal tahun 1994,

PUPN bertugas menvelesaikan pilutang negara vang telah diserahkan padanya

oleh instansi pemerintah atau badan-badan negara. Dengan demikian bagi bank
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milik negara mmenvelesaikan kredit macetnva harus dilakukan melalut Pamitia
Urusan Piutang Negara (PUPN), dimana dengan adanva penyerahan piutang
macet kepuda badan terscbut secara hukum wewenang penguasaan atas hak tagh

dialihkan kepadanya.

d. Penvelesaian Meialui Lembaga Paksa Badan
Khusus terhadap debitor vang benitkad tidak bask dan mempunyai hutang
sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000.00 {Satu Milvar Rupwah) dapat dikenakan
paksa badan. Hal ini sesuar dengan Feraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun
2000 tentang Lembaga Paksa Badan Paksa Badan adalah upava paksa tidak
langsung dengan memasukan sescorang debitor yang beritikad tidak baik kedalam
rumah tahanan negara vang ditetapkan oleh pengadilan, untuk memaksa yang
bersangkutan memenuhr kewajibannya. Lebih lanjut dalam bagian menimbang
peraturan tersebut ditegaskan: a) bahwa pembukuan penerapan lembaga gijzehng
sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Taliun 1964 dan
No4 Tahun 1975 yvang tidak menginstruksikan kepada para Ketua Pengadilan dan
hakim untuk wdak mempergunakan lagl peraturan-peraturan mengenai gljzeling
vang dianur dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 224 Reglemen Indonesia yang
diperbaharui (HIR) serta Pasal 242 sampal dengan Pasal 258 Reglemen Hukum
Acara untuk daerah luar lawa dan Madura (Rbg), dipandang tidak sesuai lag

dengan keadaan dan kcbutuhan hukum dalam rangka menegakan hukum dan
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keadilan serta pembangunan ekonom bangsa Indonesia sehingga perlu dicabut
dan mengatur kembalt ketentuan tersebut, b) bahwa penterjemahan istilah
"(pzehng” dengan kata "Sandera” atau "Penvanderaan” sebagaimana terdapat
datam Surat edaran Mahkamah Agung No .2 Tahun 1964 Tanggal 22 Januan 1964
dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 1975 tanggal | Desember 1975,
dipandang tudak tepat karena tidak mencakup pengertian terhadap debitor yang
mampt telapt tidak mau memenuhi kewajibannva dalam membayar hutang,
sehingga penterjemahannya perlu  disempurnakan menjadi  paksa badan,
sebagaimara terkandung dalam pengertian "Tmnsonment for Civil Debts” vang
berlaku sccara universat, ¢) bahwa perbuatan debitor, menanggung atau penjarmn
hutang udak memenubi kewajbannya untuk membayar kembali hutang-
hutangnva, padahal 1a mampu umtuk melaksanakannya, merupakan
penvelenggaraan hak asasl manusia yang nilamva lebih besar daripada
pclanggaran hak asasi atas pelaksanaan paksa badan terhadap yang bersangkutan,
d} bahwa guna niengisi kekosongan hukum vang dapat menampung dan
menvelesatkan permasalahan lembaga paksa badan tersebut perlu mengeluarkan
peraturan pemerintah tentang lembaga paksa badan.

Hal it vang perlu diperhatikan sehubungan dengan lembaga paksa badan adalah
sebagal benkut:

a. pelaksanaan paksa badan terhadap debitor yang beritikad tidak baik (daiam

arti debitor, penanggung atau menjainm hutang vang mampu tetapi tidak mau
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memenuhl kewajibannva untuk membayar hutang-hutangnya) mentatankan
berdasarkan ketenivan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sampai
dengan 124 HIR dan Pasal 242 sampai dengen 258 Rbg, kecuali dalam hbat
vang diatur secara khusus,

b. paksa badan tidak dapat dikenakan terhadap debitor yang bentikad tidak baik
vany telah berusia 75 tahun, Paksa badan dapat dikenakan terhadap ahli waris
vang telah menerima wansan dari debitor yang beritikad tidak baik,

¢. paksa badan ditetapkan untuk 6 (enam) bulan lamanya dan dapat diperpanjang )
setiép 6 {enam) bulan dengan keseluruhan maksimum selama 3 (tiga) tahun,

d. Keputusan tentang paksa badan ditetapkan bersama-sama dengan putuasn
pokok perkara, .

¢. Khusus terhadap debitor vang beritikad tidak baik yang mempunyai hutang
terhadap negara atan vang djamin oleh negara, ketentuan point diatas
dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij vooraad),

f Pelaksanaan keputusan vang menyangkut pelaksanaan paksa badan dilakukan

dengan penetapan ketua Pengadilan Negen,

Kewayban debitor yvang didasarkan atas pengakuan hutang sebagafinana

rr

dratur dalam Pasal 224 HIR/258 Rbg., paksa badan dapat diajukan tersendiri
dan dilaksanakan berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negen,
h. Biava selama debitor vang berihkad tidak baik memnjalani paksa badan,

dibebankan kepada pemohon paksa badan. Selama menjalami paksa badan
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debitor vang bentikad udak baik dapat memperbatki kehidupannva atas bhava
sendin,

1. Pelaksanzan paksa badan dilakukan oleh Panitera/juru sita atas perintah Ketua
Pengadilan  Negeri. bilamana perlu  dengan bantvan  alat  negara.
Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan sudah
tepat mengingat upava hukum yvang ada sekarang dalam rangka penyelesaian
kredit bermasalah kurang ampuh sehingga keberadaan tembaga paksa badan
dt lingk'mgan perbankan akan sangat besar  dirasakan  manfaatnya.
Terlebih lagi semakin banyaknya debitor vang tidak mau mengembalikan
hutang padahal vang bersangkutan cukup mampu secara finansial alias ingin
lan dan kewajibannya dan merugikan pihak lain sccra lebih tidak manusiawi.
Mentahtas debitor vang demikian kurang dan tidak menghargai kepercayaan
vang diberikan oleh pthak bank dirasakan sangat merugikan, karena selain
menanggung kelancaran usaha pihak bank juga dapat berakibat tingkat
keschatan bank menjadi menurun dan ini sangat mempengaruhi usaha bank
dalam semakin memngkatkan tingkat pembangunan nasional.

Dengan demikian keberadaan lembaga paksa badan sesuai dengan peraturan

tersebut di atas diharapkan dapat memenuh: aspirasi banyak pihak terutama

lembaga perbankan. Hanva saja perlu dungat bahwa lembaga paksa badan
tersebut harus dilaksanakan secara hati-hati. Sehingga dityjukan kepada debitor

vang tergelong nakal yang berpura-pura miskin. Pelaksanaan lembaga paksa
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badan (liftsdwang) terhadap orang-orang yang pura-pura miskin, kiranva tidak
perle dipandang betentangan dengan penkemanusiaan, melainkan merupakan
kebutuhan hukum dan rasa adil vang berkembang diantara kurang lebih 200 juta
penduduk Indoncsia sekarang in diera reformast.

Memperhatikan uraian di atas menunjukkan bahwa penvelesaian kredit
bennasalah melalui kekuasaan sendin atau parate eksekusi merupakan penyelesaian
kredit bermasalah vang tilakukan secara tidak resmi dalam arti di juar prosedur
penvelesaian sebagaimana di atas, meskipun demikian penyelesaian yang demikian
diperkenankan oleh undang-undang. Hal i sesual dengan yang dikemukakan oleh
Satno bahwa hak dart pemegang Hak Tanggungan untuk melaksanakan haknya
berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT tersebut adalah hak semata-mata diberikan oleh
undang-undang. Walau demikian tidaklah berarti hak tersebut demt hukum ada,
melainkan harus diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak daiam akta Pembebanan
Hak Tanggungan atas hak atas tanah. "'

Mengenai kondisi sebagaimana di atas jika penjualan dilakukan secara parate
eksekust dalam arti dengan kekuasaan sendiri berdasarkan perjanjian, dijelaskan iebih
lanjut oleh penjelasan Pasal 6 UUHT sebagai bertkut: Hak untuk menjual obyek Hak -
Tanggungan atas kekuasaan sendini merupakan salah satu perwujudan dart kedudukan
diutaimakan vang dipunval oleh pemegang Hak Tanggungan ataw pemegang Hak

Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dan satu pemegang Hak Tanggungan.

! Kartint Mulyadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan (Hak Tanggungan).
Prenada Media, Jakarta, 20035, h. 248
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tHak tersebut didasarkan pada janp vang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan
bahwa apabila debitor ctdera jan)i, pemegang Hak Tanpgungan berhak untuk menjual
obvek Hak Tanggungan melalui pelelangan wmum tanpa memerlukan persetujuan
lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya
dari hasi penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil
penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 6 UUHT dan penjelasan Pasal 6
UUHT menunjukkan adanva suatu yang berbeda, di mana di satu sisi baliwa
penjualan dengan kekuasaan sendin melajui pelelangan wmum, namun di sisi yang
lain menurut penjelasan Pasal 6 UUHT disebutkan bahwa penjualan tersebut tanpa
memerlukan persetujuan, yang berarti bahwa timbul suatu keraguan apakah penjualan
lelang dengan kekuasaan sendin tersebut harus didasarkan atas persetujuan dari
dibitor atau tanpa memnta persetujuan dari debitor.

Hal di atas semakin lebih rancu jika dikaitkan pula dengan Pasal 11 avat (2)
huret ¢ ULUHT. bahwa dalam Akta Pembenan Hak Tanggungan dapat dicantumkan
janji-janji, antara lain: Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai
hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor
cidera janji. sedangkan dalam penjelasan Pasal 11 avat (2) huruf ¢ UUHT dijelaskan
febih lamut bahwa untuk dipunvainya kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dicantumkan janji ini. Jadi perlu

ada atau nidak adanya janp vang digunakan sebagal dasar kreditor dalam mengambil
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pelunasan piatang  dengan  kekuasaan sendiri melalui  penjuatan  lelang  masih

menlbulkan silang pendapat.

2. Kuasa Menjual dalam ULHT Sebagai Parate Eksekusi yang Lahir Dari
Perjanjian

Hal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa manakala debitor wanprestasi,
UUNT membenkan iak kepada kreditor selaku pemegang hak tanggungan untuk
mengeksckusi hak.{anggungzm vang dimilikinya melalui mekanisme parate executie
dan tite} eksekutorial, Eksekusi hak tanggungan melalui mekanisme parate executie
memerlukan  tat dan  penpadidan negen, karena Mahkamah Agung Republik
Indonesta mencampuradukkan eksekusi hak tanggungan melalm mekanisme parate
executie dan uiel eksekutorial. Menghadapi kondisi sedemukian itu, UUHT tidak
mengatur secara jelas, lugas dan tuntas eksekusi hak tanggungan, baik melalw
mekanisme parate executie ataupun eksekutonal titel. Bahkan, penjelasan [ sub ¢
UUHT  dan  penjelasan Pasal 14 avat {2) d;m ayat (3) UUHT pun turut
mencampuradukkan eksekusi hak tanggungan melalu inekanisme parate executie dan
titel eksekutorial. Ketidakpastian hukum itu mengakibatkan, praktek perbankan
Jarang melakukan eksekusi hak tanggungan melalui mekanisme parate executie dan
selalu melakukan eksekusi hak tanggungan melalui mekanisme tile cksekutorial.
Topik eksekusi hak tanggungan vang diatur secara jelas dan lugas oleh UUHT
hanyalah eksistenst sertipikat hak tanggungan yang dibeni irah-irah "Demi Keadilan

Berdasarkan Keiuhanan Yang Maha Esa" sebagai tanda bukt adanya hak tanggungan
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vang memihki kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan  yang
berkekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek
sebagaimana dinaksud oleh Pasal 224 HIR dan Pasal 258 Rbg. Namun, UUHT tidak
mengatur  bentuk  dan s sertiplkat  hak tanggungan serta kepastian tanggal
penerbitannva. Hak tanggungan merupakan accessonr terhadap utang-piutang,
sehingga eksekust hak tanggungan tergantung sepenuhnya pada keberadaan utang-
pistang. bksekusi hak tanggnpan sermngkali mengalami hambatan manakala terjadi
ketidakpastian  jurnlah - utahg. Penanjian utang-piutang  sebagai  pactum  de
comtrahiendo vang selalu tertuang dalam perjanjian baku kadang mengundang
perdebatan  mengenal  keabsahannya manakala ia  dikaitkan dengan asas
konsensualisme, asas kekuatan mengikat dan asas kebebasan berkontrak sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 1338 BW.

Kesepakatan kedua belah pihak tersebut jika beristkan mengenai kuasa
menjual vang dituangkan dalam akta Pembebanan Hak Tanggungan. Sebagai suatu
kuasa, maka pthak pemberi kuasa dapat mencabut kuasanya sesual dengan Pasal 1813
B.W., d1 mana pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya dari
penenma kuasa dengan pembertahuan penghentian kuasanva. Oleh karena tidak
perlu mendapatkan kesepakatan dan pihak penerima kuasa, maka debitor selaku.
pemberi kuasa dapat saja menank isi kuasa dengan mengirimkan surat pemberitahuan

mengenal penarkan kuasa. Dengan ditarinya kuasa tersebut, maka kreditor selaku
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penenima kuasa tidak dapat menjalankan lagi kekuasaannya untuk menjual dengan
kekuasaan sendiri barang vang dibebani hak tanggungan.

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa meskipun kreditor diberi
kuasa untuk menjual lelang barang yang dibebani hak tanggungan ketika debitor
wanprestasi dan itu dibenarkan oleh UUHT sebagainana tercantuin dalam Pasal 11
ayat (2) huraf ¢ UUHT beserta penjelasannya, namun karera kuasa menjual tersebut
didasarkan atas suatu perjanjian pemberian kuasa, maka untuk dapat atau tidakmva
kreditor dengan kekuasaan sendiri menjual lelang barang vang dibebani agunan
adalah tergantung pada debitor apakah masith memberi kuasa kepada kreditor atau
menarik kembali kuasa vang diberikannya. kondisi yang dewmikian ini membuktikan
bahwa parate eksckusi meskipun keberadaannya didasarkan atas suatu peraturan
perundang-undangan sebagaimana Pasal 6 UUHT, namun dalam pelaksanaannya
kurang memberikan suatu kepastian hukum bagi kreditor dalam menggunakan
haknva dengan kekuasaan sendiri menjual barang sebagai agunan, sehingga di dalam
prakiek. pihak kreditor tidak menggunakan parate eksekusi untuk menvelesaikan
kredht bermasalah, kecuali benar-benar debitor menyerahkan haknya tersebut atas
dasar kuasa agar kreditor dengan kekuasaannya sendiri menjual barang agunan

tersebut.

3. Penjelasan Umum Angka 9 UUHT Mengaburkan Lembaga Parate Eksekusi
Keadaan vang tidak jelrs mengenai pelaksanaan parate eksekusi tersebut

menjadi semakin tidak jelas setelah melihat pada Penjelasan Umum angka 9 UUHT
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menentukan bahwa salab satu om Hak Tanggungan vang kuat adatah mudah dan
pasti dalam pelaksanaan cksekusinya, jika debitor cidera janji. Walaupun secara
umum ketentuan tentang cksekusi telah diatur dalam Hukem Acara Perdata vang
berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang
eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang-Undang im, vauiu vang mengatur lembaga
paratc executie sebagammana dumaksud dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang
Diperbarus (Het Herziene Indonesisch Reglement) dan Pasal 258 Reglemen Acara
Hukum Untuk Daerah Luer Jawa dan Madura (Reglement tor Regeling van het
Rechiswezen m de (Gewesten Buiten Java en Muadwra), Sehubungan dengan itu pada
sertiptkat Hak Tanggungan, yang berfungsi sebagar surat-tanda-bukti adanya Hak
Tanggungan. dibubuhkan rah-iralh  dengan kata-kata "DEMI  KEBADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", untuk memberikan
kekuatan eksekutorial vang sama dengan putusan pengadilan vang sudah mempunyai
Kekuatan hukum tetap.Selain itu sertipikat Hak Tanggungan tersebut dinyatakan
sebagai pengganti grosse acte Hyvpotheek, yang untuk cksckusi Hypotheek atas tanah
ditetapkan sebagai svarat dalam melaksanakan ketentuan Pasal-Pasal kedua
Reglemen dr atas. Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaan
Ketentuan-ketentuan tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang ini,
baliwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya,
peraturan mengenai eksekusi Hvpotheek yang diatur dalam kedua Reglemen tersebut,

berlaku terhadap cksekusi Hak Tanggungan.
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Iika menengok penjclasan angka 9 UUHT, bahwa meng_gjtur lembaga parate
executic  scbagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Reglemen Indonesiz yang
Diperbarui (Hei Herziene fndonesisch Reglement) dan Pasal 258 Reglemen Acara
Hukum Untuk Daeral Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van het
Rechiswezen m de Gewesten Buiten Java en Madura). Karena di satu sisi bahwa
parate eksekusi dilakukan dengan kekuasaan sendiri pelelangan wmum, namun di sisi
vang lain penjualan barang vang digunakan sebagai agunan harus dengan penetapan

dari pengadilan dengan mengacu pada Pasal 224 HIR,
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PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Penjualan obyek hak tanggungan di muka umum, Pasal 20 UUHT menyebutkan 2
{(dua} cara, vaitu: berdasarkan parate eksekusi sebagaimana Pasal 6 UUHT dan
berdasarkan sertifikat hak tanggungan sebagaimana Pasal 14 ayat (2} UUHT.
Penjualan obyek hak tanggungan didasarkan parate eksekusi -yailu dengan
kekuasaan kreditor sendiri yang didasarkan atas surat kuasa-yang diberikan oleh
debitor, dalam pelaksanaan penjualannya memiliki karakteristik tersendiri yaitu
harus dilakukan melalu lelang umum ketika debitor wanprestasi dan jika hasil
penjualan masith ada kelebthan maka harus dikembalikan kepada debitor.
Meskipun kreditor telah diberi kekuasaan untuk menjual yang ketika itu kuasa
dibuat saat bersamaan dengan dilakukannya pembebanan hak tanggungan, debitor
dapat mencabut kuasa yang diberikannya tersebut ketika dirinya dinyatakan
wanprestast dan barang agunan akan dijual lelang oleh kreditor. Pada kondisi yang
demikian ini menjadikan suatu permasalahan, karena kreditor tidak lagi sebagai
penenima kuasa untuk menjual barang agunan.

b. Kuasa untuk menjual dengan kekuasaan sendin telah diatur dalam Pasal 6 UUHT
yang merupakan salah satu hak kreditor untuk melaksanakan haknya atas kredit
bermasalah sebagaimana Pasal 20 UUHT. Kuasa tersebut harus dibuat bersamaan

dengan akta pembebanan hak tanggungan sebagaimana Pasal 11 ayat (2) huruf e
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UHIHT beserta penjelasannya, namun kuasa menjual tersebut rancu karena antara
Pasal 6 UUHT beserta penjelasannya tidak sinkron dan bahkan lebih rancu lagi

Jika dikaitkan dengan Penjelasan Umum angka 9 UUHT.

2. Saran

a. Untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi kreditor pemegang hak tanggungan
atas kekuasaannyva sendin menjual barang yang dibebani agunan ketika debitor
wanprestasi dan kemungkinan debitor mencabut kuasanya, maka hendaknya kuasa
vang dibuat fersebut dicantumkan klausula tidak dapat dicabut kembali kecuali
undang-undang menentukan lain.

b. Kuasa unfuk menjual telah diatur dalam UUHT, namun di antara Pasal yang satu
dengan Pasal lain kurang mendukung hak kreditor untuk nenjual didasarkan atas
kuasa. Ofeh karenanyva hendaknva di dalam Peraturan Pemerintah sebagal peraturan
pelaksana UUHT mengatur secara tegas agar tidak terjadi suatu kerancuan kreditor

dalam menggunakan haknva.
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DYAH AMBARWATY SETYQSO, S.H.

NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA SURABAYA
Ji. Raya Charmahusada Indah 55
Telp. {623 {31) 594.2554 Fax. (62} (31) 584 5484
Emal: rudhip@rad.net.id
Surabaya

Tenggal © 16 INOPEMBER 2005

Nomor [ = 15 =
Akta . PERJAIJTAN KREDIT BERLIUT DENGAN

FPENGAICUAN HUTANG
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—— e PERJANJIAN KREDIT BERIKUT DENGAN ~-----
N B PENGAKUAN HUTANG —--—~---——--—=—--

———mmmm Nomor : 15.-—=--—-—--——oo—n——
- Pada hari ini, Rabu, tanggal 16-11-2005 ----
{enambelas Nopember duaribL lima} ., ~———-~—=-~—--
EPukul 9.20 WIB (sembilan duapuluh Waktu -----—-
lIndonesia Barat).-———->—>—m-mmm s
i— Hadir di hadapan saya, DYAH AMBARWATY -—-----
;SETYOSO, SARJANA HUKUM, HNotaris di Surabaya, -
;dengan dihadiril oleh para saksl yang telah ---
Edikenal oleh saya, Notaris, dan yang akan ----
idisebutkdn pada baglan akhir akta ini ; ~-----
e - . ;I. Tuan ARDHI GANIADI dalam Kartu Tanda -----
|'Penduduk tertulis GAN ARDHI GANIADI, lah:i-
di Surabaya, pada tanggal 13-3-1961 —-——----
I(tigabelas Maret seribu sembilanratus —----

e ' enampuluh satu), Warga Negara Indonesia, -

swasta, bertempat tinggal di Surabaya, ---
jalan Comal nomor 34, Kecamatan Tegalsari,
penegang Kartu Tanda Penduduk (N.I.K} ----
Inomoxr 12.5612.130362.0001 3 - ——————~————~-

- menurut keterangannya dalam hal ini ----
bertindak selaku Direktﬁr Utama dari dan -
sebagai demikian sah mewakili untuk dan --
atas nama persercan terbatas --——————-------

| PT PARAMITHATAMA ASRIRAYA, kerkedudukan o

| Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, varz
ianggaran dasar dan perubahannya telah ----
ldiumumkﬂn dalam : —————~————mm—m e
]~ Berita Negara Republik Indonesia, ---—---

tertanggal 13-9-1994 {tigabelas --------

H§?ptember seribu sembilanratus --———-—-—---
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"Eéﬁgzlégpuluh empat) nomor 73, Tambahan-
nomor 6664/1994 ; ——m—mmmee e
- Berita Negara Republik Indonesia, --=~—---
tertanggal 19-5-1995 (sembilanbelas ~-—-
Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh -
lima) nomor 40, Tambahan nomor —-————==w—-—

4088/1995 ; ——==—mmm e mm e

- Berita Negara Republik Indonesia, —---—---
tertanggal 22-12-1998 {duapuluh dua ----
Desember seribu sembilanratus ---——-----
sembilanpuluh delapau) nomor 102, --———-

Tambahan nomor 7429/1998 ; ~—wweeeeo—— -

- Berita Negara Republik Indonesia, -~-----
tertanggal 2£2-10-2002 f!duapuluh dua ----
Oktober duaribu dua) nomor 85, Tambahan-
nomor 12939/2002 ; —wrem———————mm e
|— Berita Negara Republik Indonesia, ---—-—--
tertanggal 25-10-2002 (duapuluh lima ---
Oktober duaribu dua) nomer 86, Tambahan-

nomor 975/2002 ; ——————m—mmm e

_]bertalian MO : —————— e m— e

|_ akta BERITA ACARA, tertanggal 1-€-1995 -
(satu Juni seribu sembilanratus ~====—--
sembilanpuluh lima) nomor 49, dibua£ -——=
cleh JULIA SELOADJI, Safjana Hukum, pada
waktu itu Notaris di Waru-Sidoarjo ; ---
~ akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT, ---~---
tertanggal 28~5-1996 (duapuluh delapan -
Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh -

enam) nomor 61, dibuat di hadapan ------

Notaris yang sama ; ———=——————==——w—e————

Liuiifa BERITA ACARA, tertanggal ----—-===-
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21~10-1998 {duapuluh satu Cktober

seribu sembilanratus sembilanpuluh

delapan)

vang sama
- akta BERI
21-7-1599%

nomor 20,

Sama ;| -~

15~3-2000
‘nomor 18,

Sarjana H

nomor 20, dibuat c¢leh Notaris -

B e = T
r

TA ACARA, tertanggal ----=~—----—

{duapuluh satu Juli seribu ~--

sembilanratus sembilanpuluh sembilan) --

dibuat c¢leh Neotaris yang —-———-

|~ akta BERITA ACARA, tertanggal —---------

(limabelas Maret duaribu) ---—-
dibuat oleh JULIA SELOADJI, --

ukum, Notaris di Surabaya ; ---

|~ akta BERITA ACARA, tertanggal —-~—-—---—-

28-2-2002

(duapuluh delapan Pebruari ---

duaribu dua) nomor 67, dibuat oleh -———-

Notaris yang sama ; —————=————————————m=—

|~ akta BERITA ACARA, tertanggal =~—-——=—=--

| 9-6~2004.

nomor 37,

(sembilan Juni duaribu empat) -

dibuat oleh Notaris yang -----

SN =W ¥ e g s — — e e — ——

~ untuk melakukan tindakan hukum menurut -

akta ini telah mendapat persetujuan +~~—---

dari

1. tuan SANTOSO SARWONO, lahir di --—=—-—-

| Surabaya

(sepuluh

di atas,

Kuasa Menjual Sebagai Sarana Eksekusi ...

., pada tanggal 10-9-1870 -——~~-

September seribu sembilanratus

tujuhpuluh), Warga Negara Indonesia, —--

Komisaris persercan terbatas tersebut -

bertempat tinggal di Jakarta, -

1jalan Kaji Nomor 54, Petcjo Utara, -~---
LEEEEEEEEP Gambir, pemegang Kartu Tanda-

Vonny Anastasia

3



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

—
Penduduk nomor 78.05.1002.07473 ; -——---

- untuk sementara berada di Surabaya ;
- yang turut hadir dan menandatangani.—

akta ini sebagal tanda —-——+—=re—r—m—m—n

%

perseﬁujuannya P
2. seluruh pemegang saham perserocan —=—---
‘| terbatas tersebut di atas sebagaimana -
ternyata dari BERITA ACARA RAPAT UMUM -
LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM ---+-——-———----
PT-PARAMITHATAMA ASKIRAYA, tertanggal
15-11~2005 (limabelas Nopember duaribu-

lima), dibuat di bawah tangan, —--------
bermeterai cukup, yang aselinya —-——-—--
dilekatkan pada minuta akta saya, --~---
Notaris, tertanggal hari ini, nomor —---

6L A e oy e e

IT. 1. Tuan GOENAWAN SURIP, lahir di Surabaya,
pada tanggal 25-2-1970 {duapuluh linma -
Pebruari seribu sembilanratus —--—-———---
tujuhpuluh), Warga Negara Indconesia, --
Branch Manager persercan terbatas'yang-
akan disebut di bawah ini, bertenpat --
tinggal di Surabaya, jalan Dharmahusada
Permal 6/17 V-526, Kecamatan Mulycreio,
pemegang Kartu Tanda Penduduk (N.I.K) -
nomor 12.5622.250270.0001 ; =wweeceme—me—o
i2. Nona FANGIO CHRISGOVANI, lahi. di -----

ISurabaya, pada tanggal 14-6-1977 --——---

]{empatbelas Juni seribu sembilanratus -

tujuhpuluh tujuh), Warga Negara ----——-—-

——
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Indonesia, Officer persercan terbatas -
yvang akan disebut di bawah ini, -~-----
bertempat tinggal di Surabaya, jalan --

iMc joarum 1/5, Kecamatan Gubeng, -------

pemegang Kartu Tanda Penduduk (N.I.K} -

inomor 12.5619.540677.0002; ~~—memm=mmmn
- menurut kKeterangan mereka dalam hal ini-
bertindak dalam kedudukan mereka selaku =--
kuasa Direksi sebagaimana ternyata dari --
POWER OF ATTORNEY, dibuat di bawah tangan,
bermeterai cukup, tertanggal 14-11-2005 —-
(empatbelas Nopember duaribu lima) nomor -
UOBI/POA/092/2005, yang dilekatkan pada --
minuta akta 1ini, dari dan oleh karena itu-
o untuk dan atas nama perseroan terbatas ---
PT BANK UOB INDONESIA, berkedudukan di --—-
Jakarta, (melalui kantor cabangnya di ----
Surabaya), yang akta Pendirian dan -------
Perubahannya dibuat di hadapan KARTINI ---
MULJADI, Sarjana Hukum, Notaris di -—-——---
Jakarta, yang akta pendirian dan ---------
perubahannya telah diumumkan dalam Berita-
Negara Republik Indonesia, tertanggal ----
30-1-1990 (tigapuluh Januari seribu ------
sembilanratus sembilanpuluh) nomor 9, ----
lTambahan nomor 351 dan bertalian dengan --
akta-akta : --——-———-—-»—H—"—"-"————o
I o - - PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN ---
TERBATAS P.T. UNITED OVERSEAS BANK BALI,

tertanggal 6-8-1993 {enam Agustus seribu

sembilanratus sembilanpuluh tiga) nomor-

e ——
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Tf PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSERC ——-
| TERBATAS P.T. UNITED OVERSEAS BANK BALI,

tertanggal 14-4-1994 (empatbelas April -

'{seribuusembilanratus sembilanpuluh =-——--
: empat}) nomor 717 ; ——=——————m—mmmm e

}—.PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN ---
TERBATAS P.T. UNITED OVERSEAS BANK BALI,
tertanggal 15-6-1994 (limabelas Agustus-
seribu sembilanratus sembilanpuluh -----
empat) nomor 121 ; —-——rm———w——————————
l— PERNYATARN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN ---
TERBATQS P.T. UNITED OVERSEAS BANK BALI,
.tertéhggal 4-9-1985 (empat September ---

seribu sembilanratus sembilanpuluh lima)

OISR, e —————————— - ————————————-
| kesemuanya dibuat di hadapan WINANTO =~~~
WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, Notaris di --
ek 21 T T o e - — e e
- PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROCAN ---

]TERBATAS P.T. UNITED OVERSEAS BANK BALI,
tertanggal 24-2-1997 (duapuluh ——-—--—----
empat Pebruari seribu sembilanratus —---
sembilanpuluh tujuh) ncmeor 51, dibuat --
di hadapan SINDIAN OSAPUTRA, Sarjana -—-
Hukum, pada waktu itu pengganti --—-——-----

JTWINANTO WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, —--

Notaris di Jakarta ; ~—~—me—ecmmmeme—
| < akta PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR —~—————--
|PT UNITED OVERSEAS BANK BALI, ———————=-—
tertanggal 6-3-199%8 (enam Maret seribu -

sembilanratus sembilanpuluh delapan) ---

nomor 38, dibuat di hadapan JAMES HERMAN

HH_"‘"“-——-—-.._,____
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vﬁiﬁiﬁbJO, Sarjana Hukum, Notaris di —----
Jakarta dan telah memperoleh pengesahan-
dari yang berwenang sebagaimana ternyata

dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman -

Republik Indonesia, tertanggal 21-8-1388
{duapuluh satu Agustus seribu ---—----—--
gembllanratus sempilanpuluh delapan) ---~
nomor C2-11836 HT.01.04 Th.98 dan telah-
diumumkan dalam Berita Negara Republik -
Indonesia, tertanggal 25-4-2000 —-~—--—--—-
'(duapuluh lima April duaribu) nomor 33,“
Tambahan nonor 2081/2000 ; ~——————-————-
|~ akta PFRNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT ~—-———-
PERSEROAN TERBATAS P.T. UNITED OVERSFAS-
BANK BALI, tertanggal 19-8-1998 -—w—-———-

(sembilanbelas Agustus seribu —————-—----
sembilanratus sembilanpuluh delapan) ---
nomor 43, dibuat di hadapan WINANTO --~-
JWIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, Notaris di-

Jakarta ; ————-—mme e
|- akta BERITA ACARA, tertanggal 14-7-2000-
(empatbelas Juli duaribu) nomor 39, ----
dibuat di hadapan WINANTO WIRYOMARTANI, -
Sarjana Hukum, Magister Humaniora, -—---
Notaris di Jakarta dan telah memperoleh-
pengesahan darl yang berwenang —--—---«~--
sebagaimana ternyata dari Surat —----~-—-—-
Keputusan Menteri Hukum dan Perundang---
undangan Republik Indonesia, tertanggal-
10-8-2000 (sepuluh Agustus duaribu) ----
nomor C-17547 HT.01.04.Th.2000 ; —-==w--
o L:%akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG —--
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SAHAM LUAR BIASA PT BANK UQOB --—-———-—--
INDONESIA, tanggal 22-4-2003 (duapuluh -
dua April duaribu tiga) nomor 30, dibuat
di hadapan JAMES HERMAN RAHARDJO, ------

Sarjana Hukum, Notaris di Jakaria dan --

lteiah mendapat pengesahan dari yang ----
[berwenang sebagaimana ternyata dari ----
Surét Keputusan Menteri Kehakiman dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --
tertanggal 16-6-2003 (enambelas Juni ---
duaribu tiga} nomor -———-———-—---——————--
C-1363% HT.01.04.TH.2003 dan telah -----
dilaporkan kepada Menteri Kehakiman ----
dan Hak Asasi Manusia Republik ——-———---—--
Indonesia, sebagalmana ternyata dari ---
Penerimaan Lapocran Akta Perubahan ------
Anggaran Dasar PT. BANK UCB INDONESIA, -
tertanggal 16-6-2003 (enambelas Juni ---
diariBU LiTTnaior ——————=————————————~—

EC—1364O HT.01.04.TH.2003 ; ——=—=—v—rm—w——v
'l“ akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG-

iSAHAM PT BANK UOB INDONESIA, Fertﬁnggal-

isilsse2 QL0 8 1 Ui Nopembér duaribu tiga)-
nomor 9, dibuat di hadapan JAMES ﬁERMAN—
| RAHARDJOQ, Sarjana Hukum, Notarls di ----
Jakarta, dan telah diberitahukan kepade-
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasl Manusia-
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata
dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-
Direksi/Komisaris PT BANK UOB INDONESIA,
tertanggal 22-12-2003 (duapuluh dua ----

{Desember duaribu tiga) nomor --=-—--=—---
TT———
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C-UM.02.01.18001 ; =================—m==

- selanjutnya disebut sebagai : -——-———==——=---

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, ----
Notarig,——-—-=———=———m————— - m———
~ Para penghadap masing-masing bertindak -----
sebagaimana tersebut di atas, menerangkan —---
terlekih dahuluy ¢ ————-————>-——-——-—-"rr——w————
- bahwa Penerima Kredift telah mengajukan --—---
permohonan kxredit kepada Bank untuk modal ----
kerja dan investasi dan Bank telah menyetujui-
permchonan kredit dari Penerima Kredit ------—-
tersebut. ———————————— e e — =
- bahwa Bank dan Penerima Kredit sekarang ----
menyetujul untuk menyatakan mengenai segala --
sesuatu yang berhubungan dan menjadi akibat --
darl pemberian fasilitas kredit oleh Bank —--—--
tersebut kepada Penerima Kredit sebagaimana --
tersebut di atas serta perubahannya, baik yang
telah ada maupun yang nantinya kelak di ------
kemudian hari dibuat, baik yang dilangsungkan-
di hadapan notaris maupun secara di bawah ----

tangan yang dibuat oleh Bank dengan Penerima -

’Kredit, maupun yang ada di dalam perjanjian --

|- maka berhubung dengan segala sesuatu yang --

diuraikan di atas, para penghadap masing---—--
masing bertindak sebagaimana tersebut di atas-
menerangkan bahwa Penerima Kredit dan Bank ---
telah saling setuju untuk dan dengan ini -----
membuat perjanjian ini dengan syarat-syarat --

dan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut : ----
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—mr e DEFINISI —————————————-
- -Untuk keperluan Perjanjian ini mempergunakan
istilah-istilah yang mempunyai arti -=---————--—-

sebagaimana diuraikan di bawah ini : --———=—--

a.. “Bank” berarti perseroan terbatas PT BANK -
UCB INDONESIA, suatu Bank yang didirikan --
berdasarkan Hukum Indonesia berkedudukan =--

di Jakarta dan berkantor pusat di Jakarta,-

semua pengganti hak dan cabang-cabangnva.--
b. “Barang Jaminan” berarti setiap atau semua-
aktiva milik Penerima Kredit serta harta --
kekayaan atau hak-hak lainnya yang —-—---=~—--
dijaminkan dan dilaksanakan pengikatannya -
dengan dan berdasarkan dokumen-dokumen -—--
jaminan yang antara lain terdiri dari -----

tetapi tidak terbatas pada jaminan yang ---

‘diuraikan dalam pasal 15 Perjanjian ini.---
¢. “Dokumen-dokumen Jaminan” berarti setiap --
|dan semua dokumen pengikatan jaminan yang -
diserahkan oleh Penerima Kredit dan pihak -
lain untuk kepentingan Bank, baik yang —--
dibuat secara notariil maupun di bawah .———-
tangan, atas jaminan-jaminan yang —--——~-T"
diuraikan dalam pasal 15 Perjanjian ini.---
‘dt.“ﬂari Kerja Bank” berarti hari {kecuali ---
Minggu) dimana Bank-Bank di Jakarta, -—-——--
Singapore dan New York City dibuka untuk --

menjalankan usahanya,=-=-~—-————————m————————
e. “Hutang” berarti semua jumlah uang yang ---

terhutang oleh Penerima Kredit pada suatu -

iwaktu kepada Bank berdasarkan Perjanjian --—
--__-_-_-___‘—-—-—
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Tesis Kuasa Menjual Sebagai Sarana Eksekusi ... Vonny Anastasia



ahA

LR N

Tesis

IE-F LS FiH

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

}ini, termasuk tetapi tak terbatas pada ---—-

jumlah pokok, bunga dan biaya-blaya -—————-

lainnya.—————==————mme o m e

-ff. “Jumlah Pokok?” berarti jumlah kredit yang -~

ltelah ditarik.—=-—m=——=—=—--——————mmmmme oo

|g. “Kejadian Kelalaian” berarti setiap —--—---

]kejadian-kejadian kelalaian yang tersebut -

dalam pasal 16 dari Perijanjian ini.--——~=-—-

ih. “Kredit” berarti fasilitas kredit yang —---

Kuasa Menjual Sebagai Sarana Eksekusi ...

disetujui oleh Bank untuk diberikan kepada-
Penerima Kredit berdasarkan ketentuan—------
ketrentuan dari Perjanjian.---——w=-——cw————-—-
“Perjanjian” berarti Perjanjian yang ------
termaktub dalam akta ini, demikian berikut-

perpanjangan, penambahan, perubahan, ------

|penggantian/pembaharuannya, bailk yang —--=~--

JJdibuat di bawah tangan maupun di hadapan --

M G S . — S R — -~ e

“Periode Perhitungan Bunga’” berarti 1 --=---

{satu) bulan yang dimulai sejak tanggal ---

|penarikan sampai dengan tanggal yang sama -

bulan berikutnya berlaku untuk fasilitas —-

Overdraft {OD), sedangkan untuk fasilitas -

{Short Term Advance (ST-Adv) berarti -------

Eperiode 1l (satu) sebagaimana ditentukan ---

oleh Penerima Kredit berdasarkan —----------

ipemberitahuan tertulis 1 (satu} minggu —--——-
sebelumnya kepada Bank dengan ketentuan =---
bahwa kelalaian untuk melaksanakan --——=——=~

!pemberitahuan tersebut maka periode 1 --—-—-—-

l (satu) bulan yang berlaku, dengan ketentuan

|
lbilamana hari terakhir sesuatu Periode —-—-—
‘_‘_“_-_'_“‘—'-——-__.
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e e

Perhitungan Bunga jatuh pada hari yang —----
bukan hari kerija Bank, maka berakhirnya ---
Periode Perhitungan Bunga tersebut harus ——
l#ilakukan pada 1 (satu) hari kerja Bank ==~
sebelumnya.-—-——————————e——mer e —
lk, “offering Letter’” adalah Surat Penawaran --
| Kredit darl Bank yang telah disetujui dan -
diterima oleh Penerima Kredit, tertanggal -
25-10-2005 {duapuluh lima Oktober duaribu -
lima) nomor UOBI/SBY/L0O/028/2005, beserta -

seluruh penambahan, perubahan dan -=w-===--

perpanjangannya.,-—--—————————-———————eoo—o
R LY B
~-=-- JUMLAH DAN TUJUAN PENGGUNAAN KREDIT ----
- dengan menglndahkan ketentuan-ketentuan dari
Perjanjian. ini, Bank menyetujui untuk —---—-----
memberikan fasilitas kredit kepada Penerima =--
Kredit hingga jumlah pokok sebesar —————===—--
Rp.26.789.750.000,- {duapuluh sembilan miliar-
tujuhratus delapanpuluh sembilan juta --———---
tujuhratus limapuluh ribu rupiah) yang terdiri

dari . _____———"—————_""“""‘““'"—""'""'"""_'______T:__

I. Investment Credit Facility --—-—-——————r——-—--
| - Fasilitas Term Loan I (TL I) hingga ~----

jumlah pokok sebesar --—=m--r——r-—————-———-
Rp.1.789.750.000,- (satu miliar —-~-----
tujuhratus delapanpuluh sembilan juta --
tujuhratus limapuluh ribu rupiah}.--————-
Selanjutnya fasilitas Term Loan ini =----
harus ditarik seluruhnya oleh Debitur --

paling lambat 1 (satu} bulan dari —-----—-

tanggal perjanjian ini (selanjutnya ----
L-_-_‘_-_‘_'_-_‘—-—-—__

1
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ey | Tdisebut sebagai “Availability Period”),-
‘ir'.‘,,. .}\ \‘

_ﬂxig*; dan penarikan pertama harus dilakukan --
;;% Vgé _ paling lambat 1 (satu) bulan dari ------

tanggal perjanijian ini. Jika dalam ---—-

|jangka waktu Availability Period, dana -
fasilitas ini yang telah tersedia tidak-
digunakan, Debitur harus membayar kepada
Bank Cancellation Fee sebesar 1 % (satu-
persen) flat dari jumlah yang tidak ----

digunakan pada saat akhir dari jangka --

waktu Availability Period tersebut.,--—---

|~ Fasilitas Term Loan II (TL II) hingga --
" SR © - | jumlah pokok sebesar Rp.5.000.000.000,--
oo (lima miliar rupiah).,--—-——m————-s——umwo
Selanjutnya fasilitas Term Loan ini ----
harus ditarik seluruhnya oleh Debitur --
paling lambat 6 {enam) bulan dari =--—----
tanggal perjanjian ini (selanjutnya ----
disebut sebagai “Availability Period”), -
dan penarikan pertama harus dilakukan -~
paling lambat 2 {dua) bulan dari tanggal
perjanjian ini. Jika dalam jangxa waktu-
Availability Period, dana fasilitas ;ni-
yvang telah tersedia tidak digunakan, --—-
Debitur harus membayar kepada Bank -----
Cancellation Fee sebesar 1 % (satu —-—--
persen) flat dari jumlah yvang tidak ----
digunakan pada saat akhir dari jangka --
waktu Availability Period tersebut.---——-
Penerima Kredit dikenakan pula ---—-—---
Coomitment Pee scbesar 1 % (satu ———————

persen) per tahun dihitung berdasarkan -
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o ————

perhitungan harian dari jumlah fasilitas
Term Loan yang tidak ditarik, terhitung-
1 ({satu) bulan dari tanggal perjanjian -
ini hingga akhir jangka waktu ---—-—----
Availability Period, vang wajib dibayar-
'|pada akhir jangka waktu Availability --~

| II. Working Capital Credit Facility —--------

[- Fasilitas Short Term Advance (St-Adv) -
'hingga jumlah pokok sebesar —---——-——~-—--
Rp.23.000.000.000,- {(duapuluh tiga -=--

imi e rupEhhg -

| - Fagilitas Overdraft (OD) hingga jumlah-

|pokok sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga-
Imiliar el ah) gy —— - oo

Dengan ketentuan jumlah uang yang —————~-~

terhutang oleh Penerima Kredit kepada —---

Bank berdasarkan fasilitas Short Term ---

Advance (St-Adv) dan Overdraft (0OD) —-—-—---

borsama-sama seluruhnya dari waktu ke --—-

waktu tide¥ melebihi dari ~——————=»—————-

Rp.23.000.000.000,- {duapuluh tiga miliar

U R s — — 5~ — T -

- Catatan-catatan dan atau buku—buku/pembukuan
Bank merupakan bukti yang mengikat Penerima --
Kredit tentang jumlah pokok, bunga maupun ----
biaya-biaya apapun yang terhutang sewaktu-----
waktu oleh Penerima Kredit kepada Bank dan ---
Penerima Kredit tidak akan mengajukan --——----
keberatan atas perhitungan Bank kecuali bila -

terbukti ada kesalahan dalam perhitungan Bank.

- Dalam hal terjadi perubahan pada kredit, ---

—

14
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Inaka perubahan tersebut akan diatur oleh Bank-
dan Penerima Kredit.--——---—==-————-————m————wu-

~ Segala sesuatu yang menyangkut perubahan —--

o N

radit dalam Perjanjian akan diadakan ——-—-~--—--

(penyesuaian sebagaimana mestinya.—---------- -—
[ e BUNGA, KOMISI DAN BIAYA-BIAYA —~—-—--
| - Atas jumlah pokok yang terhutang, Penerima -
| Kredit wajib membayar kepada Bank : ———--—=----
\a. Bunga untuk fasilitas Term Loan T ———

| 1(TL I} sebesar 15,75 % {limabelasz koma
tujuhpuluh lima prosen) per tahun ; --

;b. Bunga untuk fasilitas Term Loan I[I ---

ﬂ(TL IT) sebesar 15,75 % (limabelas -—-

koma tujuhpuluh lima prosen} per —---—--
tahun ; - —————————— e ———
¢. Bunga untuk Fasilitas Short Term —---—-
Advance (St-Adv) sebesar 15,75 % —-—-—-

(limabelas koma tujuhpuluh lima ------

prosen} per tahun ; --——-———--—-——-—-—-——-
ld. Bunga untuk Fasilitas Overdraft (OD). -

sebesar 16,25 % (enambelas koma —--—----

duapuluh lima prosen} per tahun ; -»--

ie. Loan Fee sebesar 0,25 % (nol koma —--——

duapuluh lima prosen) flat, wajib ---—-

dibayar di muka setiap tahun.---—————--
- Apabila menurut pertimbangan Bank semata----
mata. ternyata tingkat suku bunga di atas tidak
cocok lagl digunakan sebagai dasar penentuan -
tingkat bunga, maka Bank berhak merubah dasar-

perhitungan tingkat bunga tersebut dalam pasal

3 ayat 1 Perjanjian inl dan tingkat suku bunga

15
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¥Eg;;ggut mengikat seketika pada saat -—-———-—--
pemberitahuan,—————-——===m==-———————e oo
- Semua perhitungan bunga dilakukan secara --—-
harian atas dasar pe@bagian tetap 360 -—-—---—--
{tigaratus enampuluh)Jhari dalam setahun -----
dihitung dari jumlah pokok.--~--———-—---——-——-
-.Bunga waljib dibayar secara efektif oleh ----

Penerima Kredit langsung kepada Bank pada ----

~-—— TATA CARA DAN SYARAT PENARTKAN KREDIT ---
- Penyerahan kredit dalam jumlah-jumlah -—-----
sebaéaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 —-
di atas, mungkin akan dibayarkan oleh Bank ke-
dalaﬁ rekening/account Penerima Kredit pada --
Bank bilamana telah dipenuhi syarat-syarat ---
sebagai berikut i -—————————————errrr——————

a. Bank telah menerima dari Penerima Kredit --

asell surat sanggup dan permchonan —-———--~-
penarikan kredit dari Penerima Kredit —-—-—-
sekurang—kurangnya 3 (tiga) hari kerja Bank

sebelum tanggal penarikan kredit oleh --—-—-

Penerima Kredit,-=-—=—r—————————————w- e
|b. Bank telah menerima dari Penerima Kredit --

'kopi salinan~salinan yang sah darli anggara:n

{dasar Penerima Kredit ; -—--------—------—--
|c. Pada waktu itu tidak terjadi atauy —---——----
berlangsung suatu kelalaian atau -——=~~—=—=--
pelanggaran yang diuraikan dalam pasal 16 -

Perjanjian inil, baik yang dilakukan oleh --

Penerima Kredit atau para Penjamin ; -—---——-

|d. Dokumen-dokumen jaminan telah dibuat dan --

' ig
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Iaiigndatangani dengan semestinya, masih —---

berlaku dan mengikat terhadap pihak-pihak -
yang membuat masing-masing Perjanjlan ~---~
tersebut, -~—=m--=—s—m—m e

aseli atau salinan sah daril masing-masing -

Perjanjian tersebut diserahkan pada Bank ;-
| e. Semua pernyataan yang diberikan oleh ---—--
| Penerima Kredit dalam perjanjian ini benar-
dan sesual dengan kenyataan sebenarnya ; --
if. Apabila tidak ada kejadian vang terjadi dan
berlangsung atau memberi akibat terjadinya-
~eladian kelalaian atau suatu kejadian yang
dengan pemberitahuan zatau lewatnya waktu --
atau kedua-duanya merupakan suatu kejadian-

kelalaian, balk berdasarkan surat —-—=—-———w-

pernyataan yang disampaikan oleh Penerima -

Kredit maupun menurut pertimbangan Bank.---
+g. Fasilitas Term Loan II (TL II} dapat ------
ditarik secara bertahap dengan margin —-—--~
maksimum sebesar 80 % {(delapanpuluh prosen)

dari nilai faktur harga konstruksi bangunan

pabrik yang dapat diterima oleh Bank.-—-----
| = Bank berhak untuk menoclak permohonan =~—=—=---

penarikan jilka menurut pertimbangan Bank ——--—-

" | semata-mata ada alasan untuk ituy.,--—-—-—--—--=-—-——-

- Permohonan penarikan mencgikat dan tidak —--—-

- Bank dengan ‘ini memberikan fasilitas kredit-

! kepada Penerima Kredit dengan perhitungan ----
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jangka waktu pengembalian kredit adalah -----~
sebagai berikut : ———-—-we—--mmm———e—m—rom oo
(i), Fasilitas Term Loan I {(TL I) akan —--—----

berakhir 23 (duapuluh tiga) bulan dari -

tanggal penarikan pertama fasilitas ini.

(ii} Fasilitas Term Loan II (TL I1) akan -—---
|

|

berakhir 54 (limapuluh empat) bulan dari

tanggal penarikan terakhir rasilitas ---

‘{iii) Fasilitas Working Capital akan berakhir-
12 {duabelas) bulan terhitung sejak ----
tanggal 21-11~2005 {duapuluh satu ------
Nopember duaribu satu).—-——————=———=m-———
- Mengenai jangka waktu Fasilitas Kredit
sub (iii) dapat diperpanjang atas —--—--—-
permintaan Penerima Kredit yang --—-—---—~
diajukan kepada Bank secara tertulis ---
sedikit-dikitnya 1 (satu} bulan sebelum-

berakhirnya jangka waktu Fasilitas ---——-

Kredit dimaksud.,-———==—————————— e ———
1— Permintaan tersebut diatas, dapat ------
idiperpanjang atas persetujuan dan ------

'Yehendak dari pihak Bank.=w====—=- e

- Penerima Kredit wajib membayar kemball —-—---
kepada Bank jumlah-jumlah pokok dan kewajiban-
kewajiban lainnya sekaligus lunas kepada Bank-
pada-saat tanggal jatuh tempo.,-w=—-wr————————e-
- Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam -

pasal 16 di bawah ini, Penerima Kredit wajib -

nembayar kembali hutang pokok kepada Bank —----
h-_-___'_‘_-———-_

' 1
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Sesuai dengan jadwal pembayaran sebagai ------
Igerikut D T e e e
Jl. Fasilitas Term Loan I (TL I} : ——==mw——-

’— 22 (duapuluh dua) kali angrfuran ~————-
[bulanan masing-masing sebesar «-----—-—-
iRp.??.?S0.000,* {tujuhpuluh tujuh juta
Itujuhratus Llimapuluh ribu rupiah) ----
]ditambah bunga dan angsuran terakhir -

ike-23 (duapuluh tiga) sisa hutang ----

ipokok ditambah bunga dan angsuran ke-1
i(kesatu) dimulai 1 (satu) bulan dari -

‘ ltanggal penarikan pertama.-----—-———---
IQ. Fasilitas Term Loan II {TL II}) : —=—————-

|~ 47 {empatpuluh tujuh) kali angsuran --
bulanan masing-masing sebesar --------
Rp.104.000.000, - {seratus empat juta -
rupiah) ditambah bunga dan angsuran --
terakhir ke-48 (empatpuluh delapan) --
Isisa hutang pokok ditambah bunga dan -

dimulal € (enam) bulan dari tanggal --

penarikan terakhir.-—-----—--—oov——
!~ Jika pembayaran kembali tersebut di atas —--
;jatuh pada tanggal atau hari yang bukan hari -
Ekerja Bank, maka tanggal terseput jatuh pada -
hari Kerja Bank 1 {(satu) hari berikutnya, atau
bilamana hari kerja tersebut jatuh pada bulan-
berikutnya maka pembayaran kembali tersebut --

jatuh pada hari kerja sebelumnya.--—-—=~=-————=-
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J—

secukupnya pada rekening giro Penerima Kredit-
di Bank atau cabang Bank vyang ditunjuk dan --—-
icabang-Bank yang akan ditunjuk tersebut berhak
mendebet rekening giro Penerima Kredit -~-----

sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Penerima

e PEMBAYARAN KEMBALI DIPERCEPAT -—--—--
E— Ketentuan Pembayaran Kembali Dipercepat yang
;berlaku untuk Fasilitas Term Loan {TL) sebagail
éberikut D e e e e e
;Penerima Kredit dapat membayar kembali sebelum
jatuh waktunya setiap pinjaman atau sebagian -
!darl suatu angsuran atau kelipatannya pada —-—-—

setiap tanggal pembayaran bunga jika telah ada

pemberitahuan secara tertulis tidak kurang =--

jdari 30 (tigapuluh) hari sebelumnya kepada ---
iBank tentang jumlah pinjaman yang akan dibayar
idipercepat dan tanggal pembayaran. Setiap —--—-
%pembayaran dipercepat ini harus diikuti dengan
ipembayaran accrued interest der prepayment fee

isebesar 1 % {satu prosen} per tahun terhadap -

Zjatﬁh waktu dari jumlah yang dibayar —-—-—-—==---

@dipercepat. Setiap jumlah yang dibayar ---—-=--

‘dipercepat tidak dapat ditarik kembali.-------
;— Ketentuan Pembayaran Kemballi Dipercepat ----
;untuk Fasilitas Short Term Advance (St-Adv} --
Ebebagal berikut : ===r———w———— e — e —
ESeluruh pinjaman Fasilitas Short Term Advance-
‘yahg-dibayar sebelum jatuh waktunya dikenakan-
denda 1 % (satu provsen) dari jumlah pinjaman -

| pokok dan seluruh accrued interest ditambah —-

T

20
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ibunga atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan-

- Apabila Penerima Kredit lalai untuk membayar
kewajibannya, baik jumlah pokok maupun bunga -

|dan atau jumlah lainnya yang harus dibayar ---

oleh Penerima Kredit kepada Bank karena sebab-
%apapun pada tanggal jatuh waktunya sebagaimana
;diatur dalam pasal 3 dan pasal 6 Perjanjian --
Eini, maka Penerima Kredit wajib membayar.denda
éatas jumlah yang lalai dibayar itu terhitung -
isejak tanggal jumlah:Eersebut harus dibayar --
isampai dengan jumlah tersebut dibayar --—-—-—---

seluruhnya yang besarnya adalah 4 % {empat ---
%prosen) per tahun di atas dari suku bunga Banx

iyang berlaku.—=——— ——————— e e e

Naae Vol e T BIAYA-BIAYA -—————=—-—=————-
i— Segala bilaya-biaya yang dibuat oleh dan ----
!untuk Bank dan atau Penerima Kredit, yang —----
lberkenaan iangsunc dengan Perjanjian ini dan -
%atau Dokumen-dokumen Jaminan dan ——-—=—-=-=-=--—-
?pelaksanaannya, menjadi kewajiban Penerima —--

CKredit ., —m—— s

5— Biaya-biaya tersebut meliputi tetapi tidak -

iterbatas pada @ —mmmm e
la. biaya-biaya yang dibuat dalam rangka --—-—---

pemeriksaan perusahaan Penerima Kredit olel

Bank ; --—rr————rm———————— —-F —- ——- —C—- —(— ——

LE;_E?i&meterai, pajak dan pungutan-pungutan --
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riainnya vang dikenakan oleh pemerintah ----
ataupun apa saja yang harus dikeluarkan --—-
atau dibayar berkenaan dengan persiapan, —-
\pelaksanaan, tindakan penyelenggaraan dari-
Perjanjian ini beserta segala Dokumen------
dokumen Jaminan ; -——————=-=-ssoo—mmm———————
‘c. biaya-~biaya dan pengeluaran yang dibuat -—--
sehubungan dengan pengamanan, pemindahan, -

penyimpanan, pengawasan dan penjualan —-----

jaminan ; —---—————memsommo oo oo
d. biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran ---
vang dibuat berkenaan dengan penagihan ---- -
kredit atau hutang dan penyelesaian hutang-
piutang oleh Bank atau oleh pihak ketiga --

fatau instansi-instansl yang ditunjuk oleh -

e ol T e e e B — e e — — — — —— e —
- - ie. biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan ---
dengan penilaian yang dilakukan atas harta-
L Penerima Kredit dan dilakukan oleh --——=w=--
perusahaan yang ditunjuk oleh Bank ; ---——---
1f. biaya-biaya notaris untuk pembuatan akta --

Perijanijian ini, Pendaftaran Jaminan Fidusia

{dan jaminan—jaminan lainnya ; —-———————==~~+
!g. biaya-biaya. lainnya yang harus dikeluarkan-
sehubungan dengan pemberian fasilitas —--—-—-

kredif,————————————=smm e m e ——

- Dalam hal timbul biaya-biaya sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat 1 dan 2 tersebut di atas -
idan Penerima Kredit belum juga membayar lunas-
|meskipun telah ditagih oleh Bank; maka Bank —-—

berhak untuk melakukan pendebetan atas -~—-—---

rekening Penerima Kredit dan untuk keperluan -
-_‘_‘_-_'___‘—-—-
22
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"{tu Penerima Kredit dengan ini memberi kuasa -
.yang tidak dapat dicabut kembali kepada Bank, -

' kuasa mana merupakan bagian yang tidak dapat -

i—v —————————— - KEJADIAN TAK TERDUGA -———————--—
.- Apabila terjadi suatu perubahan dalam ------
éundang—undang atau peraturan perundang---—--—--—-
5undanqan yvang berlaku yvang mengakibatkan tidak
. sahnya bagi Bank, atau menjadikan Bank dari --
!Segi pertimbangan finansiil menjadi tidak ----
?layak, untuk mempertahankan dan atau ---------
ﬁmelaksanakan kewaijibannya sebagaimana -------—-
gditetapkan dalam Perjanjian ini maka kewajiban
}Bank untuk memberlkan kredit dan segera ——=—--
berakhir dan Penerima Kredit wajib membayar --
kKembali kepada Bank, jumlah pokok berikut ——-
bunga dan kewajiban lainnyva yang harus dibavyar

oleh Penerima Kredit kepada Bank berdasarkan -

tParjanjian ini.———mm o mmm

- Penerima Kredit dengan ini menyatakan dan --

'menanggung_bahwa T T O

.~ Penerima Kredit adalah suatu perseroan -----
.. terbatas vang secara sah berdiri berdasarkan -
iUndang—undang Republik Indonesia dan ---------
iberkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II --

;Sidoarjo.—wa ——————————————————————————————————

- Penerima Kredit berwenang dan berhak untuk -
__‘_‘_-_‘_‘_-_-_-__—-—h

23

Kuasa Menjual Sebagai Sarana Eksekusi ... Vonny Anastasia



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tmelakukan usaha-usaha yang sekarang —--—-—------—-
dilakukannya dan mempunyal semua ijin-ijin ---
untuk meiakukan usahanya.---—---———om—mm oo
—-Penerima Kredit wajib memberitahukan ——----—-
‘tbilamana akan mengadakan perubahan Anggaran —-
‘Dasar Perseroan, merubah susunan pengurus dan-
merubah susunan para pemegang saham.---—-———---
- Pada saat tanggal Perjanjian ini, Anggaran -
-|Dasar serta semua perubahan-perubahan dari ---
Penerima Kredit sampai dengan perubahan -—----
terakhir, susunan pengurus dan susunan para --
pemegang saham persercan adalah sebagaimana --
tersebut di bawah ini ! -———-———-———-—-—r——~
- Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---
Penerima Kredit pada tanggal akta ini ---——-—-
ditandatanganl adalah sebagal berikut : -—--~--
- Direktur Utama : tuan GAN ARDHI GANIADI ; --
- Direktur : nyonva EFI JISKA ; —-———m———-
- Komisaris Utama: tuyan WIDODO SARWONO ; —~=—-
- Komisaris : tuan SANTOSO SARWONO ; —----

- Permodalan : ~—=m-—————m—m e
Modal Dasar Penerima Kredit berjumlan —------
Rp.30.000.000.000,- (tigapuluh milyar =-----
‘ruplah) terbagi atas 3.000 {tiga ribu) ———-
saham, masing-masing saham bernilai nominal-
sebesar Rp.10.000.0Q0,- (sepuluh juta --——--
rupiah} dan telah disetor dengan uang tunai-

sebosar Rp.15.000.000.000,- {limabelas —----

limaratus} lembar saham, dimiliki oleh : ---

a. Tuan GAN ARDHI GANIADI sebanyak 600 ———--—-

L(enamratus} saham ; - —»»—————————————————~—

Tesis Kuasa Menjual Sebagai Sarana Eksekusi ... Vonny Anastasia

miliar rupiah} atau sekanyak 1.500 (seribu - .



Tesis

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

: -W SANTOSO SARWONO sebanyak 900 —~-—--—-
1(sembilanratus) saham ; ————————————=—==~

| - Penerima Kredit berwenang dan berhak penuh -

untuk meminjar atau mendapatkan fasilitas ----

' kredit sebagaimana diuraikan dalam Perijanjian-

lini serta untuk membuat dan melaksanakan -—-~--
Perjanijian ini dan Penerima Kredit telah ——---
mengambil semua tindakan-tindakan yang --—----
diperlukan menurut anggaran dasarnya dan —-———-
:menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk ---
menyetujul penandatanganan dan pelaksanaan —--—-
dari Perjanjian ini atau dokumen lain atau ---
perijanijian yang harus dibuat dan yang -————-—~
‘berhubungan dengan Perjanjian ini.--—-———=—=-=—=-
|- Tidak ada suatu perkara pidana maupun =-----
perdata tuntutan pajak atau sengketa yang ----
sedang berlangsung atau menurut pengetahuan —--
Penerima Kredit mengancam Penerima Kredit atau

yang dapat mempunyai akibat atas harta ~~——----

kekayaan Penerima Kredit sehingga mempengaruhi

keadaan keuangan atau usaha Penerima Kredit --
%atau dapat mengganggﬁ kemampuan Penerima —-—-~
Kredit untuk melakukan kewajibannya —-=-———=<4=--
berdasarkan Perjanjian ini.-—---—--——----—--——-
|- Tidak terjadi dan atau sedang berlangsung --

| .
suatu keadaan yang akan merupakan kejadian ---

kelalaian atau yang dengan lewatnya waktu —---—-
Eatau pemberitahuan atau yang dengan kedua—----
e S

iduanya akan merupakan suatu kejadian =-—=e—=—o

{kelalaian.—w—¥-———————~——~——f —————————————————

|
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- Penerima Kredit berjanii dan menyetujui ----
bahwa selama kredit yang disediakan oleh Bank-

dan hingga pembayaran penuh dan lunas dari ——-

semua Jjumlah pokok dan jumlah-jumlah lainnya
.yang.terhutang berdasarkan Perjanjian ini, ---
Penerima Kredlt wajib, kecualli bilamana Bank -

nmelcpaskan ketentuan 1ni secara tertulis.—-----

I

~ Segera memberitahukan kepada Bank tentang

a. Semua perkara perdata terhadap Penerima —---
Kredit yvang jumlahnya adalah --—-—-———-—-—=——~
ARp.100.000.000, - (seratus juta rupiah} —---
atau saﬁa dengan nilai lawannya atau ------

T - W T TR i 7 e

]b, Semua perkara yang timbul antara Penerima -
_iKredit dan instansi Pemerintah ; ~-=-—-=--—-

fp, Suatu kejadian kelalaian atau suatu —-~—--=

!

kejadian yang dengan lewatnya waktu atau -
perberitahuan atau kedua-duanya akan ————-
menjadi kejadian kelalaian atau ; —-————-—-——-
dilAdanya guatu kerusakan atau kerugian atas -
Ikokaygan Penerima Kredit yang mencapai —-——-

Inilai 5 % (lima prosen} darli maksimum —=—=-—

jumlah kredit serta kKejadian-Kejadlan lain

vang diduga dapat mempengaruhl jalannya -—-

'perusahaan.-----s-os - momome oo
- Méhyémpaikéﬁ kepada Bank laporan keuangan --
secara intern.setiap kwartal dan laporan —---—--
keuaégén_tahuﬁan yang telah diaudit, masing---

masing berturut-turut selambat-lambatnya 90 --

(sembilanpul@hj hari dan 120 (seratus ~-—-—=—--

Te—

—
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._..-—-—'_—"'_"-'_'_—J
duapuluh) hari dari setiap akhir masa laporan-

vang bersangkutan.-—-———-->—————--—————r——————
- -Atas permintaan Bank melakukan tindakan-----
tindakan vang dianggap perlu oleh Bank dalam -
Jhubungannya dengan jaminan.-—————-~-s-mmmmmmmee
- Mempertahankan dan menjaga kedudukan -------
Penerima Kredit sebagal perserocan terbatas dan
semua hak-hak serta ijin-ijin yang sekarang --
dipunyai Penerima Kredit dan mohon ijin—ijin ~
baru segera bilamana ijin-ijin tersebut -—-—---
diperlukan untuk usaha-usaha Penerima Kredit.-
- Membayar “semua kewajlban-kewajiban pajak ---
pada saat kewaijiban tersebut harus dibayar.---
- Selalu mentaati semua undang-undang, —--——----
peraturan—-peraturan, petunjuk-petunjuk dari --
pihak yang berwenang vang berlaku terhadap —--
Penexima Kredit.-===-—p—=————~————m
- Mengijinkan setiap saat seorang atau lebih -
| petugas pejabat Bank atau badan yang ditunjuk-
Bank untuk memasuki gedung-gedung serta ------
tempat-tempalt yang digunakan c<leh Penerima ---
Kredit guna memeriksa jalannya usaha-usaha --—-

Penerima Kredif, === ===

- Penerima Kredlit wajib mentaati semua —------
jketentdan-ketentuan yang tercantum dalam -—-----

;offering Letter yang telah ditandatangani —---

;antara Penerima Kredit dan Bank.-—-———~—-——————-
)

R e Pasal 14.-——=—-————mm———mmm
| ————- ~ HAL-HAL YANG TIDAX DIPERBOLEHKAN -—--—-

Setelah Perjanjian ini ditandatangani Penerima

' Kredit tanpa persetujuan tertulis terlebih —---

e
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daﬁaiu dari Bank, Penerima Kredit tidak boleh-
melakukan hal-hal sebagail berikut @ ------m---

a. melakukan merger, konsolidasi atau —-----
membeli atau dengan cara lain memperoleh
perusahaan atau saham-saham dalam ------
persercan lain atau menjual asset ------
perusahaan Penerima Kredit, kecuali ----
untuk keperluan aktivitas pokok Penerima
Kredit ; —-=———==~-r——mmmmmm
|b. mengubah anggaran dasar Penerima Kredit-

dan/atau susunan pemegang saham Penerima

Kredit ; —=———————mmmm e o e
Ic. menjaminkan harta kekayaan Penerima —---
Kredit yang ada saat ini atau akan ada -
Qi kemudian harl kepada plhak lain —----
termasuk menjamlinkan secara kolateral -~
kepada kreditur lainnya, tanpa —--—-----
persetujuan tertulis terlebih dahulu ---
dari Bank, kecuali yang telah —---—-w-———-
diceritahukan oleh Penerima Kredit —-----
kepada Bank sebelum penanda-tanganan —-—-
Perjanjian ini ; -——————————m————-——m oo
- e o d. melakukan pembavarar wan pembayaran'———n

dipercepat atas hutang-hutang lain dari-

| Penerima Kredit kecuali yang menyangkut-
usaha Penerima Kredit sehari-hari ; --—-
\le. melanggar ketentuan dalam perjanjian --—-

\kredit dan pengakuan hutang yang lain ;-

LI e T ““yfb‘mendapat kredit/pinjaman uang dari bank-
'iatau lembaga keuangan bukan bank lain, -
kecualli kredit/pinjaman yang akan =--—---

jdiperoleh Penerima Kredit tersebut telah

—
—_
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Taigégitahukan oleh Penerima Kredit -----

kepada Bank ; ~=—==—=e-—mmmemm s m o
|g. melakukan perubahan apapun atas --------
| ]perusahaan Penerima Kredit khususnya ---

|atas kepemilikannya {kecuali perubahan -
yvang diharuskan cleh Pemerintah).-------

|- Pasal 15.-——————————————-~

i— Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran —---—-
ikembali dengan tertib dan sebagaimana meétinya
Edari jumlah pokok dan jumlah-jumlah lainnya --
_iyang karena sebab apapun Jjuga terhutang dan -—-
iwajib dibayar oleh Penerima Kredit kepada Bank
%berdasarkan Perjanjian ini, maka dengan ini --
éPenerima Kredit memberi jam.nan kepada Bank --
iberupa-: —————————————————————————————————————

1. Tanah berikut bangunan diatasnya —---—----
terletak di Desa Keboansikep, Kecamatan-
Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, di dalam -
Propinsi Jawa Timur, yang diuraikan ----
dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan —--—--
nomor 8/Keboansikep, terletak di Desa --
Kebdansikep, Kecamatan Gedangan, —-———--
Kabupaten Daerah Tingkat II Sidcarjo, di
dalam Propinsi Jawa Timur, seluas ~=-----
21.150 M2 (duapuluh satu ribu seratus --
limapuluh meter persegi), diuraikan ----
dalam Gambar Situasi, tertanggal ~-=----
23-10-1985 {duapuluh tiga Oktober seribu
sembilanratus delapanpuluh lima} -—-----—-

nomor 4249/1985, sebagaimana ternyata —-

darl sertifikat yang dikeluarkan oleh --

—_

%
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e

Kantor Agraria Kabupaten Sidoarjo, -----
tertanggal 7-8-1987 (tujuh Agustus -----
seribu sembilanratus delapanpuluh --—---
tujuh), terdaftar atas nama Perserocan --
Terbatas PT. PARAMITHATAMA ASRIRAYA, ---
berkedudukan di Sidcarijo ; =——==-m——c—w—-
e B - - - - {= yang untuk pelaksanaannya akan ----—---

- I - - - -|dilakukan dengan SURAT KUASA MEMBEBANKAN
JHAK TANGGUNGAN, tertanggal hari ini, ---

qnomor 20, dibuat di hadapan saya, ------

INotaris ; =—=cmm—m e e
<. Tanah dan bangunan diatasnya yang —--—----—-
Jterletak di Desa Gedangan, Kecamatan ---
|Gedangan, Kabupaten Daerah Tingkat II --

Sidoarjo, yang diuralkan dalam : --—----

2.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor-
44 /Gedangan, terletak di Desa —-——--
Gedangan, Kecamatan Gedangan, —--—-—-
Kabupaten Daerah Tingkat II ---—----
Sidoarjo, di dalam Propinsi Jawa -~-
Timur, seluas 13.906 M2 (tigabelaas-
ribu sembilanratus enam meter -----
persegi), diuraikan dalam Gambar --
Situasi, tertanggal 15-1-199%4 -——--~
{sembilanbelas Januvari seribu —----
sembilanratus sembilanpuluh empat)-
nomor 288/1994, sebagaimana --—----
ternyata dari sertifikat yang ——-—-
dikeluarkan oleh Kantcr Pertanahan-
Kabupaten Sideoarjo, tertanggal ----

28-1-1994 {duapuluh delapan Jaruari

seribu sembilanratus sembilanpuluh-

—_—
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T
lempat)}, terdaftar atas nama ARDHI -
|GANIADI ; —=—==mmmmmeemmmmmmmmeo o

t— yang untuk pelaksanaannya akan -
Edilakukan dengan €STJRAT KUASA ~-—---—--
| MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN, --—----
Etertanggal hari ini, nomor 21, ----
Edibuat di hadapan saya, Notaris ; -

-’2;2. Sertifikat Hak Milik nomor —---we-—-

36l/Gedangan, terletak di Desa ----

Gedangan, Kecamatan Gedangan, -----

Kabupaten Sidocarjo, di dalam -~—---

Propinsi Jawa Timur, seluas --—-----

931 Mz (sembilanratus tigapuluh ---

satu meter persegi}, diuraikan ----

dalam Gambar Situasi, tertanggal -
18~12-1992 (delapanbelas Desember -
seribu sembilanratus ~——-—---~--———-

sembilanpuluh dua) noumor 6048/1%92,

sebagaimana ternyata dari —---------

sertifikat yvang dikeluarkan cleh -

Kantor Pertanahan Kabupaten ---—---

Sidoarje, tertanggal 23-1-1993 ~—--

(auapuluh tiga Januari seribu =-----

sembilanratus sembilanpuluh tiga), -

terdaftar atas nama ARDHI GANIADI ;

- yang untuk pelaksanaannya akan —--

dilakukan dengan SURAT KUASA ---——-

MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN, ---—-~--

tertanggal hari ini, nomor 21, —--—-~

dibuat di hadapan saya, Notaris ; -

3. Mesinu-mesin senilai tidak kurang dari --

Rp.20.000.000.000,- (duapuluh miliar —---

3i
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ruplab}, sebagaimana ternyata dari -----
DAFTAR MESIN DAN PERALATAN ————=ww-m—o——ae
pT. PARAMITHATAMA ASRI RAYA TAHUN 2005, -
tertanggal 11-11-2005 (sebelas Nopember-
duaribu lima), dibuat di bawah tangan,

bermeteral cukup ; -~—-~—-momem————m—eeo

— yang untuk pelaksanaannya akan —--—-----

{dilakukan dengan AKTA JAMINAN FIDUSIA --

ATAS MESIN, tertanggal hari ini, nomor -
16, dibuat di hadapan saya, Notaris ; --
Batian baku, barang setengah jadi dan ---
barang jadi (selanjutnya disebut -------
sebagal “Inventory”) senilai tidak ---—--
kurang dari Rp.7.000.000.000,- {(tujuh --
millar rupiah), sebagaimana ternyaéa -——-
dari Daftar Stock Bahan Baku Per ---—--—-
30 September 2005, tertanggal 11-11-2005
(sebelas Nopember duaribu lima), dibuat-
di bawah tangan, bermeterai cukup ; ----
- yang untuk pelaksanaannya akan ---——--
dilakukan dengan AKTA JAMINAN FIDUSIA --
ATAS PERSEDIZAN BARANG, tertanggal hari-

ini, nomor 17, dibuat di hadapan saya, -

Notarls ; ———————se— i me e —

Piutang Usaha atau Tagihan (Borrower’'s -

: EAccount Receivable) senilal tidak kurang

Edari Rp.7.000.000.000, - (tujuh miliar —-—
rupiah), sebagaimana ternyata dari —----
‘Daftar SALDO PIUTANG DAGANG PER -——--——-—-
SEPTEMBER 2005, tertanggal 11-11-2005 --

(sebelas Nopember duaribu lima), ---—---

dibuat di bawah tangan, bermeterai —---—---

‘\-_-“_‘_‘_"‘“—'—-—-.
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dilakukan dengan AKTA JAMINAN FIDUSIA --
ATAS PIUTANG USAHA, tertanggal hari ini,

nomor 18, dibuat di hadapan saya, -—-——--

Notaris ; ——=——~=————-——— o m— s mm e

6. Pemberian Jaminan Borg oleh tuan GAN —---

ARDHI GANIADY dan tuan SANTOSO SARWONO ;
- yang untuk pelaksanaannya akan -------
dilakukan dengan akta PEMBERIAN JAMINAN-
(BORGTQCHT) PRIBADRI, tertanggal hari ---
ini, nomor 19, dibuat di hadapan sava, -
Notarig,————-—m-— =
Y Menjalankan seluruh transaksi --—-——-------
'operasional keuangan termasuk pengiriman

uang melalul Bank UOB Indonesia Cabang -

SUIZDaYa. e e e — — — = — = = —— e e e
8. Tidak menjaminkan asset-asset Penerima -
Kredit yang dimiliki sekarang maupun ---
yang akan ada di kemudian hari kepada --

pilhalkl | G g —~ — - — -~~~ ————————————————

- Sebagal pengecualian dari ketentuan---------

ketentuan lain dalam Perjanijian ini maka ---—-—-

ldengan terjadinya salah satu kejadian-kejadian

Itersebut di bawah ini dapat memberikan hak ---
kepada Bank untuk mengakhiri kewajiban dari --
Bank untuk memberikan atau mempertahankan ----
Kredit dan atas kehendak Bank akan —-————————-

mengakibatkan bahwa Jumlalb Pokok dan jumlah---

jumlah lainnya yang terhutang oleh Penerima --

—_—
—_—
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|Kredit kepada Bank wajib dibayar dengan segera

dan sekaligus tanpa pemberitahuan adanya --—---
Kejadian Kelalaian atau permintaan untuk -----

pembayaran atau lain-lain pemberitahuan dalam-

Ibentuk apapun juga.----—--——-————————————————-
[ Kelalaian Penerima Kredit untuk melaksanakan
Ekewajj_ban atau melanggar suatu ketentuan vang-
tercantum dalam Perjanjian ini, termasuk —-—----
kelalaian untuk membayar setiap jumlah, baik -
Jumlah Pokok maupun bunga atau jumlah lain ---

vang harus dibayar Penerima Kredit kepada Bank

Ib@rdasarkan Perianjian inl,—-—w——-—r——wem———— e

;— Bilamana ternyata bahwa suatu pernyataan —--—-

i
I

jatau jaminan yang diberikan oleh Penerima ----
| Kredit kepada Bank dalam Perjanjlan inli atau -
salah satu dari Dokumen-dckumen Jaminan tidak-
beuar atau tidak sesual dengan kenyataan.—---—--
= Bdnk tidak mendapat jaminan yang sah berlaku
dan mengikat atas jaminan-jaminan yang —-----—-
seharﬁsnya diberikan kepada Bank berdasarkan -

pasal 15 Perjanijian ini.-——-—=-————-——-—co-————-

- Penerima Kredit tidak mematuhi sesuatu —----

_[peraturan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah-

Jyang mengakibatkan ijin usaha Penerima Kredlt—

dicabut,-—————--—---— oo
E— Penerima Kredit menyatakan secara tertulis -
édan secara umum tidak bisa membayar hutang-———-

Ehutangnya pada tanggal jatuh waktunya atau ---

imengajukan suatu permohonan atau melakukan ---

Itindakan untuk kepailitan atau insolvensi.~---
— .

b4
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szgémua atau sebagian besar dari kekayaan ———-
;Penerima Kredit disita akibat terkena sesuatu-
-perkara akibat sengketa.----rem———mmmm—m——m e
‘- Bilamana terjadl suatu keadaan yang menurut-
‘pendapat Bank sendiri dapat menghambat usaha -

‘Penerima Kredit atau dapat mengakibatkan bahwa

mmm e BERLAKUNYA KETENTUAN UMUM —--------
i— Untuk Perjaniian ini berlaku semua ketentuan
-{ketentuan penberian kredit perbankan ~-------—-
@Pemerintah Republik Indonesia yang pada —------
;umumnya baik yang telah maupun yang akan -—-=—--
?dinyatakan berlaku oleh Bank Indonesia dan ---
'atau oleh pihakx lain yang ditunjuk untuk —-~---

;itu serta ketentuan syarat-syarat umum bagi --

[T N S o BIAYA-BIAYA LAIN —-————————=—-
- Segala biaya dan pengeluaran yang dibuat ---
éoleh'dan untuk Bank atau Penerima Kredit yang-
'berkenaan dengan pemberian Kredit dibebankan -~
'Yepada Penerima Kredit.——————m—mmmomeo e
'~ Blaya-biaya dan pengeluaran demikian =------
émeliputi'diantaranya, namun tidak terbatas ---
Ipada ; mmmm e
‘a. Pengeluaran-pengeluaran yang dibuat dalam -

[rangka pemeriksaan perusahaan Penerima ----

JKredit oleh Bank ; ———— =~
'gb. Bea-bea meterai, biaya pendaftaran, pajak -

Lgéfhpungutan—pungutan lainnya yang ————--—--
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"

ikenakan oleh Pemerintah Republik ---=-~=-
Indonesia ataupun apa saja yang harus -----
dikeluarkan atau dibayar berkenaan dengan -
persiapan, pelaksanaan, tindakan ——-———--—----
penyelenggaraan dari Perjanjian beserta ---

segala dokumen—-dokumen hukum yang ---------

berkenaan, termasuk dokumen-dokumen -------
|jaminan s bt

ic. Biava-biaya dan pengeluaran-pengeluaran —--
|

UYL . - . “}yang dibuat dalam hubungan dengan -=--------

pemindahan, ; penyimpanan, pengawasan dan ---
penjualan jaminan ; --——-—--———-—m—- -
.1d. Biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran ---
vang dibuat berkenaan dengan penagihan ----
krédit dan penyelesalan utang piutang oleh-
pihak ketiga atau instansi yang ditunjuk --

GlolisBank ;) g W - ———-——————

- Jika terjadi perubahan atau perubahan-------
.4 perubahan:..dalam suatu perundang-undangan, —-——-
Sl e © . +.. . - |peraturan-peraturan atau pedoman-pedoman yang-
berlaku atau dalam tafsiran resmi dari padanya

vang el il & ERFF oot e e e mm e

a. Membebani Bank dengan sesuatu pajak vang --

berkenaan dengan pembayaran pokok atau —---

bunga dari kredit dan atau ; -—-——=-—————---
b. Mengubagh dasar perpajakan dari jumlah pokok

idan.bunga dari kredit kepada Bank ; --——---
dan akibat dari padanya menaikan biaya Bank --
|dalam memberikan atau menyelesaikan kredit ---

yang bersangkutan, maka tambahan tersebut ----
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- Semua pemberitahuan yang harus diberikan, --
wajib diberikan dengan mengirim pemberitahuan-
itu dengan telex, facsimile atau pos tercatat-
atau dikirim dengan disertai bukti tanda -----
terima khusus,———r = -m e e e e e
- Pengiriman berita melaluil telex baru —-——----
dianggap diterima apabila ada kode jawaban ---
{answerback} dan pengiriman melalul pos udara-
tercatat terbukti dari tanda penerimaan ke ---

alamat masing-~masing tersebut di bawah iri : -

a. PT BANK UOB INDONESIA ——=——————e———mmmm e
IGEDUNG EKONOMI Lantai 5, ———m——m———we—————wx

Jalan Embong Malang nomor 61=-65 ——————-———--

|Surabaya ———=————~—m——m e
Nomor Telex : 36519 UOBB IA ; ——-———-—--
Nomor Telepon : (031) 5325166, 5325177, -

[5325938, 5325961 ; —~--v

|Nomor Facsimile : (031) 5325220 ; ————-——w-n
ib. PT PARAMITHATAMA ASRIRAYA ~———m e
Jalan Jenggolc neomor 8, Gedangan —-—-—-——-=——--
Sidoarjo 61254 —————me— e m e
Telepon 1 (031) 8910525 ; ——=—m——wm——- S
Facsimile : (031) 8910523 ; ———————mmmm—mm

tau ke alamat lain yang ditentukan secara-

tertulis cleh salah satu pihak.--=--—-=--—-

[ — Setiap pemberitahuan yang disampaikan ------

|
[
Imelalui telex dikonfirmasi dengan kode --=----
I fjawaban akan dianggap telah diterima pada ----
|

thari kerja pertama berikutnya setelah hari ---

' pengiriman, setiap pemberitahuan melalui pos -

|
igggra tercatat akan dianggap telah diterima --

' 37
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__--—""_'_._--._.-._-' N .
ATST o Wi [pada -hari ketujuh (7) setelah hari ----=------
lpenairiman dan pemberitahuan yang diserahkan -
sendiri akan dianggap telah diterima pada ----

waktu diserahkan,-—-—--sr—mmm———— -

- Apabila Penerima Kredit berkxewajiban untuk -
imelakukan suatu kewajiban berdasarkan --—=-=---=-
iPerjanjian dalam suatu waktu yang ditetapxain -
dan -lalal melakukannya, maka dJdengan lewatnya -
waktu saja sudah merupakan suatu bukti yang --
sah dan cukup dari kelalaian Penerima Kredit -
isehingga pemberitahuan keterangan atau bukti -
dalam begntuk khusus apapun juga tidak --——----
diperlukan lagi.-——-——-—-"——----—>——m—m
- Kelalaian atau keterlambatan pihak Bank ----
untuk menggunakan sesuatu hak, kekuasaan atau-
hak istimewanya berdasarkan Perjanjian ini -=--
tidak akan berarti bahwa Bank telah melepaskzn
hak tersebut, demikian juga melaksanakan satu-
persatu atau sebagian dari hak, kekuasaan atz:
hak istimewa menurut Perjanjian ini tidak aka-n
menghalangil pelaksanaan selanijutnya dari hak--
o hak.tersebut di atas atau pelaksanaan hak, ---
kekvasaan atau hak istimewanya.-—=——-w=-- -
SR - Bank berhak mengalihkan hak-haknya -~——-----
\berdasarkan Perjanjian ini dengan --—---—-—--—----
pemberitahuan kepada Penerima Kredit.---—-——---
1~ Penerima Kredit dengan ini memberi kuasa ---
kepada Bank untuk membuat dan menandatangani -
akta Pengakuan Hutang Murni sesuai dengan ----
ketentuan yang dimaksud dalam pasal 224 HIR.--

- Semua kuasa-kuasa yang termaktub dalam aktz-

iini merupakan baglan yang terpenting dari da-n-

_—

>
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—————

7rtidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini dan

oleh karena itu maka kuasa-kuasa tersebut —----

| tidak dapat ditarik kembali dan atau ---------

sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813 --

|
~{dibatalkan dengan cara apapun juga atau karena
|

. Kitab Undang-undang Hukum Perdata,------———-----
~ Penerima Kredit menyatakan bahwa Penerima --
Kredit mengetahul dan menyvadari benar adanvya -
gresiko yang berhubungan dengan pemberian -----
;pinjaman dalam valuta asing dan karenanya Bank
sama sekali tidak bertanggung jawab atas -----
resiﬁo kehilangan, kerugian atau pembayaran --

lain yang timbul akibat hal tersebut.-———-----

- Jumlah Maximum Approved Advance Margin —-----

dari Tanah dan Bangunan pada setiap waktu ----

tidak melebihi dari 70 % (tujuhpuluh persen} -
|'dari nilal Tanah dan Bangunan yang dijaminkan-
ikepada Bank berdasarkan hasil penilaian =-—-=----
?Perusahaan Penilai yang ditunjuk oleh Bank ---

'atau berdasarkan harga pasar, mana yang lebin-

;— Nilai Tanah dan Bangunan yang dijaminkan ---
Esetiap saat tidak boleh kurang dari ---——=-----
'Rpi21.507:000.000,~ (duapuluh satu miliar —---
élimaratus tujuh juta rupiah) berdasarkan hasil
épenilaian Perusahaan Penilai yang ditunjuk ---
;oleh Bank atau berdasarkan harga pasar, mana -

lyang . lebih rendah.—-——=mmomeaem e

{~ Terhadap hal-hal lain yang belum tercakup --
|

dalam Perjanjian ini maka berlaku pula —-------

| syarat-syarat yang ditentukan dalam ----------
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Tpersetujuan yang telah disepakati antara Bank-

i—e——_ ——————————————— Pasal 20.—--————-———————--
| -—————~ HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI ---—--—
—~ Perjanjian ini dan pelaksanaannya akan -----
diatur dan ditafsirkan menurut Hukum Republik-
[Indonesia.———— ————————————————————————————————
- Akhirnya para penghadap dengan bertindak ---
sepertl terebut menerangkan tentang akta inl -
dengan segala akibatnya memilih tempat ---—----
kediaman yang umum dan tidak berubah di —------
JKepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya, --
Idengan tidak mengurangl wewenang Bank untuk --
memchon pelaksanaan (eksekusi) Perjanjian ini-
dil Pengadilan~-pengadilan Negeri lain,-——-——-———-
Akta ini diselesaikan pada pukul 9.45 WIB ———-

(sembilan empatpuluh lima Waktu Indonesia ----

| —mmmm e DEMIKIAN AKTA INI ———-----——---

dibuat dan diselesaikan dalam minuta di ~——----

iSurabaya, pada hari dan tanggal tersebut pada-
lawal dkta ini dengan dihadiri oleh UUN -—-----
éRAHAYUNINGRUM, lahir di Surabaya, pada ;anqqal
}28~4—1971 (duapuluh delapan April seribu -----
isembilanratus tujuhpuluh satu), Warga Negara -
iIndonesiaL bertempat tinggal di Surabaya, ----
Ejalan Bratang Gede 6-D/47-A, Kecamatan —-----—-
%Wonokromo, pemegang Kartu Tanda Penduduk —-----
é{N.I.K) nomor 12.5617.680471.0009~dan HARUM --
 WAHYUNINGTYAS, Sarjana Ekonomi, lahir di -----
. 3idoarijo, pada tanggal 28-6-1%73 (duapuluh ---

~delapan Juni seribu sembllanratus tujuhpuluh -
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'YIGETTFﬁérga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Sidoario, jalan Bali 12, Klurak, --
Kecamatan Candi, pemegang Kartu Tanda Penduduk
'XN.I.K) nomor 12.14.07.680673,0005, untuk —----
:sementara berada di Surabaya, kedua-duanya -—-

pegawal kantor notaris, selaku para saksi.-—--

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini -
. kepada para penghadap dan para saksi tersebut-
?maka segera akta inil ditandatangani oleh para-

ipenghadap, kemudian para saksi dan akhirnya --

ioleh saya, Notaris.———————mmmrm e

.- Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan-

41
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Disahkan coretan --
dengan diganti pada
lembaran tambahan
vang dilekatkan ---
nada akta ini.-------
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duaribu lima

(

DYAH AMBARRWATY SETYOSO, Sarjana Hukum, )

varfanbendaxishan Surat Keputusan

tang gl
diangka t,rd;

=

kerm
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[
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saksi-sakst vung saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini 1 ------
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lembaran tambahan
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ST : 04.358.328 : PP
LEMBARAN TAMBAHAN

Tuan ARDHI GANIRDI dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis-
GhAk ERDHI GANIADI, lahir di Surabava, pada tanggal ———-

L3-3-1%01 {figabelas Maret seribu semollanratus -—------
moaigosiolh salu), Warga Negara Indoneslia, swasta, ------

“inggal di Surabaya, jalan Comal nonor 34, --
Yocanavran Tegalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk ———-
(9. 1.KY nomor 12.5612.130361.0G001 ; -—~——»———m=——m—————-
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sel2ku-
Direktur Ytama dari dan sebagai demikian sah mewakili -
untul dan atas nama perseroan terbatas PT PARAMITHATAMA
frkaTfh berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II -
qoqrﬂc, vang anggaran dasar dan perubahannya telah —--
aumkan dalam @0 mmmem e e s e e e e e e e
ita Negara Republik Indonesia, tertanggal --------
5-1994 (tigzbelas September seribu sembllanratus -
aT¢Laﬂphth enprk) nomor 73, Tambahan nomcr —-------

[ R R 8 L_.
L O

ita Negdra Republik Indonesia, tertanggal --------
-1395 {szembilanbelas Mei seribu sembilanratus ---
+oilanpuluh lima) nomor 40, Tambahan nomor —-——--—----
68/1995 ; Rk P e - — - —————————————————
-r:ta Negara Republik Indonesia, tertanggal ———————-
12-1998 (duspuluh dua Desember seribu ---=——w—w_——-
smbiianratus sembilanpuluh delapan} nomer 102, -----
e BN OO I i SO IO G
riva Negara Republik Indonesia, tertanggal --=------
-10-20C2 (duapuluh dua QOktober duaribu dua) nomor -
Tambahan nomor 12939/2002 ; --——--—m—ommmmo—
erita Negara Republik Indonesia, tertanggal —--------
5-10-2002 (duapuluh lima Cktoher duaribu dua) nomor-
Tambahan ncror $v5/2002 ; —~——--+—-—m————————— ———
RN TETP N T ks T i
BERITA ACARRA, tertanggal 1-6-1995% (satu Juni ---
su sembilanratus sembilanpuluh lima) nomor 49, --
‘hbuat oleh JULIA SELOADJI, Sarjana Hukum, pada waktu
Notaris di Warn-8Sidoarjs ; ————=-r—-——m—mmmmmm -
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT, tertanggal 28-5-199%6
uluh delapan Mei seribu sembilanratus ------—---
lanpuluh enam) nomor 61, dibuat di hadapan -----

oy b= 1
|
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(AR tD o L\ (L‘

on r\) (Il 1, v r\_':
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[O T B
S0 s i el o1
\1' v

H VU SRR S

w

m

-~
o E

In T =

YANG S8I3 ; ~ = — e e e
- chta BERITA ACARA, tertangqal 21~ 10 1998 (duapuluh --
sati OVtober seribu sembilanratus sembilanpuluh -----
delapan) nomor 20, dibuat oleh Notaris yang sama ; --

- - akta BERITA ACARA, certanggal 21-7-1999 {duapuluh ---

satu Jull seribu sembllanratus sewmbilanpuluh --—--=---
sembilan) nomor 20, dibuat oleh Notaris yvang sama ; -
-"akta BERITA ACARA, tertanggal 15-3-2000 (limabelas --
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rat duaribu) nowmor 18, dibuat oleh JULIA SELOADJI, -
na Hukum, Notaris di Surabaya ; ————=————~————===

- akta RBERITA ACRRA, tertanggal 28-2-2002 (duapuluh ---
dzlapan Pebruari duaribu dua; nomor 67, dibuat oleh -
Horaris yang sama ; —— - - """ TTTToo-—o oo oo oo oo oo —— oo oo

-~ akta BERITA ACARA, tertanggal 5-6-2004 (sembilar Juni
(sembilan Juni duaribu empat]} nomor 37, dibuat oleh -
Notaris yang Sama ; —«—- - - = mo o me oo s oo oo

- sedang untuk melakukan tindakan hukum menurut akta --
ini telah mendapat persetujuan dari seluruh pemegang --
ham persercan terbatas tersebut di atas sebagaimana -
nvata dari BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA ------
EGAMG SAHAM PT PARAMITHATAMA ASRIRAYA, tertanggal --
-11-2005 {limabelas Nopember duaribu lima), dibuat di
ah tangan, bermeterai cukup, yang aselinya -—-——-——-
katkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal -
ini, nNoner g e — — ———————— == - ———————
:qang hak atas tanah yang akan dijadikan Obyek Hak -
gungan, selanjutnya dlsebut Pemberi Kuasa.----—-----

m
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Tuan GOENAWAN SURIP, lahir di Surabaya, pada tanggal
25-2-~1970 {duapuluh lima Pebruari seribu -----—————--
sembilanratus tujuhpuluh), Warga Negara Indonesia,

Branch Manager persercan terbatas vang akan disebul-
di -bawah ini, bertempat tinggal di Surabaya, jalan -
Dharmahusada Permal 6/17 V-526, pemegang Kartu Tanda
Penduduk {(N.I.K) nomor 12.5622.250270.0001 ; -—————-
Necna FANGIO CHRISGOVANI, lahir di Surabaya, pada ---
tanggal 14-6-1977 {empatbelas Juni seribu —-———--—----
sempilanratus tujuhpuluh tujuh), Warga Negara ----—-
Indonesia, Officer perserocan terbatas yang akan ----
disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Surabaya,
jalan Mojoarum 1/95, Kecamatan Gubeng, pemegang Kartu
Tanda Penduduk (N.I1.XK) nomor 12.5604.300569.0003 ; -
- menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak ---
cdalam kedudukan mereka selaku kuasa Direksi -----------
shegalmana ternyata dari POWER OF "ATTORNEY, dibuat di-
awsh tangan, bermeteral cukup, tertanggal 14-11-2005 -
{empatbelas Nopember duaribu lima} nomor —--——-—-----—-——--=~
UOBI/POR/092/2005, vang aselinya dilekatkan pada ~~----
minuta akta saya, Neotaris, tertanggal hari ini, nomor -
15, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama —-——---
persercan terbatas PT BANK UOB INDONESIA, berkedudukan-—
di Jakarta, {melalui kantor cabangnya di Surabaya), ---
yvang akta Pendirian dan Perubahannya dibuat di -----—---
hadapan KARTINI MULJADI, Sarjana Hukum, Notaris di —----
Jakarta, yang akta pendirian dan -perubahannya ---------
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----------
Indonesia, tertanggal 30-1-1990 ({tigapuluh Januari ----
seribu sembilanratus sembilanpuluh) nomor 9, --—=--———--—
Tambahan nomor 351 dan bertalian dengan --——-—--———————-
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akta-akta : ————=———-———mo———e————So oo oo —ee—mmo o
— PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS --
P.T. UNITED OVERSEAS BANK BALI, tertanggal -—----
6-8-1993 (enam Agustus seribu sembilanratus ----
sembilanpuluh tiga) nomor 34 ; —---—-mooTTTTmTTo
- DPRNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSERCAN TERBATAS —-—
P,T. UNITED OVERSEAS BANK BALI, tertanggal ——--—-
14-4-1994 emnpatbelas April seribu sembilanratus-
:c:blldnpuluh empat) nomor 77 ; ——-—————oo—oo oS
- DERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS --
Z.7. UNITED OVERSEAS BANK BALI, tertanggal -——=--
15-8-1994 (limabelas Agustus seribu —----——-=--—-
sembilanratus sembilanpuluh empat) nomor 121 ; -
- PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS --
o.T. UNITED OVERSERS BANK BALI, tertanggal -----
-5-1995 (empat September seribu sembilanratus -
sembilanpuluh lima) nomor 10 ; ————=——————=—----
<esenuanya dibuat di hadapan WINANTC WIRYOMARTANI,
arjana Hukum, WNotaris di Jakarta ; ——=-—--=-———==——~
PERNYATRAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS --
©.T. UNITED OVERSEAS BANK BALI, tertanggal -----
24-2-1997 {duapuluh empat Pebruari seribu --—-—-—-
sembilanratus sembilanpuluh tujuh)} nomor 51, —---
dibuat di hadapan SINDIAN OSAPUTRA, Sarjana —-—--
Hukum, pada waktu itu pengganti WINANTO --------
WIRYOMARTANI, Sarijana Hukum, Notaris di ---—-—---
LS TN o~ —— — e — — R e — — — e - ————
- DPENGUBAHAN ANGGARAN DASAR PT UNITED OVERSEAS ---
2ANK BALI, tertanggal 6-3-1998 (enam Maret ----—-
seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan) ----
nomor 2§, dibuat di hadapan JAMES HERMAN —--—-—-—-—-
RAHARDJC, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan-
relah memperoleh pengesahan dari yang erwenang-
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan -—-----
Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal
21-8-1998 (duapulun satu Agustus seribu --—-----
sembilanratus sembilanpuluh delapan) nomor —-——--
C?-11636 HT.01.04 Th.98 dan telah diuvmumkan -—--
dzlam Berita MNegara Republik Indonesia, -—-———=-—-
tertanggal 25-4-2000 {duapuluh lima April --=---
duaribu) nomor 33, Tambahan nomor 2081/2000 ; --
- PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS --
P.T. UNITED OVERSEAS BANK BALI, tertanggal -----
13-8-1998 (sembilanbelas Agustus seribu -—---—--- .
sembilanratus sembilanpuluh delapan) nomor 43, -
dibuat di hadapan WINANTO WIRYOMARTANI, Sarjana-
Hukum, Notaris di Jakarta ; ———————————m——=——=--
- BERITA ACARA, tertanggal 14-7-2000 (empatbelas -
Juli duaribu) nomor 39, dibuat di hadapan --—--—-—
WINANTO WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, Magister --
Humaniora, Notaris di Jakarta dan telah -----—---

| ’f.l W
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menperoleh pengesahan dari yang berwenang ------
sebagalmana ternvata dari Surat Keputusan ----—-—-
Manteri Hukum dan Perundang-undangan Republik --
indonesia, tertanggal 10-8-2000 (sepuluh Agustus
duaribu) nowor C-17547 HT.01.04.Th.2000 ; ~--=----
- BERITA ACAPRR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR ----
BIASA PT BANK UOB INDONESIA, tertanggal —---—-—----
22-4-2003 {duapuluh dua April duaribu tiga) ----
nomor 30, dibuat di hadapan JAMES HERMAN —-—-----
RAHARDJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan-
telah memperolen pengesahan dari yang berwenang-—
sebagaimana ternvata dari Sucrat Keputusan -----—-
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
indonesia, tertanggal 16-6-2003 (enambelas Juni-
duaribu tiga) nomor C-13639 HT.01.04.TH.2003 dan
telan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman ——-—---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----—-
sebagaimana ternyata darl Penerimaan Laporan --—-
Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. BANK UQOB -~---
(NDONESIA, tertanggal 16-6-2003 {enambelas Juni-
duaribu tiga}! nowor C-13640 HT.01.04.TH.2003 ; -
- PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM —-——---- '
PT BANK UOB INDOMESIA, tertanggal 7-11-2003 —---
{tujuh Nomember duaribu tiga) nomor ¢, dibuat di
hadapan JAMES HERMAN RAHARRDJQ, Sarjana Hukum, --
Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan --——
kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi ———-————-—
Manusla Republik Indonesia, sebagaimana ternyata
darl Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --------
Direksi/Komisaris PT BANK UOQB INDONESIA, ——-—-—---
tertanggal 22-12-2003 (duapuluh dua Desember —--
duaribu tigza) nemor C-UM.02.01.18001 ; ——————-——-
selanjutnya disebut Penerima huasa.-—=~v—m————=———

ara penghadap dikenal oleh saya.-———-———————n——— ————

vemberi Kuasa menerangkan dengan ini memberi kuasa =---
repada Penerima Kuasa.-——————————mm—mmmm e

uritux membebankan Hak Tanggungan guna menjamin —------
pelunasan utang : ————mmmm e

persercan terbatas PT PARAMITHATAMA ASRIRAYA, ---
berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II -----
Sidoarjo tersebut di atas ; -~-—--————————— -

selaku Debitor, sejumlah Rp.29.789.750.000,- (duapuluh

sembilan miliar tujuhratus delapanpuluh sembilan ribu-
tujuhratus limapuluh ribu rupiah) / sejumlah uang yang

Kuasa Menjual Sebagai Sarana Eksekusi ... Vonny Anastasia



- Atas Obyelk Hak ———

‘engoungan weds Soot -
i HCSlh menjadi ——-
iominan padse PT Dark -

‘egera ﬂdOPLalm
P Tno\ Tl

:eriredudulizn égb
serignter pusct di o-—
'”cr‘t“, Jun{’ S —
: Sada ol
:Pg;_l “1—11~2005 —_—
dugpuluh sztu ————

. 2N
opember Aursribu limg,;

] - T arltatia
Lachian tombehehe——

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan --------
perjanjlan utang-piutang yang ditandatangani oleh ----
Debitor/Pemberi Kuasa dengan

persercan terbatas PT BANK UOB INDCNESIA,
berkedudukan di Jakarta dalam hal ini melalui -—-
kantor Caabangnya di Surabaya, {(untuk selanjulnya
disebut deangan singkat “Bank”), ——--m—mmmmmme
laru Krediter dan dibuktikan dengan @ -———————-—-~———~
- akta PERJANJIAN KREDIT BERIKUT DENGAN PENGAKUAN
HUTANG, tertanggal hari ini, nomor 15, — .
dibuat di hadapan saya, Notaris ; —————————==—-

:ng surat asli/salinan resminya diperlihatkan kepada-
vz dan berikut semua penambahan, perubahan,
rpanjangan serta pembaharuannya yang mungkin ——-----
zaakan kemudlan balk yang dibuat secara di bawah ---
t maupun di hadapan Notaris, sampai sejumlah ----
Nilai Tanggungan peringkat ke I (pertama} sebesar ----
Rp.8.454.000.000,~ (delapan miliar empatratus --------
limapuluh empat juta rupiah} atas obyek Hak Tanggungan
merupa 1 {satu) hak atas tanah yang diuraikan di bawah

'.

33

cfr (.J [‘J

Hak Gune Bangunan @ ——===e——— o
Nomor 8/Keboansikep, atas sebidang tanah -~--———---
sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi,
tanggal 23-10-1985 (duapuluh tiga Oktober seribu-
sembilanratus delapanpuluh lima) nomor =————-—-————-
4249/1¢285, seluas 21.150 M2 {duapuluh satu ribu -

seratus iimapuluh meter persegi), dengan Nomor --

identifikasi Bidang Tanah (NIB) ————c——m———w—_
12.10.16.11.01061, terletak di : ~————m— e ___
~ Propinsi Jawa Timur ; —=—m——m— o
- Kabupaten S5idoarjo ; —memmmmm e
- Kecanatan Gedangan ; —————eom—mm e
- Desa Keboansikep ; ————=+mmmmm
- Jualan Uesa Keboansikep, Gedangan ; ---~--

- Terdaftar atas nama Perseroan Terbatas -----—-—--
£1. PARAMITHATAMA ASRIRAYA, berkedudukan di —--
Sidoarjo ; —=—==-———m e

A
2

Sertipikat dan bukti pemilikan vyang disebutkan di atas
diperlihatkan kepada saya, PPAT, untuk keperluan -—---
pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ini ;
Obyek Hak Tanggungan ini meliputi pula : ———-———c—e—-
Segala sesuatu yang pada saat ini atau di kemudian ---

‘hari dibangun/ditanam, atau terdapat di atas tanah —--

Kuasa Menjual Sebagai Sarana Eksekusi ... Vonny Anastasia
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turutan-turutannya,

baggunan tersebut,

tersebut yang wmenurut sifat dan peruntukkannya ataupun
teristimewa bangunan berikut dengan segenap bagian den

menurut peraturan—peraturan vang berlaku dipandang -—-
sebagai satu kesatuan dengan tanah tersebut

vang menjadi satu kesatuan dengan-

ez
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T T L) e et mmemn A srrE s . rea s
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. - Az & - - T a - - - hene LERT )

~ . e » . b A o= . = . .

YR . - ~~ nr aeEe aw . .

Parapenghadap-dikenalolehsaya/Penghadap - , /
saya kenai/ an
yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap  diperkenalkan

kepada saya olch saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini
£

Pemben Kuasa menerangkan dengan ini memberi kuasa kepadgd Penerima

1 Il
——————————————————————————————————————————— KHUSUS e
untuk membebankan Hak Tanggungan guna merjanmin pelunas
/
.r'/
s
Z _ .
Disahkan corétan -- .
ioanti / RN
dengan diganti pada seluku Debitor, seyumlah Rp. { N
lembaran tambahan e
yang dilekatkan ---

pada akta ini.----

=

s

/

yang surat ashifsalinan resiminya diperhibatkan kepada saya dan penambahan,

perubahan./ perpanjangan- . serta  pembaruannya  yang  mungkin  diadakan
kemudian/

{

sampat sejumlah Nilai Tanggungan sebesar Rp.

)

alag obyvek Hak Tanggungan berupa { ) hak

Hak-Mibk-Ats-SasanRomab-Susunysag divratkan-di-bawah b —

Tesis ) " Kuasa Menjual Sebagai Sarana ERsekusi ... Vonny Anastasia
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o By an - -y - .

'EXE]

»
- - ? .
L LXRY )

. +htk—MiHHHﬂk—GUI‘!&-Uﬁallﬁﬁ‘l&k—GLHi&;BaﬂgﬂﬂafﬁH&k—Pakai-%—ﬂ—»——v—-«ﬁ'
Nouior . atas sebid@r';g

: o L /
tanall sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Siwasy tanggal

Nomaor
seluis m2. ( .
meter pcrsug’i') Jdengar
Nomor Identitikast Brdang Tanan { NIB') . _x"ff
terletak di oz --moommeoee- CREEEE R e Ty A —
- Propinsi
Kabupaten/Kota
Kecanatan
Z - Desa/Kelurahan
Disahkan coretan — _ Jalusd i
dengan diganti pada
lembaran tambahan : .
yang dilekatkan --- vang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan @ ---------- Sl

pada akta ini. --~----

\\ @ e  Huak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak PaKal @ —----vomoormeveoommmoo oo

atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Paka Nome:

i dengan
\ Nomaor Identifikasi Bidang Tanafi (NIB) Cyaltu
‘ seluas kurang lebih m?  (
meter persegl }, dengan batas-batas
sebagaimana diyfaikan dalam Surat Ukur/peta tanggal -
Nomor | yang dilampirkan pada akta inl
terletak di @ frmmm o
- Propings
- Kab &:Icn!}(mu
Kgtamaian
. - / esafKelurahan
_/1alan
Tesis . sismiti Kuasa Menjual Sebagai Sarana Eksekusi ...
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Disahkan coretan --
dengan diganti pada
lembaran tambahan
yang dilekatkan ---
pada akta ini.------

~F
\«)@ \
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AFETF WIS T kl N ta

* .
may - .

LR R

v diperalehol el Remegang Hak-berdasarkan—

o Hak Mihk atas sebidang tanah

Persil Nomor

(

dengan baas-butas .

sehagaunana diuraikan dalpm peta tanggal

#

NOMor /’

Blok

9
m-=

meter persegi),

.

vang dilampirkan pada ak ing,

terletak di @ ----------- 'f"“““""———---———*-————-—-———-————-‘——---—-——————-————.—- -----------

- Propinsi

- Kabupaten/Kota
- Kecamuta/u/

- Desu/Ky [111‘:1]1:111

- }allay/

r

/

L

Perdusaitar ahat-atat-buko-berupa————--—o

Kuasa Menjual Sebagai Sarana Eksekusi ...
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e  Hakddilik-Alas-Satuan-Rumab-Susun-

N

Nomor

terletak di @ ---mm ERRREEREEEES —% —————————
- Propins :

- Kubupaten/Kota : /

- Kecamatan

- Diesa/Keturahan

- Jalan
/-/
vang diperoleh oleh E’culwcg;lrgg/['f;ik herdagarkan @ cemccemmmom oo oo e
o

Z o
Disaiikan coretan -~
dengan diganti pada » _
lembaraﬂ tambahan . H"‘L—"““-——- Seleme— e eemn o — e
yang dilekatkan ---
pada akta ind -~----- i

O
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Disahkan coretan --
dengan diganti pada
lembaran tambahan
yang dilekatkan ---

i

Disahkan coretan.--

7 1
SR

Tesis
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Seﬁipik-at-—dan—buk—li—pemilikan-—yung—disebutka-n—d%—afas—dipeﬁiha{ﬂkﬁn;k_epa&a
sava, PPAT, untuk Xeperluan pembuatan Surat Kuasaané'rﬁT)F&)ankan Hak
3 . pe i e

Tanggunean ini:

Chvek Hak Tanerunean i meliputipula s --- -

Kuasa untuk membebankan Hok Tanggungan int meliputi kuasa uniuk

menghadap  dimana  perlu, memberikan  keterangan-keterangan  serta
memperiihatkan dan menyerahkan surat-surat yang diminta, membuat/minta
dibuatkan serta menandatangant Akta Pemberian Hak Tanggungan serta surat-
sural lain vang diperlukan, memilih domisili, memberi pernyataan bahwa
obyvek Hak Tangeungan betul multk Pemberi Kuasa, tidak tersangkut dalum
sengketa, hebas dan sitaan dan dari beban-beban apapun. mendaftarkan Hak
Tangeungan terscbut, memberikan dan menyelujul Syaral-syaral atau aturan-
aturan  serta janpi-jan)i vang disetujui oleh Pemberi Kuasa dalam Ak

Pembertan Hak Tanggunpan tersebut, sebagan bertkut @ r--memmrimmmmer oo

. Lanji-bahwa—pelunasan- utang-yang--dijamin—dapat—dilakukan—dengan-—ears”
v

angsuran vang besarpva sama dengan nilal masing-masing hak uatas tanah
vang merupakan bagian durt obyek Hak Tanggungan yang ak'}/discbu: d

buwah i, dan yang akan dibebaskan dari Hak Tangguhgan tersebut,

schingga Kemudian Hak Tanggungan itu hanya m cbani sisa obyek

Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yvapg belum dilunasi -«------ -

- Obvek tHak Tanggungan

dengan nila Rp.

&

- Obyek Hak Tangeungsan

/ : ( )
P

dengan nilaj R/p// {

()y/(']‘;mggungan
/ltngun milal Rp. (
r
e B

5
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O T OE ST S T SN
o Junji—bahwa—dalam—hal—obyek—Hak—Tungpungan—kemudiandipree
. ' . schingea Hak Tanggungan membebani beberapa hak atas tanghy Debitor
Disahkan coretan. . -

dipat melakukan pelupasan utang yang dijamin dcngu:-vfm Tanggunaun
dencan cara angsuran yang besarnya sama_dehgan nilal masing-muasing

-/’ . g
hak  atas lanah tersebut, yang  akan—dibebaskan - darr Hak Tangaungan.
T ’

Huk Tanggung;uwmﬁk’ nmienjamin sisa utang yang belum dilupasi. Nidal
- .

musing-masitig  hak  atas tanah tersebut akan ditentukan berdasarkan

busepakatan—-antara _Pihak-Pertamu. dengan—TihakKedus—— il

/ sehungea kemudian Hak Tangfungan itu hanya membebani sise obyek
/
o

o Junji vang  membatas) .ke\x-'cnangun pemberi Hak Tanggungan uniuk
menvewakan  obvek  Hak  Tanggungan  danfatau menentukan  atau
mengeah jangka wekw sewa danfatau menerima uwang sewa di muka
keoualt dengan persetujuan tertulis tehth  dahulu dant pemegang Hak

R L YT R ST E LT e TP et EEe

e Junji yang membatasi kewenangan pemberi Iak Tanggungan untuk
mengubiah bentuk  atau tata susunan  obyek Hak Tanggungan, kecuah

dengan persetuyuan tertulis lebih dahuly dart pemegang Hak Tanggungan:

e Junyn vang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan
untuk wmenpeiola obyek Huk Tanggungan berdasarkan penctapan Ketua
Pepgadilan Negert vang  daersh  huokumnya meliput letak obyek Hak

Tancvungan apabila Debitor sungguh-sungguh cidera janji --o-o----- - ---

e Junji ving memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan
univk menyelamatkan obyck Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukun
uiitux pelaksanoan eksekust atau untok mencegah menjadi hapusova atiu
dibathannye hak yvang menjadi obyek Hak Tanggungan  karena tidak
dipenuli atan dilangeareva ketentuan undang-undang, serta Kewenangan
uniuk nengajukan permohonan  meniperpanjang  Jangka  waktu  dan/uau

memperbarun huk atas taneh yang menjadi obyek Hak Tanggungan; ------- -

s b bubwi pemervang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak unk
menjual atas kekuasaan sendirt obyek Hak Tanggungan apubife debitor

R T T R T e R

¢ Janyt vany dibenkan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa

obvek Hak Tanggungan vdak akan dibersihkan dari Hak Tanggungant ----

Tesis Kuasa Menjual Sebagai Sarana Eksekysi ... Vonny Anastasia
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o Junji bahwa pemberi Hak Tungpungan udak skan melepaskan-haknya aias
obyek Hak Tanggungun tanpa persetujuan tertulis lebith dahulue dari
pemegany Hak Tangoungung soooerommmmmm oo

s laoji buhwa pemegang Hak Tunggungan akan memperoteh seluruh atau
sebugtan dar eanti rugi vang diterima pembert Huk Tangpungan untuk
peiunusan piutangnya apabiin obvek Huk Tanggungan dilepaskan haknyvu
olets pembert Hak Fanggungan atau dicabut hakoyva uptuk kepentingon
(VRRREVERD I T T T T T T T T T ST S o S S TS S ST oSS S oS Moo S S S oS SS S Tososs S ssoe S s

e Junpi buhws pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau
sebugian  darl wvang  asuranst vang diterima pemberi Hak Tanggungan
untuk pelunasan plutangnya, pika obyek Hak Tanggungan diasuransikan; ------

P

e Junp bahwwa pembernt Hak Tunggungan akan mengosongkan obyek Hak
Tungeungzan pada wakiu eksckust Hak Tanggungan; ---—--e--oomemmmmooee oo

e Junp bzhwa Serupikat hok  atas tanah yang telah  dibubuhi cataen
pembebanan Hak Tangeungon discrahkan kepada dan untuk  disimpan

Hak Tangoungun, - oocommmmim oo

L]

+
Y
SKALHT
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Disahkan coretan.
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dan unwek pelaksanaan janji-janji tersebut memberikan kuasa yang diperlukan
kepada  Pemegane  Hak Tanggungan di dalam Akta Pewmbenian Hak

U LT o oo mm o oo o om e o o o o oo S

Ko vanye diberikan dengan akta ing nidak dapat ditarik Kembalr dan tdak
bBoeraklnr  karcna sebub  apapun kecuali oleh karena  telah dilaksanakan
pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan  selambat-lambatnya  tanggal
in - 200E { zngmbelss Pesember dusribu lime

J
sorta pendaftarannya atau karena tanggal tersebut telah  tertampaut tinps

dilaksanakan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. --------omoomooooooooooooooe

Akhirsa—hadiequoadi-hadapan sava—dengan—dithadir—eleh—saksi-sakst HE
sarna den okan disebutkan pada akhie akta Nz -sseemeemerr o
1/
///
o
,-//
/"/
L
/’/.. 7
P

vang uefierangkan  telah mengetabul apa yang  diuraikan dioatas den

| ) : | 4
menvett i -kasa-yang—diberkan-—-dalapm—akia—-

Dennkicnlah wkta int dibuat di hadapan para pihak dan @ ----c-oomoemmeien R e
1, UUTELNAYUNTIGRUN,
I, LT RAT IVETLAS, G,
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sebapai suksi-saksi, dun setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai buku
kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pembent Kuasa dan Penerima
Kuasa tersebot dioatas, akta im ditandatangant oleh Pemben Kuasa, Pencrima
Kumsa, puri sakst dan siava, PRty PEMBCHYERKIN TAHEN olans sebanyvak 2
flus ranehap osboterdicn dare 1 ocsaon rangkap dembar pernama distmpan
katkor save, dun Togxatuy ranekap lembae kedua disampaikas kepadas Peoorina
Kuasa untuk  dipergunakan  scbagm dasar penandatanganan Akia Pombenan

Hak Tanggunean vang bersangKulan, -----momomommomosienss vmrmn oo

Pemberi Kuasa Penerima Kuasa

Bonk UCH
R 17 )

- lam KTP tertulis 1. GOENAWAN SURIF
. ASEIRAYA,
persecusuran Al Kabuapten _
Dasbetsrtajigiyicat [I Sidoalfersstujuun (\__;f%
2. Nn. FRNGITD CHRISGOVANT
SO . PT BANK UGB INDONESLA,
berkedudukan di Jakarta
............................................................................... fmelalui kantor
cabangnya di Surakbava).
Sakst Skt
~ ‘ e .
1 ¥ i o
P T G
- J " e ‘_\\l‘ "(_“-L
b
CUUN RAHAYUNINGRUM HARUM WAHYUNINGTYAS, SE
Fo{abaC EE i HXL AR M/ Notuars
DYAH AMBARWATY SETYOSO, SH
L}
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akta PENGUBAHAN ANGGARAN - - )
DASAR PT UNITED OVERSEAS - ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
BANK, BALI, tertanggal 6. --

Maret 1998 nomor 38, -----

dibuat di hadapan JAMES --

HERMAN RAHARDJO, Sacrjans -

Hukum, Motaris di Jakacta-

dan telah mempecoleh ----- AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

pangazahan darli yapy -----

betwenang aebagaimana ~--- PLRIN{,K AT 1 (“)FQTAM) ¢
ternyata dari SUFat ----- NO 355 / 2005'

Keputusan Menteri --------
Kehakiman Republik -------
Indonesia, tertamggal 21 -
Aouztua 1998 nomor --~-----
C2-11836 HT.01.04 Th.98 --
dan telah diumumkan dalam-
Herita Wegara Republik ---

Indonesia, tertanggal 2% - bulan ?iOpembcI‘ thun <00% { dusridu 1iss weeeevecnes
April 2000 nomor 33, -----

Tambahan nomor 2081/2000 ¢ e oo e e e A 4 4 & s e
kta PEANYATRAN KEPUTUSAN-

RAPAT PERSEROAN TERBATAS -
P.T. UNITED OVERSEAS BANK-
BALI, terfanggal 19 “ooo- vang berdusarkan Surat Keputusan Fo 2w is 2e2rs *EF3axslan Xeslised =
Agusktus 1598 nomor 43, --- - <

Lenibar Perveama!Kedie

Pudi har i, Kamis tanggal 24 | Dumpuluh esmpat ~——-re—-—-)

hadir dihadapan suya &MEAR Lé % nvd, 2apsens HEEUR, »oesvecsscnme

dibuat di hadapan WINANTO: @ maemamem—me——- ot et o T I e = o P g e e W Do ok sk e e

WIRYOMARTANI, Sacjana ----

Hukum, Wobaris di Jakacta: tany el Y werezber ey nomor Z: - IX - 2{‘-01 [
akta BERITA ACARA, ------- -

tertanggal 14 Juli 2000 -- djanoku/ditdnsfui scbagai Pejabat Pembuar Akta Tanah, yang selanjuinya disebut
romor 39, dibuat di ------ _ -

hadapan WINANTO -----=---- PPAT. vimg dimaksed  dalmn Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

WIRTOMARTRNI, Sarjana ----

Hukum, Magister Humaniora, |yy7 eptane Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerju  se-XaZozszfel = ecve
Notaris di Jakarta dan --- N

telah memperoleh --------- e o U1%202703  eesommwawe~ dan berkantordi Traon Fipang Iodsh
pengesahan dari yang -----

betwenang sebagalmana --—- o= Glek s & peier 0, Sidenr)® —ssweemecnae  depgan dihadin
ternyara dari Surat ------ . L.
Keputusan Meateri Hukum -- nlch qaksi-sakst yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini @ --«---
dan Perundany-undangan:-—- : . .

Republik Indonesia, -<---- [ | .

tevtanggal 10 Agustua 2000 Tuan GOENAWAN SURIP, Branch Manager persercan terbatas yang akan
nomor C-17547 -rwo-mmmomns disebut i bawah ini, bertempat tinggal di Surabaya, jalan —----
m'ol‘od'Th"Eoo oo Dharmahusada Permayr 6/17 V-526, Kecamatan Mulyorejo, pemegang —-
akta BERITA ACARA RAPAT -- _ i . = =

UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR - i Kartu Tanda Penduduk [l‘u.I.r(}_.nomor 12.5622,250270.0001 ; —-r=ew-
BIASA PT BANK UOR —momwoe <. hWona FANGIO CHRISGOVANI, Officer perseroan terbatas yvang akan —-
INOONESTA, tertanggal 22 - disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Surabaya, jalan -----
April 2003 nomor 30, ----- Mojoarum 1/5, Kecamatan Gubeng, pemegang Kartu Tenda Penduduk --
dibuat di hadapan JAMES -- (.1.R] nomor 12.5619.540677.0002 ; ——-————mmmmmmmmm e

HERMAN RAHARDJO, Sarjana -
Huikum, Motaris di Jakarta-
dan telah mempercleh -----
pengesahan dari yang -----

- menurut Keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam Yedudukan
wereka selaky knasa Dirersi zebagalmana ternyata dari POWER OF ----
ATTORIEY, dibuat di bawah tangan, bermsterai cukup, tertanggal. —---

berwenang Sebagaimana ---- 14-11-2005 [empatbelas HNopenkber cuaribu lima) nomsr ——————c—vvmma
tecnyata dari Sugat ----—- UOBI/POA/052 /2005, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama ~—-—
Keputusan Menteri -------- persercan terbatas PT. BANK UOE INDINESIA, berkedudukan di Jakarta,
Ketiakiman dan Hak Asasi -- wpelalvl kantor cabangnya di Surabaya), yang akta Pendirian dan ---
Manuzia Repumlii --------- Feruabanannya dibuat di hadapan FKARTINI MULJADI, Sarjana Hukum, ----
lndenesia, tectanggal 18 - Wotaris ol Jakarta, yang akta pendirian dan perubahannya telah ----
f{ﬂ“;lzgf‘Ta‘:’gg;;iif“igl;; diwnumkan dalam Berita Negara Republ:i:k Indonesia, tertanggal 30 ---
dilaporkan kepada Montars- u:'suqm 1390 nomor %, Tambahan rnomor 351 dan bertalian dengan akta-

AR mm e

¥ehakiman dan Hak Azasi --

Manusia Republik --------- - PERNYATAAN KEPUTUSAN RAFPAT PERSEROAN TERBATAS P.T. UNITED
Indonesia, sebagaimana --- OVERSEAS BANK BALI, tervtanggal 6 Agqustus 1993 nomor 34 ; ----————-
ternyata dac: Penerimaan - - PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS P.T. UNITED -- --—-
Laporan Akta Perubahan --- - OVERSEAS BANK BALI, rertanggal 14 April 1994 nomor 77 ; ———————
Anggaran Dasac PT. BANK -- ' - PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSERCAN TERBATAS P.T. UNITED -=-—=--
l{gBJi}:goggg;A;]o;g:téfgggié CVERSEAS BANK BALI, tertanggal 15 Agustus 1994 nomor 121 ; -=-—---
HT.01.04. TH. 2003 3 moom- / - PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS P.T. UNITED ----—--
iisahkan tambahan, ———————< - CVERSEAS BANK BALI, tertanggal 4 Septembér 1995 nomor 10 ; —w--—-—
kesemuanya dikbuat di hadapan WINANTO WIRYOMARTANI, Sarjana liukwum, -
Hotaris di Jakarta ;| ————--— e e e
9\ - FPERNYATAAN HKEPUTUSAN RAPAT PERSERCAN TERBATAS F.T. UNITED —==----
?’/ DVERSEAS BANK BALI, tertanggal 24 Pebruari 1937 nomor 51, dibuat-

dl hadapan SINDIAN OSAFUTRA, Sarjana Hukum, pada wakou 1oy —-—-—---

pengganti WINANTO WIRYOMARTANI, Sarjana RBukum, Neotaris di —---—---
iiganti pads halaman ------- Jakarra ;@ —————
= P T T T T T T T T T T T T N e e T e T - — = .

mr:.kutnya dari akta ini. "

: =, ;z %}lim Foenbetive Heob Loy siniedi [ Halarmon | dari 12
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PARA PEMEGANG SAHAM PT --— T - . ceoe 5T Ll o . :
BANK UOB INDONESIA, ------ { ! * ADLN:PerpustakaamUniversitas Airlangga. -  © @ I I
tertanggal 7 MNopembepr 2003 .
nomor 9, dibuat di hadapan

JAMES HERMAN RAHARDJO, ---

Sarjana Hukum, MNotacis da- . T e gevrne R idider e, X Ao
Jakacta, dan telah --o-— - pemegang hak atas tanah/akoodiikosnaocfatman-®urmatroSoomy yang
diberitahuksn kepada ----- : : : . : ,

Lberitahuken kepada akan dibebani Hak Tanggungan, selanjuinya disebut Pemegang Hak:

Meanteri Kahakiman Dan Hak-

Azagi Manusia Republik - -

Indonesia, aebagaimana ---

ternyata dari Penerimaan - A P
Pemberitahuan Perubahan -- - '
Direksi/Komisaris PT BANK-

VOB INDCWESIA, tertanggal-

22 Desember 2003 nomor --~-
C-UM.02.61.18001 ; --=-----

yang dalam hal ini -~------

artindak berdasarkan akta -

JRAT KUASA MEMBEBANKAN HAK-

SNGGUNGAN, tertanggal -----

5 Nopember 2005 nomor 20, -
Lbuat di bhadapan OYAH -----

pemilik

ABARWATY SETYOSC, Sarjana -
akum, WNotaris di Surabava, -
alaku kuasa dari dan ------
amikian sah bertindak untukx
>rta atas nama ! -=--——---—---

perseroan terbataz PT ---

BEY - - - M - - . . 3 o - .
%T&;?Tﬁﬁikﬁﬁéﬁ;ﬁ’di selaku Pomberi Hak Tamggungan, untuk selanjutnya discbut Pihak Pertama,
Kabupaten Daerah Tingkat-

11 Sidoarijo, yang -------
anggaran dasar dan ------ il.

pecubahannya telah ------
diumumkan dalam : -~---~--

. Tuan GOENAWAN SURIP, Branch Manager persercan terbatas yang akan-

Berita Negara Republik- Aiseburt ¢l bawah ini, bertempat tinggal di Surabaya, jalan -—-—---—-
Indonesia, tertanggal - Tharmshusada Permal /17 V-326, Kecamatan Mulyorejo, pemegany —--
13 September 1354 nowmor fartu Tanda Penduduk (H.I.K} nomer 12.5622.250270.0001 ; ———--——--

73,

Tambahan nomot ---- Nona FANGIO CHRISGOVANI, Officer persercan teprbatas yang akan --—-

L]

6684/1994 1 ~---------- disebut di bawah ini, bertemwpat tinggal di Surabaya, jalan ------
Perita Negara hepublik- Mojoarum 1/5, Kecamatan Gubeng, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---

Indonesia, tertanggal -
19 Mei 1995 nomor 40, -

{M.1.K} nomar 12.5619.540677,.0002 § ——==--m-— o ——m o mmm e m o
- menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam kedudukan-

408871995 ; ——r--—onme- rerska selaku kuasa Direkel sebagaimana ternyata dari POWER OF ————-
Barita Negara Republik- ETTORMEY tersebut di atas dari Jdan oleh karena itu untuk dan atas —-
Indonesia, tertanggal - rnema perseroan terbatas PT. BANK UOR INDONESIA, berkedudukan di ----
22 Desember 1998 nomor- Jararta, deeialuyr kantor cabangnya 41 Surabaya) ¢ o-----——-———--——--=
102, Tambahan nomor ---
742971598 ¢ -——-ro--——-
Berita Negara Republik-
Indonesia, tertanggal -
22 Oktober 2002 namor -

85,

Tambahan nomor =----

12939/2002 7 =====wumao
Berit.a Megara Republik-
Indonesia, tertanggal -
25 Oktober 2002 nomoc -

84,

Tambahan nemor ----

§T5/2002 ¢ -
bertalian dengan 1 -=----

- akts BERITA AWCARA, ----
tactanggal 1 Juni 13%%-
nemor 4%, dibuat oleh
JULIA SELOADJY, Sarianz
Hukum, pada waktu itu -
Motarilis dil ---~==r---=-
Waru-Sidoarjo ; ------- L

v#ahkan tambahan,----------

G

S

W

selaku Penerima Hak Tanggungan, yung setelah Hak Tanggungan yang

azahkan tanbahan dengan --- bersanghkutan didaftar pada Kuantor Pertanahan setempat akan bertindak
iganti ‘pada lembaran ------ !
ambahan yang dilekatkan --- - ' sebagai Pemegang Hak Tanggungan, untuk selanjutnya . discbut Pihak
ada akbta inl.—~-==mmm——————- .

a n Kedua, ——om oo e e

3 o) ' \
7 Alta Pemberian Hak Tangpuagan, . . C o Hal X f
Tés\a'd : % uads hjual Sebagai Sarana Eksekusi ... Vonny Affi&pga;g deri /2



Tesis

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

HT : 02.423.257 : PP
LEMBARAN TAMBAHAN

akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT, tertanggal --------
28 Mel 1996 nomor 61, dibuat di hadapan Notaris vyang
SATUIGL s s eomam o s e i St e o ot i ki e e e e =
akta BERITA ARCARA, tertanggal 21 Oktober 1998 nomor-
20, dibuat oleh Notaris yang sama ; ————————————----
akt. BERITA ACARA, tertanggal 21 Juli 1999 nomor 20,
dibuat oleh Notaris yang sama ; ~—==—-——————————————_
akta BERITA ACARA, tertanggal 15 Maret 2000 nomor --
18, dibuat oleh JULIA SELQADJI, Sarjana Hukum, ----—-
Notaris di Surabaya ; =~emwesmemrmmme e e
akta BERITA ACARA, tertanggal 28 Pebruari 2000 nomor
67, dibuat cleh HNotaris yang samg ; —HFem—meoce——————
akta BERITA ACARA, tertanggal 9 Juni 2004 nomor 37,-
dijpuat. oleh Notaris yang sama ; ——————~rm==ec———————

?/
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Para penghadap dikenal oleh saya/Pemphradap

saya kenal dan
o

yang lan diperkenulkain—etettiivi kepada saya / Para penghadap diperkenalkan

kl&l‘)ﬁ%lﬂh—ﬁﬂkﬁi—pﬁngefmF--}‘iltIt_'_‘\—'?lk—t‘rﬁ—diﬁehttH*‘:t‘lﬂ—ﬁktdit—ﬂHﬂf——Hl&Ht—-HH.

ahk:m coretan, ——-

4 .
Paru Pihak meneramakan o -vemmr oo e e oo

{7-/ % »  bulwa oleh Vihak Kedoea dan

persercan verbatas T FPARMMITHATAMA ASRIRAYA, -——-———-—-—-
berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sideoarjeo ---
terseburt di atas [ —oms oo s o s e e o

ta PERJ AU TAN —oeee

{ECIT BERIKUT -

INCAN oo

;}\ selako Debnor, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang-piutang yany

dibuktikan denuan @ cmmomem e

ngkat ke I {pestama} -— - .—\kliiﬂ}nlggal M6 NopSnie s 0 nomor 15
dikay tanbshan.---—--— _ _ .
dibuat dihadapan

DYAH AMBARWATY SETYOSO, Sari] i:ma Hukurm, dNotarlis
o di Surabaya yung saltnan resminya dlpcrhhutt'an epada sayu; -----
i %/ - Aktadi bawah tanpan yvang bermeterai cukup, diboat di

;}\ ranggal . nomor

- ving axlinya diperhibaikan Kepadiv sayiy —-----vimmmmmm oo
« bahwa untwk menjamin pefunasan utang Debitor sejumlah Rp. 29,789,780, 000 -

duapuluh sembilan miliar tujuhratus delapanpulub ---
sembilan juta tujuhratus limapuluh ribu rupiah) ————--=~—-w—=w——
Ssejumilah vang yvang dapat ditentukan di kemudian hari berdusarkan perjanjiun
Cutang-piutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta
pembaruannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah
Nilai Tun:eunu-mﬁchesur Rp. .
SR i ¥'5.454.000.000, - (delapan miliar
empatratus limapuluh empat juta rupiah) 12
oleh Pihak Pertama dibertkan dengan akta imi kepada dan untuk kepentingan
Prhak Kedua, yang dengan ini menyatakan mencrnimanya, Hak Tanggungan
vang diatwr dabam Undang-undang Hak Tanggungan dan peraturan-peraturan
peluksanuannya atas Obyek/Qhyekobyghk berupa 1
{ gatu , y hak atas tanah/HERESIERIAY S Y
FhmalSusyn yang diuraikan di Dawal ind @ —omee oo

3

Akt Pembernm Hak Tangypny . . ) . algmyrn 3 Ry
+ renmmera Hak k585 Menjual Sebagai Sarana Eksekusi ... VIR KR astadis
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#

- Terdaftar atas nama-
Perseroan Terbatas --
o4 S
PARAMITHAT AMA
ASRIRAY A, --——-----

Disahkan tambaharn. -

! ﬂirfﬂz

A
74

Disahkan coretan -----

A

.
T

Tesis

- Papiisl
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oM ik G Agsuha/Hak Guna Bangunan/Hgk Rykag o -

Nomor 8/Keboansikep atas sebidang tanab

schugunmana divrwkan dalam Sury Lkyr/Gambar Sttuasi tanggal

3 Oktober 1988 Nomor 4249/1985
. "t
S EEHA 21.180 M0 duapuluh satu ribu seratus ——-—-

13 mapl 11h meter perseayd

dengan Somor [dentifikust Bidang Fanah (N1B) 12.10.16.11.01061

TR LR 2 mm e o e e
- Propims ; Jawa Timur ;

- Kabupaten/Kat& Sidoarjo ;

- Kecamatan + Gedangan

- Deso/KeupiRan Keboansikep ;

- Jdulun : Desa Keboansikep, Gedangan ;

RRSiayempesstimns)

Huk AMilik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai ; —-- G CLELEEIeS A —
dlis sebagtan tanah Hak Milik /Hak Guna Bangdnan /Hal. Paka
Nomar

dengin Nomor Identifikast Bidang Tanah (N13)
vanu ~eluas kurang lebih

meter perse2i),

dengan batas-balas e eime e
sebaganuana divratkan dafam Surat Ukur/peta tanggal
Nomor vang dilampirkan pada akta i,

terletak db .l

- Kabup
- Reodinatan
e kelurahan

Jadan

Vonn¥f Amestesiar {2
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yare<hneraleh-olehPemepang Halk berdasarkan
ankan coretan. - s Hak Milik atas sebidang tnah : «--seeseromemss s ememsm e fe
/g Zersil Nomor Blok Kohir Nomor )
?;-4 seluas kurang lebih E
) m’ L
B . meter persegi),
/ZC} dengan batas-Datas | —=-=ms=s-momommommom e

sebagaimana diuraikar. dalam peta tanggal
Nomor yang dilampirkan pada akta ini
forleraly i SN SRt ________ e AN _eee
- Propms

- Kabupaten/Kota
- Kecamatan

- Desw/Kelurahan

~ 0 Jalun

. I:/ Milik Atas Satuan RUmal SUSUD ¢ - -ecmmmrom oo ocmem st amemmme e

CLor

L]

_ . 5 '
Tesis Akio Femberian Hak Tunsugisgd s Menjual Sebagai Sarana Eksekusi ... \Ebsiamanriaéasisia
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rerketak—di

- Propinsi
- Kabupaen/Kota
- Kecamatan

. - Desy/Kelurahan
Jisahkan coretan,--

.

Talan

/ vang dipereich oleh Pemegang Hak berdasarkan @ --memmeomceommmmmmcemee e

O
[ =
Vi

Sertipthat dan bukti pemilikan yang disebutkan di atas diserahkan kepada saya,

PPAT. untuk keperluan |)enc[;ll'lumn hak, pendaftaran peralihan hak, dan

L l\r‘r‘r\r '|I'1! ATAFTFAFTOT FirT FITLTL
X R s &a&.&{xz{ A
pendaftaran Huk T.muszuns:m ydnu ibenikan engan akia iny;

Pemberian Hak Tanggungan tersebut di atas meliputi JUER § mmmm oo
segala sesuatu yang pada saat ini atau di kemudian hari
dibangun/ditanam, atau terdapat di atas tanah tersebut-
yang menurut sifat dan peruntukkannya ataupun menurut -
peraturan-peraturan yang berlaku dipandang sebagal satu
kesatuan dengan tanah tersebut teristimewa bangunan —--
berikut dengan segenap baglan dan turutan-turutannya,

vang menjadl satu kesgatuan dengan bangunan tersebut.---

Adter Fentberivn Hak hkw 6

Tesis Bea Menjual Sebagai Sarana Eksekusi .. Vonrhfkags gy’ /¢



ihkan coretan.--———

A

0

Tesis
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Untuk sclanjuinya hak atas tanah/ Mk HOQURSSIORRREIAREEInGit dan
bendu-benda lain wersebut di atus disebut sebagai Obyek Hak Tunggungan yany
oleh Piliiah Pertama dinyatakan sebagw miliknya. ---------- RRLEEEEEEPEEE PRSP RPEREES

Para pihak dalam kedudukannya sebuagaimana tersebut di atas menerangkan,
bulrw s pemberion Hak Tanggunpan tersebut disetujui dan diperjanjikan dengan

Ketentuun-Retentuan sebugad Dertkul @ --mmmmmmmmmmmmrm e Sl e 3

Pihak pertama menjamin bahwa semua Obyek Hak Tanggungan tersebut di atas.
betul meidik Pihak Pertama, tidak tersangkat dalam suatu sengketa, bebas dari

sitaan dan belas puba dan bebantbeban apapun yang tidak tercatat, ----- e
e e Pusi] 2 -

Huk Tanggungan ersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh

Pihak  Keduuw dengan janji - fanji yang disepukati oleh kedua belah pihak

sebaganmana divrarkan di bawah it 0 oo e

Tanggungan di atas, dengan cara angsuran yang besarnya sama dengap’nilai
masing-masing hak atas wnahi yune merupakan bagian dari Qkyck Hak
Tangeungan vang akan discbut di bawah i, dan yang akan difebaskan dart
Hak Tungeungan wersebut. sehingua kemudian Hak Tanggungan itu hanya
membebani sisa Obyek Huk Tangeungan untuk menjdmin sisa utane yang
Predumm diluming © oo oo e e e e

- Obyek Hak Tanggungan

dengan nilai Rp.

)
- Obyek Huk Tunggungan
dengan milai Rp. (
)
- Obyvek Hak Aanggungan
(
)
-7
i ™ . T A R 7 H
b Pemhernan Huk Langei¢yasa Menjual Sebagai Sarana Eksekusi ... WolmyAhastasia
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1sahkan coretan.

Ve
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pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan deagan cara angsuran

vung besarnya sama dengan nilai masing-masing hdk atas tanah tersebut, yang
skan dibebaskan dari Hak Tanggungapes€hingga kemudian Hak Tanggungan
itu hanya membebani sisa Q Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang
vang belum dilunasi7 Nilai masing-masing hak atas tanah terscbut akan
dilw serdasarkan  kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak

e o iTEE

Pihak  Pestama tidak akan menyewzkan kepada pihak lain Obyek Hak
Tangeungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua,
termasuk mwenentukan atauw menguban jangka waktu sewa dapfatau menerima

wing sews dimuka jika disetujui disewakan atau sudah disewakan; -----------------

Pihak Pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atau tata
susunan Obyek Hak Tanggungan, termasuk mengubah sifat dan tujuan
kegunaannya baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis

teriebih dahulu dari Pihak Keduiag === --mmmmm e oo oo e

Dalam ha! Debitor sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua oleh Pihak
Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan
untuk itu kuasa, untuk mengelola Obyek Hak Tanggungan berdasarkan
Penetepan Ketlua I’chg‘udilan Negeri yang dacrah hukumnya meliputi letak

Obyvek Hak Tanggungan yang bersangkutan; ——------+sssmmmmmmmmmormmom oo oo

Jika Debitor tidak memenuhikewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan
perjanjian utang-piutang wersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua
selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkal Pertama dengan akta i dibert
dan menvatakan menerima kewenangan, dan untuk it kuasa, untuk tanpa
persetujuan terlebih duhulu dari Pihak Pertama @ ——-»--ommommmmmmemmom oo oo
a. menjual alau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak

Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian; ----------------=memoo-
b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;-
c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan Kwitansi; ------

d. menyerahkan apa yang dijual itu k{ﬁpada pembeli yang bersangkutan; ---------

o

menpambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk

melunasi utang Debitor tersebut di atas; dan --—-----+==-===rommmmmm oo

* Akte Pembenan Hak isgasa.Menjual Sebagai Sarana Ek%ekusi Vonny/#nastabituri {2
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A

3

b
L3

. metakukan hal-hal Iain yang menurut Undang-undang dan peraturan hukum
yang berlaku  diharuskan atau menurut pendapat Pibak  Kedua perlu

dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut; ---------omoooooooooo oo '

B
5

o Pihak Kedua sebagat Pemegang Hak Tanggungan Pertama atas Obyek Hak
Tungeunzan tidak akan membersihkan Huk Tanggungan tersebut kecuali dengan
persetejuan dart Pemegang Hak Tanggungan Kedua dan seterusnya, walaupun

sudah dicksekusi unluk pelunasan piutang Pemegang Hak Tanggungan Pertama:

= Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak Pertama
tdak  akan  melepaskan  baknya atas Obyek Hak Tanggungan utau

mengalthkannya seeara apapun untuk kepentingan Pihak Ketiga: --v-e-mmemoomeoenee

¢ Dalam haf Obyvek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh Pihak Pertama atao
dicabut bakova untuk kepentingan winum, sehingpa hak Pihak Pertima atas
Obvek Hak Tanggungan berakhir, Pihak Kedua dengan akta ini oleh Pihak
Pertama diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa,
untuk menuntut atau menagih dan menerima uang ganti rugl dan/atau scgala
sesuatu vang karena itu dapal ditagil dari Pemerintah dan/atau Pihak Ketiga
lainnya, untuk itu menandatangani dan menyerahkan tanda penerimaan vang
dan melakukan tindakan-tindakan yang perlu dan berguna serta dipanduang baik
oleh Pihak Kedua serta selanjutnya mengambil seluruh atau sebagian uang ganti

rugl dan fwin-lainnya tersebut guna pelunasan plutangnyi; ————------------m----sav-a-

» Pihak Pertama akan mengasuransikan Obyek Hak Tanggungan terhadap

bahava-bahava kebakaran dan malapetaka tain yang dianggap perlu oleh Pihak
Kedua dengan svarat-syarat untuk suatu jumlah pertanggungan vang dipandany
cukup oleh Pihak Kedua pada peresahaan asuranst yang ditunjuk oleh Pibak
Kedun, dengan ketentuan surat polis asuransi yang bersangkutan akan disimpan

oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan membayar premi pada wakwu dan

sebagaimana mestinya; Dalam hal terjadi kerugian karena kebakaran atau i
E

. . . . g

malapetaka Jain atas Obyek Hak Tanggungan Pihak Kedua dengan akta ini @

diberi don menyatakan menerima kewenangan, dan untuk ttu kuasa, untuk

menerima seluruh atau sebagian uang  ganti kerugian asuransi vang

bersungkutan sebagai pelunasan utang Debitor; ~----——=mmmmmoroommmmmn s

* Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatskan menerima kewenangan,
dan Jntuk itu kuasa, untuk, atas biaya Pihak Pertama, melakukan tindakan yang

diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan serta menyelamatkan Obyek
" G
Tesis Abta Pembersan Hid Tangsminqiyasa Menjual Sebagai Sarana Eksekusi ... IfgpyatiEstasia
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Hak Tanggungan, jika hal it diperlukan untuk pelaksanaan cksekusi atau untuk
mencegah menjadi hapusaya atau dibatalkunnya hakatas Obyek Hak
Tangeunvun kurena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya Ketentuan Undang-
undany sertu pka diperbukan mengurus perpanjangan jangka waktu dan

pemburuen hak atas @nab yang menjadh Obyek Hak Tangpungan: -------oooooeoeeon

¢ lika Pihak Kedua mempergunakan kekuassannya untuk menjual Obyek Hak
Tanggunean, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada vang
berkepentinean untuk melibat Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada
waktu vange Jditentukan oleh Prhak Kedua dan segera mengosongkan atau surub
menvosonckan dun menyerahkan Obyek Hak Tanggungan tersebut kenada
Piliak Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat

mengeunaka dalam arth Rata yvang seluas-luasnyay -----voomemmmromsamc oo

o Scrtipikat wida bukti hak aas anah yang menjadi Obyek Hak Tanggungan
akan diserahkan oleh Pihak Pertauma kepada Pihak Kedua untuk disimpan dan
dipergunakan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan hak-halinya sebapa
Pemegany Hak Tanggungan dan untuk itu Plhak Pertama dengan akia ini
nmemberikan kuasa kepada Pihak Kedus untuk menerima sertipikat tersebut dari

Kintor Pertanahan sctelah Hak Tangeungan ini didaftar -—-----—r--ormvmn o oooeees

B an e Pusitl 3 -

Untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan sebagaimana divraikan
dalam pasal 2, Pihak Pertama dengan akia ini memberi kuasa kepada Pihak
Kedua, yang menyatakan menerimanya untuk meaghadap di hadapan pejabar-

Tesis Kuasa Menjual Sebagai Sarana Eksekusi ... . Vonny Anastasia
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pejabal puda instanst yang berwenang, memberikan keterangan, inenandatangant
formulir/surat, menerima segala surat berharga dan lain sural serta membayar
semua biayd dan menerima segala uang pembayaran serta melakukan segala
tindakan S’ang periu dan berguna urtuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-

BETenTUAN LeTSeDUL -- - mmrr oo oo oo

Para prhak dualam hal-hal mengenal Hak Tanppungan terscbut di atas dengan
segala akibatnya memilih domisili pada fzatey Kaganiterann ecewveece

Pengadilnn Naogerl di Sidenvin, L niecccecvmenrevmrmc v emu e aan

Biaya pembuatan akia ini, uang saksi dan regala biaya mengenai pembebanan

Hak Tanggungan tersebut di atas aibavar oleh Fihwslk Foartuma.

Akhirmahadijuga-dihadapansayadenpgandihadieioleh saksi-saksl yauy
dan akan disebuikan pada akhir aktaing 0 Tl

ahkan coretan.--—-

< : ya:jymmtclah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui
£ ELAN

e Hak Taneeungan dalame-akta nit
él /r — [~ N
Demikiariah akta ini dibvat dihadanun para pihak dan @ =—meeesom ool

Newa JHESHUL LATLIZAY éar Hera ARDIRI INDAS TRIVARWANL, ==
Yoduanyn Yapyowatl kapter FiAT dan bertempat tinggel 4 mee

B idaﬁ:’j‘ - s S G ey e M DY vl R S e W W TR ma o A T Ak T A A W A il A el A S A - A T e
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sebugai saksi-xakst dun setelah dibucakan serta dijelaskan, maka sebagan bukt

kebenarun pernvataan vang dikemukakan oleh Pihak Pertuma dan Pihak Kedua

tersebut di gius, akta o ditandatangani oleh Pihak  Pertama, Pihak  Kedia,

para soksi dun sava, PPAT, sebanyak 2 {dua) lembar in originali. satu Jembar

disimpun di kantor sava, sedang lembar faimnnya disampatkan kepada Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten/iGow

Bidearje

untuk keperluan pendafiaran Hak Tanggungan yang diberikan dengan akta in ----

Pihuak Pertama

1. GOENAWAN SURIP

Persetu|dan #8287

2, FANGIO CHRISGOVANI

Q. PT PARARMITHATAMA ASRIRAYA,
----- berkedudukan-di Kabupaten

Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Saksi

Tesis Kuasa Menjual Sebagai Sararl’a Eksekusi ...

Pihak Kedua

Bonk indonesd

ihuyda

1. GOENAWAN SURIP

Persetujuan ..................

2. FANGIC CHRISGOVANT
QQ. PT BANK UOB INDONESIA,
"""" berkedudukan-di Jakarta
{dalam hal ini melalui

kanter gabangnya di
surandya

Q)

@’¢%
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= ] ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga _ ‘:
a). HAK TANGGUNGAN | b). Nama Pemegang Hak Tanggungan ini
1
No. ... 598072005 .
; Perseroan Terbatas PT Bank OB Indonesia Thk, berkedudukan di Jekarta melfalui .
Peringkat : { (Pertama) !: kantor cabangnya di Strabaya .

¢). Hak Tanggungan ini diberikan vntuk menjamin pelunisin prutang ingya sejumlah

Rp, .. 845400000000 ¢ dengan huruf - Delapan milyer empal ratus fima puiuh empel juts
rupiah
s, OBYEK HAK TANGGUNGAN INI
Tenis dan Nomor Flak Benda - benda lain

Sesvai dengan yang tercantuim dalam akle pemberian Hak
Tanggungan, yang dibuat oleh dan dihadapan PRAT .
Hak Guna Bangunan No. 8 / Keboansikep : dengan tanggal dan nomor tersebut dafam g}
NIB 1210161101081

i
el Dengant svarat - syarat sepern teriera dalam akta Pejabat Pembuat Akt Tanah o
_________________________________________________________________________ Endah Lacasal, SH PRAT QI SIOMIO ... ..o
Tungyal o 2811 - 2005 e B T oo I I G - s
vany salitannya merupakan bagtan Sertipikat Hak Tanggungr i
e g b SNy 0000000000 -
1. TANGGAL DIBUKUKAN 2 TANGGAL PENERBITAN SERTIPIKAT
..Swdoao, | 08:12-2005 " . Sldoarjo, 08122005
Kepala Kantor Pertanahan i Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten AKeiwrdici— | Kabupaten [Hataradys
...................... Sidoarjo .. : e 10RO
i
tg f‘ ttd
i i
......... Drs RONSEN PASARIBU.SH.MM. | -‘ .. Drs.RONSEN PASARIBU.SHMM, :
NiP 0164014 | NIP 010164 014
— e o e _|
. Salinan sesuaidengan aslinya untuk
1.
L}
Tesis _ Kuasa Menjual Sebagai Sarana Eksekusi ... A Vonny Anastasia



	Halaman Judul
	Daftar Isi
	Bab I
	Bab II
	Bab III
	Bab IV

